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RINGKASAN 

MUHAMMAD RAFKI PRATAMA. Hubungan Indeks Ketahanan Pangan dengan 
Prevalensi Stunting pada Tingkat Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. 
Dibimbing oleh DODIK BRIAWAN dan CESILIA METI DWIRIANI. 
 

Ketahanan pangan merupakan salah satu determinan penting yang 
memengaruhi status gizi masyarakat, termasuk kejadian stunting pada balita. 
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan kronis yang ditandai dengan tinggi 
badan menurut umur berada di bawah −2 standar deviasi dan masih menjadi 
masalah gizi utama di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
keterbatasan akses pangan, kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta kondisi 
lingkungan yang kurang memadai berkontribusi terhadap tingginya prevalensi 
stunting. Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki prevalensi stunting yang 
relatif tinggi meskipun berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Badan Pangan 
Nasional termasuk dalam kategori sangat tahan pangan. Kondisi tersebut 
mengindikasikan adanya kesenjangan antara gambaran ketahanan pangan tingkat 
kabupaten dengan kondisi riil di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis hubungan IKP dengan prevalensi stunting pada tingkat desa di 
Kabupaten Penajam Paser Utara, mengidentifikasi status ketahanan pangan desa, 
serta menentukan indikator ketahanan pangan yang paling berhubungan dengan 
prevalensi stunting. 

Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan data 
sekunder Data Desa Presisi (DDP) tahun 2023 dan data prevalensi stunting dari e-
PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023. Unit 
analisis penelitian adalah 40 dari 54 desa/kelurahan yang mewakili 74% 
desa/kelurahan di wilayah administrasi Kabupaten PPU. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan total sampling sehingga seluruh desa/kelurahan yang 
memiliki data lengkap digunakan sebagai sampel penelitian. IKP desa dihitung 
berdasarkan modifikasi sembilan indikator yang mewakili tiga pilar ketahanan 
pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses/keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan 
pangan. IKP tingkat desa dalam penelitian ini disusun berdasarkan modifikasi 
kerangka BAPANAS menggunakan sembilan indikator, yaitu luas lahan pertanian 
per kapita, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase rumah 
tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% dari total pengeluaran, 
persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata lama sekolah perempuan 
berusia di atas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses air minum layak, 
rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, 
prevalensi balita stunting, dan angka harapan hidup. 

 Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi 
Spearman, dan regresi linear berganda metode backward untuk mengidentifikasi 
indikator yang berhubungan dengan prevalensi stunting. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor IKP desa di Kabupaten PPU 
berkisar antara 33,41 hingga 81,04 dengan rata-rata 57,81 yang termasuk kategori 
agak rentan pangan. Distribusi status ketahanan pangan terdiri atas 2 desa sangat 
tahan pangan, 2 desa tahan pangan, 15 desa cukup tahan pangan, 13 desa agak 
rentan pangan, 6 desa rentan pangan, dan 2 desa sangat rentan pangan. Rata-rata 
prevalensi stunting pada 40 desa/kelurahan sebesar 13,70%, dengan prevalensi 



 
 

 

tertinggi ditemukan di Kelurahan Buluminung (36,17%) dan terendah di Kelurahan 
Pejala (0%). 

Analisis korelasi Spearman menunjukkan bahwa IKP memiliki hubungan 
negatif yang signifikan dengan prevalensi stunting (r=−0,464; p=0,003), yang 
berarti semakin tinggi tingkat ketahanan pangan desa maka prevalensi stunting 
cenderung semakin rendah. Beberapa indikator IKP yang berhubungan signifikan 
dengan prevalensi stunting adalah persentase penduduk miskin (r=0,529; p<0,001), 
persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% 
(r=0,420; p=0,007), persentase rumah tangga tanpa akses listrik (r=0,427; 
p=0,006), dan rata-rata lama sekolah perempuan usia di atas 15 tahun (r=−0,356; 
p=0,024). Sementara itu, rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 
(r=−0,002; p=0,992), persentase rumah tangga tanpa akses air minum layak 
(r=0,053; p=0,745), rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk 
(r=−0,016; p=0,922), dan angka harapan hidup (r=−0,233; p=0,148) tidak 
menunjukkan hubungan yang signifikan dengan prevalensi stunting. 

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa model terbaik 
terdiri atas dua indikator, yaitu persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan 
angka harapan hidup. Model memiliki nilai Adjusted R² sebesar 0,261 yang 
menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut mampu menjelaskan 26,1% variasi 
prevalensi stunting antar desa, dengan 73,9% variasi nilai stunting lainnya 
dijelaskan oleh faktor diluar model seperti lingkungan pemukiman dan lingkungan 
kesehatan. Kemiskinan merupakan indikator yang paling dominan dan berpengaruh 
positif signifikan terhadap prevalensi stunting (β=0,379; p=0,002), sehingga setiap 
peningkatan tingkat kemiskinan di desa diikuti oleh peningkatan prevalensi 
stunting. Sebaliknya, angka harapan hidup menunjukkan hubungan negatif 
(β=−0.722; p=0.077) meskipun belum signifikan di taraf α = 5% pada model akhir. 
Hasil ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah utama yang 
memengaruhi kejadian stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara Indeks Ketahanan Pangan dengan prevalensi stunting pada tingkat desa di 
Kabupaten Penajam Paser Utara. Desa dengan ketahanan pangan yang lebih baik 
cenderung memiliki prevalensi stunting yang lebih rendah. Indikator kemiskinan 
dan pendidikan perempuan menjadi determinan penting yang memengaruhi variasi 
stunting antar desa. Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan stunting perlu 
difokuskan pada penguatan ketahanan pangan tingkat desa melalui pengurangan 
kemiskinan, peningkatan akses pendidikan perempuan, perbaikan kualitas 
infrastruktur dasar, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa berbasis indikator 
ketahanan pangan dan gizi masyarakat. 
 
Kata kunci: angka harapan hidup, balita, desa, kemiskinan, ketahanan pangan 
  



 
 

SUMMARY 

MUHAMMAD RAFKI PRATAMA. Association between Food Security Index 
and Stunting Prevalence at Village Level in Penajam Paser Utara Regency. 
Supervised by DODIK BRIAWAN and CESILIA METI DWIRIANI.  
 

Food security is one of the important determinants affecting the nutritional 
status of the population, including the occurrence of stunting among children under 
five years of age. Stunting is a chronic growth disorder characterized by a height-
for-age value below −2 standard deviations and remains a major nutritional problem 
in Indonesia. Studies have shown that limited access to food, poverty, low 
educational attainment, and inadequate environmental conditions contribute to the 
high prevalence of stunting. Penajam Paser Utara Regency (PPU) has a relatively 
high prevalence of stunting despite being classified as highly food-secure according 
to the Food Security Index (Indeks Ketahanan Pangan, IKP) developed by the 
National Food Agency (BAPANAS). This condition indicates a gap between the 
district-level food security profile and the actual conditions at the village level. 
Therefore, this study aimed to analyze the relationship between IKP and stunting 
prevalence at the village level in Penajam Paser Utara Regency, identify village 
food security status, and determine the food security indicators most strongly 
associated with stunting prevalence. 

This study employed a cross-sectional design using secondary data from Data 
Desa Presisi (DDP) 2023 and stunting prevalence data from the e-PPGBM of the 
Penajam Paser Utara District Health Office in 2023. The unit of analysis consisted 
of 40 out of 54 villages/urban villages, representing 74% of the total villages/urban 
villages in the administrative areas of Penajam Paser Utara Regency. A total 
sampling technique was applied, in which all villages/urban villages with complete 
data were included as the study sample. Village-level IKP was calculated based on 
a modified framework consisting of nine indicators representing the three pillars of 
food security, namely food availability, food access, and food utilization. In this 
study, the village-level IKP was constructed by modifying the BAPANAS 
framework using nine indicators: agricultural land area per capita, percentage of the 
population living below the poverty line, percentage of households with food 
expenditure accounting for more than 65% of total expenditure, percentage of 
households without access to electricity, mean years of schooling among women 
aged over 15 years, percentage of households without access to safe drinking water, 
ratio of population per health worker to population density, prevalence of stunting 
among children under five years of age, and life expectancy. Data were analyzed 
using descriptive statistics, Spearman's rank correlation test, and backward multiple 
linear regression to identify indicators associated with stunting prevalence. 

The results showed that village-level IKP scores in Penajam Paser Utara 
Regency ranged from 33.41 to 81.04, with a mean score of 57.81, which was 
classified as moderately food vulnerable. The distribution of food security status 
consisted of 2 highly food-secure villages, 2 food-secure villages, 15 moderately 
food-secure villages, 13 moderately food-vulnerable villages, 6 food-vulnerable 
villages, and 2 highly food-vulnerable villages. The mean stunting prevalence 
among the 40 villages/urban villages was 13.70%, with the highest prevalence 



 
 

 

observed in Buluminung Urban Village (36.17%) and the lowest in Pejala Urban 
Village (0%). 

Spearman's rank correlation analysis showed that IKP was significantly and 
negatively correlated with stunting prevalence (r=−0.464; p=0.003), indicating that 
higher levels of village food security were associated with lower stunting 
prevalence. Several IKP indicators were significantly associated with stunting 
prevalence, namely the percentage of the population living below the poverty line 
(r=0.529; p<0.001), the percentage of households with food expenditure accounting 
for more than 65% of total expenditure (r=0.420; p=0.007), the percentage of 
households without access to electricity (r=0.427; p=0.006), and the mean years of 
schooling among women aged over 15 years (r=−0.356; p=0.024). Meanwhile, the 
ratio of agricultural land area to population (r=−0.002; p=0.992), the percentage of 
households without access to safe drinking water (r=0.053; p=0.745), the ratio of 
health workers to population density (r=−0.016; p=0.922), and life expectancy 
(r=−0.233; p=0.148) were not significantly associated with stunting prevalence. 

The results of the multiple linear regression analysis showed that the best 
model consisted of two indicators: the percentage of the population living below 
the poverty line and life expectancy. The model had an adjusted R² of 0.261, 
indicating that these two indicators explained 26.1% of the variation in stunting 
prevalence among villages, while the remaining 73.9% was explained by factors 
outside the model, such as the residential environment and the health environment. 
Poverty was the most dominant indicator and had a significant positive effect on 
stunting prevalence (β=0.379; p=0.002), indicating that an increase in the village 
poverty level was followed by an increase in stunting prevalence. Conversely, life 
expectancy showed a negative association (β=−0.722; p=0.077), although it was not 
statistically significant at α = 5% in the final model. These findings confirm that 
poverty is the main underlying factor influencing the occurrence of stunting in 
Penajam Paser Utara Regency. 

This study concludes that there is a significant relationship between the Food 
Security Index (IKP) and stunting prevalence at the village level in Penajam Paser 
Utara Regency. Villages with better food security tend to have lower stunting 
prevalence. Poverty and women's education are important determinants 
contributing to variations in stunting prevalence among villages. Therefore, efforts 
to accelerate stunting reduction should focus on strengthening village-level food 
security through poverty reduction, improving women's access to education, 
enhancing the quality of basic infrastructure, and optimizing the utilization of 
Village Funds based on food security and community nutrition indicators. 
 
Keywords: children under five, food security, life expectancy, poverty, village 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stunting merupakan salah satu bentuk gangguan pertumbuhan linear pada 
anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya (z-score 
Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) <–2 Standar Deviasi (SD)). Kondisi ini terjadi 
akibat malnutrisi kronis dalam jangka waktu panjang dan masih menjadi salah satu 
permasalahan gizi utama di negara berkembang (Prendergast dan Humphrey 2014). 
Dampak stunting bersifat permanen dan tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan 
fisik, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif, motorik, serta sistem imun 
anak. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki 
risiko keterlambatan perkembangan kognitif yang ditandai dengan jumlah sel otak 
15 hingga 20% lebih sedikit, keterlambatan perkembangan psikomotor 11,98 kali 
lebih tinggi, dan tingkat mortalitas 3,44 kali lebih tinggi dibandingkan anak normal 
(Akbar et al. 2023; Prendergast dan Humphrey 2014; Supriatin et al. 2020). 

Secara global, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari 33,1% 
pada tahun 2000 menjadi 22% pada tahun 2020. Meskipun demikian, Indonesia 
masih tergolong sebagai negara dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi jika 
merujuk pada nilai cut-off public health significance untuk prevalensi stunting dari 
World Health Organization (WHO) yaitu 20% hingga 30% (De Onis et al. 2019). 
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS), prevalensi stunting di 
Indonesia menurun dari 36,8% (2007) menjadi 30,8% (2018) (KEMENKES 2018). 
Sementara itu, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan 
bahwa angka prevalensi nasional telah mencapai 21,6% (KEMENKES 2022). 
Namun, angkat tersebut masih berada di atas target nasional sebesar 14% pada 
tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 
(PRI 2021). Kesenjangan yang signifikan antara realisasi dan target nasional ini 
menunjukkan bahwa intervensi dilakukan belum sepenuhnya optimal dan masih 
memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor risiko, khususnya 
pada tingkat lokal. Hal ini terlihat pada kondisi di Provinsi Kalimantan Timur yang 
memiliki prevalensi stunting sebesar 23,9%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. 
Pada tingkat kabupaten, Penajam Paser Utara (PPU) mencatatkan prevalensi 21,8% 
(KEMENKES 2022), dengan sekitar 1.200 balita mengalami stunting pada tahun 
yang sama (DINKES PPU 2023). Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian lebih 
lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting di 
wilayah tersebut. 

Salah satu faktor yang berperan dalam kejadian stunting adalah ketahanan 
pangan (FAO et al. 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, 
ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan dari tingkat 
negara sampai dengan perseorangan/individu. Konsep ini diperluas melalui 
kerangka Food and Nutrition Security (FNS) dari Committee on World Food 
Security (CFS 2012), yang mengintegrasikan empat pilar ketahanan pangan 
(ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas) dengan determinan status gizi 
(pola asuh, sanitasi, dan layanan kesehatan) (Herforth et al. 2012; PRI 2012). Oleh 
karena itu, kerangka FNS digunakan sebagai acuan teoretis dalam penelitian ini, 
karena menjelaskan bahwa indikator status gizi (seperti prevalensi stunting) 
merupakan bagian dari penilaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Berbagai 
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penelitian juga telah mengonfirmasi adanya hubungan erat antara keterbatasan 
akses pangan dengan kejadian stunting (Akombi et al. 2017; Sihite et al. 2021; 
Dewi et al. 2024). 

Meskipun Kabupaten PPU menempati peringkat ke-22 dari 385 kabupaten 
dalam IKP, angka prevalensi stunting masih tergolong tinggi (21,8%) 
(KEMENKES 2022; BAPANAS 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa 
permasalahan tidak terletak pada ketahanan pangan secara agregat, melainkan pada 
distribusi ketahanan pangan yang tidak merata. Kesenjangan tersebut tercermin 
pada tingkat lokal melalui perbedaan akses terhadap kebutuhan dasar antar 
kecamatan di PPU (BPS PPU 2024a). Sebagai contoh, persentase rumah tangga 
dengan akses air minum layak di Kecamatan Penajam mencapai 97,22%, 
sedangkan di Kecamatan Babulu hanya 52,34% (BPS PPU 2024a). Ketimpangan 
antar-desa inilah yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya konsentrasi 
spasial kasus stunting pada wilayah-wilayah dengan akses dan pemanfaatan pangan 
yang lebih rendah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 
menunjukkan bahwa wilayah dengan kerentanan pangan tinggi cenderung 
membentuk klaster dengan risiko stunting yang lebih tinggi (Satria et al. 2020), 
meskipun secara agregat Kabupaten PPU dinilai tahan pangan. 

Pada skala makro, faktor kontekstual regional sangat memengaruhi 
prevalensi stunting. Kondisi pembangunan sosio-ekonomi wilayah terbukti menjadi 
salah satu determinan utama, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Indriana et 
al. (2024) yang menemukan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 
secara signifikan menurunkan prevalensi stunting (Indriana et al. 2024). Temuan 
ini diperkuat oleh studi Siswati et al. (2022) yang menunjuk bahwa peningkatan 
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita berkaitan dengan penurunan risiko 
stunting (Siswati et al. 2022). Selain itu, penelitian lain oleh Kamarni (2024) juga 
mengonfirmasi adanya hubungan kausalitas antara Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan dengan kejadian stunting 
(Resfaliza et al. 2024). Secara keseluruhan, berbagai hasil penelitian menegaskan 
bahwa intervensi stunting yang efektif tidak cukup hanya berfokus pada tingkat 
individu, melainkan perlu diintegrasikan dengan upaya perbaikan kondisi sosial-
ekonomi wilayah secara menyeluruh. 

Sejalan dengan hal tersebut, analisis ketahanan pangan pada tingkat desa 
menjadi semakin relevan dengan konteks kebijakan nasional. Pemerintah melalui 
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(PDTT) No. 13 Tahun 2020 mewajibkan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk 
program ketahanan pangan dan gizi. Kebijakan ini diperkuat melalui Keputusan 
Menteri Desa (KEPMENDESA) No. 82 Tahun 2022 serta Peraturan Kementerian 
Desa PDTT No. 13 Tahun 2023 sebagai pedoman operasional pelaksanaan di 
tingkat desa (KEMENDESA PDTT 2020a; KEMENDESA PDTT 2022; 
KEMENDESA PDTT 2023). Oleh karena itu, IKP tingkat desa tidak hanya 
berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap 
efektivitas kebijakan dan alokasi anggaran desa dalam upaya menanggulangi 
masalah gizi, termasuk stunting. 

Hingga saat ini, sebagian besar penelitian yang mengkaji hubungan ketahanan 
pangan dan stunting lebih banyak berfokus pada skala rumah tangga. Sementara 
itu, penelitian yang menganalisis hubungan ini pada tingkat agregat desa dengan 
menggunakan indeks komposit yang komprehensif masih terbatas (Beal et al. 2018; 
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Dewi et al. 2024). Ketersediaan Data Desa Presisi (DDP) membuka peluang untuk 
mengatasi kesenjangan penelitian tersebut. DDP merupakan metode pengumpulan 
data perdesaan berbasis spasial yang dilakukan melalui sensus partisipatif oleh 
warga desa sehingga menghasilkan akurasi yang tinggi (Sjaf et al. 2022). Data ini 
menyajikan informasi numerik dan spasial yang rinci mengenai kondisi sosial, 
ekonomi, dan sumber daya di tingkat desa, sehingga memungkinkan analisis 
pembangunan perdesaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan 
demikian, penilaian IKP tingkat desa dapat dilakukan secara lebih akurat dan 
kontekstual (Sjaf et al. 2024). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
hubungan antara IKP tingkat desa dengan prevalensi stunting di Kabupaten PPU. 
Dengan memanfaatkan data sekunder dari DDP, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan bukti empiris mengenai peran ketahanan pangan pada tingkat komunal 
terhadap prevalensi stunting serta berkontribusi dalam memberikan masukan 
strategis untuk pemerintah desa dan daerah dalam merumuskan kebijakan dan 
intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan 
beberapa pertanyaan sebagai fokus kajian. Rumusan masalah ini disusun untuk 
mengarahkan analisis secara sistematis sehingga hasil penelitian menjadi relevan. 
1. Bagaimana status IKP pada tingkat desa di Kabupaten PPU? 
2. Bagaimana hubungan IKP dengan stunting pada tingkat desa di Kabupaten 

PPU? 
3. Indikator IKP apa yang paling berhubungan dengan prevalensi stunting pada 

tingkat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 
Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan indeks 

ketahanan pangan dengan prevalensi stunting pada tingkat desa di Kabupaten 
Penajam Paser Utara.  

1.3.2 Tujuan khusus 
1. Menganalisis status ketahanan pangan desa di Kabupaten PPU. 
2. Menganalisis hubungan antara ketahanan pangan dan prevalensi stunting 

pada tingkat desa di Kabupaten PPU. 
3. Mengkaji indikator ketahanan pangan yang paling berhubungan dengan 

prevalensi stunting pada tingkat desa di Kabupaten PPU. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademik maupun 
praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai 
hubungan antara ketahanan pangan dengan angka stunting di wilayah perdesaan, 
sekaligus menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. 
Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang 
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gizi masyarakat serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik 
serupa. 

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pemerintah daerah Kabupaten PPU serta pemangku kebijakan terkait. Hasil 
penelitian dapat digunakan sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan 
penanggulangan stunting yang lebih tepat sasaran. Melalui analisis tingkat desa, 
intervensi dapat dirancang secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik 
wilayah, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. 

1.5 Hipotesis  

Hipotesis yang digunakan untuk menguji hubungan antara IKP tingkat desa 
dengan prevalensi stunting di Kabupaten PPU adalah sebagai berikut: 
1. H₀ (Hipotesis nol): Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara IKP 

dengan prevalensi stunting pada tingkat desa di Kabupaten PPU. 
2. Hₐ (Hipotesis alternatif): Terdapat pengaruh yang signifikan antara IKP 

dengan prevalensi stunting pada tingkat desa di Kabupaten PPU. 
 



5 
 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ketahanan Pangan 

2.1.1 Definisi Ketahanan Pangan 

Food and Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan ketahanan 
pangan sebagai kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, 
sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk 
memenuhi kebutuhan gizi sesuai preferensi sehingga dapat menjalani kehidupan 
yang aktif dan sehat. World Summit on Food Security tahun 2009 kemudian 
menyempurnakan definisi tersebut dengan menambahkan pilar keempat, yaitu 
stabilitas, untuk menekankan kemampuan sistem pangan dalam menghadapi 
guncangan jangka pendek (FAO 2009; Manongga 2021). United States Agency 
for International Development (USAID) (1992) mendefinisikan ketahanan 
pangan sebagai kondisi terpenuhinya akses fisik dan ekonomi setiap individu 
terhadap pangan yang memadai untuk menunjang kehidupan produktif 
(BAPANAS 2022) Mercy Corps (2007) juga menekankan pentingnya akses fisik, 
sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai 
preferensi sebagai prasyarat kehidupan yang sehat (Sutrisno et al. 2022). 
Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi 
rumah tangga yang mencakup ketersediaan pangan yang cukup dari segi jumlah 
dan mutu, keamanan pangan, pemerataan distribusi, serta keterjangkauan harga 
(PRI 2012; Sutrisno et al. 2022). 

Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan 
merupakan konsep yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat global 
hingga individu. Praktik pengukuran dan intervensi umumnya menempatkan 
individu dan rumah tangga sebagai unit analisis utama. Rumah tangga 
dikategorikan rawan pangan apabila seluruh anggotanya tidak memperoleh 
akses pangan yang memadai, kondisi yang meningkatkan risiko stunting secara 
signifikan (Rohmawati et al. 2023). Ketahanan pangan karena itu menjadi salah 
satu indikator fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan gizi masyarakat 
(Ihab et al. 2015). 

Ketahanan pangan dibangun oleh tiga komponen utama, yaitu ketersediaan, 
distribusi (akses), dan konsumsi (pemanfaatan). Ketersediaan mencerminkan 
kecukupan pasokan pangan, distribusi menunjukkan kemampuan individu atau 
rumah tangga memperoleh pangan, sedangkan konsumsi menggambarkan 
pemanfaatan pangan sesuai prinsip gizi (World Bank 1986). Ketiga komponen 
tersebut berperan penting dalam pencegahan stunting karena berpengaruh secara 
simultan terhadap kejadian stunting (Prayitno et al. 2025). 

2.1.2 Teori Food and Nutrition Security 

Committee on World Food Security (CFS) memperkenalkan konsep Food 
and Nutrition Security (FNS) pada tahun 2012 sebagai pengembangan dari 
konsep food security yang sebelumnya berfokus pada empat pilar, yaitu 
ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan (CFS 2012). Konsep ini 
menegaskan bahwa ketersediaan pangan saja belum mampu menjamin 
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perbaikan status gizi karena faktor non-pangan, seperti akses terhadap air bersih, 
sanitasi yang layak, dan praktik pengasuhan, turut memengaruhi status gizi 
masyarakat (CFS 2012; Herforth et al. 2012). 

FNS mengintegrasikan empat pilar ketahanan pangan dengan tiga 
determinan utama status gizi, yaitu akses terhadap pangan bergizi, praktik 
pemberian makan dan pengasuhan (care practices), serta lingkungan kesehatan 
dan sanitasi yang memadai. Kerangka ini selaras dengan Conceptual Framework 
of Maternal and Child Nutrition dari United Nations Children's Fund (UNICEF) 
yang menempatkan ketahanan pangan, praktik pengasuhan, serta akses terhadap 
layanan kesehatan dan lingkungan yang bersih sebagai underlying determinants 
status gizi (Black et al. 2013; UNICEF 2020). Hubungan antar komponen 
tersebut menjadikan FNS sebagai pendekatan yang lebih komprehensif dalam 
menjelaskan penyebab malnutrisi, termasuk stunting. 

Berbagai penelitian di Indonesia mendukung relevansi kerangka FNS 
dalam menjelaskan kejadian stunting. Nizaruddin dan Ilham (2022) serta 
Sihotang et al. (2023) menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi 
layak berhubungan signifikan dengan penurunan risiko stunting. Rohmawati et 
al. (2023), Dewi et al. (2024) dan Rambadeta et al. (2024) melaporkan bahwa 
balita dari rumah tangga rawan pangan memiliki risiko mengalami stunting 
sekitar 3,5 hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan balita dari rumah tangga 
tahan pangan. Prayitno et al. (2025) juga mengonfirmasi bahwa aspek 
ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan berpengaruh secara simultan 
terhadap upaya pencegahan stunting. 

Peneliti di Indonesia banyak memanfaatkan Indeks Ketahanan Pangan 
(IKP) sebagai ukuran komposit untuk mengevaluasi ketahanan pangan wilayah. 
Azhar et al. (2023) menggunakan ordinal logistic regression berbasis panel data 
random effects untuk menganalisis IKP seluruh provinsi di Indonesia tahun 
2019–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase balita stunting 
menurunkan peluang status ketahanan pangan sebesar 12%, sedangkan 
peningkatan 1% rumah tangga yang memiliki akses listrik meningkatkan 
peluang tersebut sebesar 45,09%. Putra dan Rahmani (2025) menggunakan 
regresi panel data pada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung dan menemukan bahwa aspek ketersediaan, akses/keterjangkauan, dan 
pemanfaatan pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKP (p-value 
< 0,05). (Rachmaningsih dan Priyarsono 2012) menganalisis 190 kabupaten/kota 
di Kawasan Timur Indonesia menggunakan model tobit panel dan menunjukkan 
bahwa pendidikan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 
ketahanan pangan dibandingkan kemiskinan, PDRB per kapita, maupun angka 
buta huruf perempuan. 

Kerangka teoritis dan temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa 
analisis ketahanan pangan perlu mencakup aspek ketersediaan, akses, 
pemanfaatan, serta determinan gizi lainnya secara terpadu (CFS 2012). IKP 
banyak digunakan sebagai indikator komposit karena mampu mengintegrasikan 
berbagai dimensi tersebut dalam satu ukuran yang komprehensif (BAPANAS 
2022). 

Pemilihan unit analisis turut memengaruhi pemahaman mengenai faktor-
faktor yang berhubungan dengan stunting. Penelitian pada tingkat rumah tangga 
umumnya menjelaskan hubungan langsung antara ketahanan pangan dan 
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stunting, sedangkan analisis pada tingkat wilayah mampu menggambarkan 
pengaruh karakteristik lingkungan yang lebih luas. Mulyaningsih et al. (2021) 
menunjukkan bahwa kejadian stunting dipengaruhi oleh faktor pada berbagai 
tingkatan, mulai dari individu, rumah tangga, hingga wilayah. Penelitian tersebut 
juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, seperti akses terhadap air bersih 
dan sanitasi, berkontribusi terhadap variasi kejadian stunting. (Wicaksono dan 
Harsanti 2020) menemukan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan dan kondisi 
ekonomi regional turut memengaruhi kejadian stunting. Titaley et al. (2019) juga 
melaporkan bahwa kesenjangan akses sumber daya antarwilayah menjadi salah 
satu prediktor penting stunting. Hasil penelitian Satria et al. (2020) dan Arfiah 
(2024) menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kerentanan pangan yang 
tinggi cenderung membentuk klaster dengan prevalensi stunting yang lebih 
tinggi, yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan lingkungan sosial-
ekonomi setempat. Beal et al. (2018) menegaskan bahwa kejadian stunting di 
Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik individu, tetapi juga oleh 
kondisi komunitas dan wilayah, seperti kemiskinan regional serta akses terhadap 
pangan bergizi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa analisis stunting 
perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah agar mampu menjelaskan 
variasi kejadian stunting secara lebih menyeluruh. 

2.1.3 Pilar Ketahanan Pangan 

Sistem ketahanan pangan dibangun oleh empat pilar yang saling berkaitan, 
yaitu ketersediaan (food availability), akses (food access), pemanfaatan (food 
utilization), dan stabilitas (stability) (World Bank 1986; FAO et al. 2023). 
(World Bank 1986; FAO et al. 2023). Keempat pilar tersebut harus berfungsi 
secara terpadu untuk mewujudkan ketahanan pangan, sedangkan status gizi 
merupakan outcome dari berjalannya sistem tersebut. Kondisi ketersediaan 
pangan yang memadai belum tentu mencerminkan ketahanan pangan apabila 
masyarakat belum memiliki akses yang setara terhadap pangan (Sutrisno et al. 
2022). 

Pilar ketersediaan pangan (food availability) menggambarkan kecukupan 
pasokan pangan di suatu wilayah yang bersumber dari produksi lokal, impor, 
cadangan pangan, maupun bantuan pangan. Pilar ini menekankan tersedianya 
pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi 
masyarakat (FAO et al. 2023). 

Pilar akses pangan (food access) menggambarkan kemampuan individu 
atau rumah tangga memperoleh pangan melalui dimensi ekonomi, fisik, dan 
sosial. Akses ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan dan harga pangan, akses 
fisik ditentukan oleh infrastruktur dan sistem distribusi, sedangkan akses sosial 
berkaitan dengan norma, preferensi, dan kebiasaan konsumsi pangan (Burchi 
dan De Muro 2016). (Burchi dan De Muro 2016). Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa keterbatasan akses pangan, terutama dari aspek ekonomi, 
menjadi salah satu prediktor utama kejadian stunting pada balita (Akombi et al. 
2017). 

Pilar pemanfaatan pangan (food utilization) menjelaskan kemampuan 
tubuh memanfaatkan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan 
mempertahankan kesehatan. Pilar ini dipengaruhi oleh pengetahuan gizi, sanitasi, 
ketersediaan air bersih, akses terhadap pelayanan kesehatan, serta praktik 
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pengasuhan anak. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam pencegahan 
stunting, terutama melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air 
bersih (Torlesse et al. 2016). 

Pilar stabilitas (stability) menggambarkan kemampuan individu atau 
rumah tangga memperoleh pangan secara berkelanjutan. World Summit on Food 
Security tahun 2009 menambahkan subsistem ini untuk menekankan pentingnya 
ketahanan sistem pangan terhadap berbagai guncangan, seperti krisis ekonomi, 
perubahan iklim, maupun fluktuasi musiman yang dapat memengaruhi 
ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan (Manongga 2021). 

2.1.4 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 

Badan Pangan Nasional (BAPANAS) mengembangkan Indeks Ketahanan 
Pangan (IKP) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat ketahanan pangan pada 
tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional beserta faktor-faktor yang 
memengaruhinya. IKP disusun berdasarkan konsep ketahanan pangan yang 
dioperasionalkan melalui sembilan indikator yang merepresentasikan tiga aspek 
utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan (BAPANAS 2023). 

Kerangka IKP selanjutnya diadaptasi untuk analisis pada tingkat desa 
dengan mempertimbangkan karakteristik dan ketersediaan data pada tingkat 
administratif yang lebih rinci (Satria et al. 2020). Pemilihan indikator mengacu 
pada kesesuaiannya dengan kerangka Food and Nutrition Security (FNS), 
kemampuan merepresentasikan ketiga aspek ketahanan pangan, sensitivitas 
terhadap variasi kondisi ketahanan pangan, ketersediaan data secara berkala, 
serta kemudahan penerapan untuk pemantauan pembangunan desa (BAPANAS 
2023). 

Berdasarkan modifikasi kerangka BAPANAS, IKP tingkat desa disusun 
menggunakan sembilan indikator, yaitu luas lahan pertanian per kapita (NCPR), 
persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (POV), persentase rumah 
tangga dengan proporsi pengeluaran pangan >65% dari total pengeluaran 
(FOOD), persentase rumah tangga tanpa akses listrik (ELEC), rata-rata lama 
sekolah perempuan usia >15 tahun (SCHOOL), persentase rumah tangga tanpa 
akses air minum layak (WATER), rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan 
terhadap tingkat kepadatan penduduk (HEALTH), prevalensi balita stunting 
(STUNTING), dan angka harapan hidup (LIFE). 

Setiap indikator dan aspek dalam IKP diberikan bobot sesuai tingkat 
kepentingannya untuk menghasilkan indeks komposit yang representatif. 
Pembobotan mengacu pada kerangka BAPANAS (2023) tanpa mengubah nilai 
bobot aslinya dan ditetapkan melalui expert judgement (BAPANAS 2023). 
Pendekatan ini mengadopsi metode yang digunakan oleh Economist Intelligence 
Unit (EIU) dalam penyusunan Global Food Security Index (GFSI). Struktur 
indikator dan pembobotan IKP tingkat desa disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Hasil modifikasi indikator dan bobot IKP tingkat desa 

No Indikator Bobot 
Aspek ketersediaan pangan 
1 Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 0,30 

Sub Total 0,30 
Aspek keterjangkauan pangan 
2 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 0,15 
3 Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk 

pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran 
0,075 

4 Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 0,075 
Sub Total 0,30 

Aspek pemanfaatan pangan 
5 Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun 0,05 
6 Persentase rumah tangga tanpa akses ke air minum layak 0,15 
7 Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat 

kepadatan penduduk 
0,05 

8 Persentase balita stunting 0,05 
9 Angka harapan hidup 0,10 

Sub Total 0,40 
Sumber: Bapanas (2023). IKP: Indeks ketahanan pangan 

 
Berikut adalah tabel nilai cut-off dari BAPANAS (2023) untuk 

pengelompokan status ketahanan pangan yang digunakan dalam penelitian ini. 
Status IKP ini terdiri dari 6 kategori dengan nilai ambang batas nya masing-
masing yaitu sangat tahan pangan, tahan pangan, cukup tahan pangan, agak 
rentan pangan, rentan pangan, dan sangat rentan pangan. 

Tabel 2 Cut-Off Point Indeks Ketahanan Pangan 

Kelompok IKP Kabupaten Kota Provinsi 
1 Sangat rentan ≤ 41,52 ≤ 28,84 ≤ 37,61 
2 Rentan > 41,52 – 51,42 > 28,84 – 41,44 > 37,61 – 48,27 
3 Agak rentan > 51,42 – 59,58 > 41,44 – 51,29 > 48,27 – 57,11 
4 Cukup tahan > 59,58 – 67,75 > 51,29 – 61,13 > 57,11 – 65,96 
5 Tahan > 67,75 – 75,68 > 61,13 – 70,64 > 65,96 – 74,40 
6 Sangat tahan > 75,68 > 70,64 > 74,40 

Sumber: Bapanas (2023) 

2.2 Stunting 

2.2.1 Definisi Stunting 

Stunting merupakan kondisi tinggi badan menurut usia yang berada di 
bawah −2 SD dari median kurva pertumbuhan anak (WHO 2006). Kondisi ini 
mencerminkan gangguan pertumbuhan kronis yang terjadi akibat akumulasi 
dampak dari berbagai faktor, seperti kekurangan gizi serta gangguan kesehatan 
sebelum dan sesudah kelahiran yang berlangsung lama (Gibney et al. 2009). 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010), balita 
dikategorikan mengalami stunting apabila hasil pengukuran panjang atau tinggi 
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badannya berada di bawah standar normal. Klasifikasi ini kemudian diperjelas 
oleh KEMENKES (2016) dengan merinci klasifikasi tersebut, yaitu balita 
dengan z-score di bawah –2 SD tergolong pendek, sedangkan di bawah −3 SD 
tergolong sangat pendek. Kondisi tersebut menunjukkan kegagalan dalam 
mencapai pertumbuhan linear yang optimal akibat buruknya status kesehatan 
dan gizi. Pada tingkat populasi, tingginya prevalensi stunting berkaitan erat 
dengan status sosial ekonomi yang rendah. Kondisi ini berhubungan dengan 
meningkatkan risiko paparan terhadap berbagai faktor yang merugikan, seperti 
penyakit dan praktik pemberian makan yang tidak adekuat (Lamid 2015; 
Fikawati et al. 2017).  

2.2.2 Etiologi Stunting 

Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan manusia jangka panjang yang 
terjadi akibat interaksi antara faktor genetik, hormon, asupan zat gizi, dan energi 
dengan faktor lingkungan. Setiap individu mendapatkan rancangan genetik saat 
konsepsi yang menentukan potensi ukuran dan bentuk tubuhnya. Namun, 
potensi tersebut tidak dapat tercapai secara optimal apabila lingkungan 
memberikan pengaruh negatif terhadap bawaan genetik tersebut (Gibney et al. 
2009; Fikawati et al. 2017). 

Anak-anak mengalami penambahan tinggi badan paling cepat pada tahun 
pertama kehidupan dibandingkan periode waktu setelahnya. Pada usia satu tahun, 
tinggi badan anak meningkat hingga 50% dari panjang badan saat lahir. Tinggi 
badan tersebut selanjutnya akan meningkat dua kali lipat pada usia empat tahun 
dan tiga kali lipat pada usia 13 tahun (Almatsier et al. 2011; Fikawati et al. 2017). 

Gizi buruk atau gangguan gizi yang terjadi selama 1000 hari pertama 
kehidupan anak memiliki konsekuensi yang permanen. Meskipun demikian, 
berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya stunting pada masa ini masih 
dapat dicegah. Beberapa faktor yang memengaruhi kegagalan pertumbuhan 
linier mencakup kondisi sebelum melahirkan (seperti gizi ibu selama kehamilan) 
dan faktor setelah kelahiran (asupan gizi anak saat masa pertumbuhan, kondisi 
sosial-ekonomi, Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, penyakit infeksi, dan pelayanan 
kesehatan yang berkolaborasi pada level tertentu (Lamid 2015; Fikawati et al. 
2017). 

2.2.3 Dampak Stunting 

Stunting berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia. World 
Bank (2006) menyatakan bahwa stunting dapat mengakibatkan rendahnya 
tingkat intelegensi dan menurunnya kapasitas fisik. Kondisi ini pada akhirnya 
berimplikasi pada penurunan produktivitas, perlambatan pertumbuhan ekonomi, 
dan perpanjangan siklus kemiskinan. Selain itu, stunting juga berkaitan dengan 
melemahnya sistem kekebalan tubuh dan meningkatnya risiko penyakit kronis 
pada, seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, serta gangguan reproduksi 
maternal di masa dewasa (Lamid 2015). 

Dari sisi perkembangaan individu, stunting berpengaruh terhadap 
keterlambatan pencapaian milestone perkembangan anak, terutama pada aspek 
motorik, seperti keterlambatan berjalan. Dampak juga terlihat pada fungsi 
kognitif, yang ditunjukkan dengan penurunan Intelligence Quotient (IQ) point 
sekitar 11 poin dibandingkan anak dengan pertumbuhan optimal (yang tidak 
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pendek). Kondisi ini menghambat kemampuan belajar secara optimal dan 
berdampak pada rendahnya pencapaian akademik serta daya saing di sekolah. 
Dalam jangka panjang, keterbatasan tersebut berkontribusi pada penurunan 
produktivitas kerja, khususnya pada pekerjaan yang membutuhkan kapasitas 
fisik, sehingga berimplikasi pada rendahnya status ekonomi pada usia dewasa 
(Hurlock 1993; Soetjiningsih dan Ranuh 2017). Selain itu, anak yang mengalami 
stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kegemukan. Kondisi ini 
berkaitan dengan gangguan metabolisme, khusuhnya dalam proses oksidasi 
lemak, sehingga terjadi penumpukan lemak pada jaringan adiposa yang 
menyebabkan anak tampak gemuk (Trihono et al. 2015). 

Stunting berkaitan erat dengan peningkatan risiko masalah kesehatan 
jangka panjang, seperti morbiditas, mortalitas, dan gangguan kardiometabolik. 
Malnutrisi kronis pada dua tahun pertama kehidupan berdampak pada 
peningkatan risiko tekanan darah tinggi (hipertensi) dan gangguan metabolisme 
saat anak memasuki usia sekolah hingga dewasa (De Lucia Rolfe et al. 2018; 
Wells et al. 2019). Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi 
Badan menurut Umur (TB/U) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan 
tingginya proporsi anak berpertumbuhan terhambat (pendek) dan menunjukkan 
korelasi langsung dengan tingginya angka morbiditas serta mortalitas (Trihono 
et al. 2015; Fikawati et al. 2017). Anak stunting gagal mencapai tinggi badan 
optimal sehingga trajektori pertumbuhannya tetap rendah untuk standar usianya. 
Dampak ini bahkan berlanjut secara antargenerasi. Ibu hamil berpostur pendek 
cenderung melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang 
sering dikaitkan dengan kondisi Intrauterine Growth Restriction (IUGR) sebagai 
penanda utama terjadinya stunting antargenerasi (Almatsier et al. 2011; Lamid 
2015). 

2.2.4 Penilaian Status Gizi Balita 

Standar antropometri WHO (2006) juga mengatur pengukuran panjang 
dan tinggi badan sesuai dengan usia anak. Pengukuran panjang badan dilakukan 
dengan posisi telentang pada anak baru lahir hingga usia di bawah dua tahun, 
sedangkan pengukuran tinggi badan dilakukan dengan posisi berdiri pada anak 
berusia dua tahun atau lebih yang sudah mampu berdiri.  

Hasil pengukuran tinggi badan (berdiri) pada anak usia di bawah dua tahun 
perlu dikoreksi dengan menambahkan 0,7 cm, sedangkan hasil pengukuran 
panjang badan (terlentang) pada anak berusia di atas 24 bulan perlu dikoreksi 
dengan mengurangi 0,7 cm. Pengukuran tinggi badan juga dapat dilakukan 
melalui pengukuran tinggi lutut (menggunakan kaki kiri dan sudut 90°) pada 
individu dengan kelainan tulang belakang atau yang tidak mampu berdiri tegak 
(Almatsier et al. 2011). 

Penilaian status gizi pada anak dilakukan dengan menggunakan standar 
Antropometri yang mengacu pada standar WHO (2005). Sementara itu, kategori 
dan ambang batas untuk status gizi anak menurut WHO (2005) telah diadopsi di 
Indonesia melalui regulasi teknis (KEMENKES 2011). Klasifikasi ini 
ditentukan berdasarkan nilai simpangan baku (z-score) terhadap populasi 
rujukan, sebagaimana dirinci dalam Tabel 3. 
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Tabel 3 Penilaian status gizi balita 

Indeks Kategori Ambang batas (z-score) 
BB/U (usia 0–60 
bulan) 

Gizi buruk 
Gizi kurang 
Gizi baik 
Gizi lebih 

(z-score < –3 SD) 
(–3 SD ≤ z-score < –2 SD) 
(–2 SD ≤ z-score ≤ 2 SD) 
(z-score > 2 SD) 

 
PB/U atau TB/U 
(usia 0–60 bulan) 

 

Sangat pendek 
Pendek 
Normal 
Tinggi 

(z-score < –3 SD) 
(–3 SD ≤ z-score < –2 SD) 
(–2 SD ≤ z-score ≤ 2 SD) 
(z-score > 2 SD) 

 
BB/PB atau BB/TB 
(usia 0–60 bulan) 

Sangat kurus 
Kurus 
Normal 
Gemuk 

(z-score < –3 SD) 
(–3 SD ≤ z-score < –2 SD) 
(–2 SD ≤ z-score ≤ 2 SD) 
(z-score > 2 SD) 

 
Sumber: Direktorat Bina Gizi (2010), KEMENKES (2011). BB: berat badan, PB: panjang 
badan, U: umur, SD: standar deviasi 

 
Tinggi badan merupakan parameter antropometri yang menggambarkan 

keadaan pertumbuhan skeletal dan tumbuh seiring bertambahnya usia. Indeks 
TB/U digunakan untuk memberikan indikasi masalah gizi kronis sebagai akibat 
dari keadaan yang berlangsung lama, seperti pola hidup sehat dan pola asuh yang 
kurang baik sejak dalam kandungan. Masalah gizi kronis ini dikenal dengan 
istilah stunting (Supariasa et al. 2012).  

Pada tingkat populasi, indeks TB/U dapat digunakan sebagai indikator 
status gizi karena merefleksikan keadaan gizi di masa lalu. Seorang anak yang 
tergolong pendek kemungkinan besar memiliki riwayat gizi yang tidak baik. 
Dalam keadaan normal, pertambahan tinggi badan seharusnya berlangsung 
bersamaan dengan pertambahan usia, sehingga dampak kekurangan gizi 
terhadap pertambahan tinggi badan umumnya baru terlihat setelah periode waktu 
yang cukup lama (Supariasa et al. 2012). 

2.3 Hubungan Ketahanan Pangan dan Stunting 

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, 
bergizi, aman, dan terjangkau bagi setiap rumah tangga. Di tingkat desa, kondisi ini 
dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, termasuk produksi lokal, daya beli, 
infrastruktur dasar, serta kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Badan Pangan 
Nasional (BAPANAS) melalui IKP mengukur sembilan indikator yang 
menggambarkan dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan hasil gizi. 
Determinan stunting sendiri bersifat multi-level, dengan ketahanan pangan, pola 
asuh, dan sanitasi sebagai pilar utama yang saling terkait (Beal et al. 2018). Setiap 
pilar ketersediaan, akses, dan pemanfaatan secara signifikan berpengaruh terhadap 
pencegahan stunting (Prayitno et al. 2025). Penelitian di berbagai wilayah di 
Indonesia menunjukkan bahwa kesembilan indikator IKP berkaitan erat dengan 
variasi prevalensi stunting di tingkat desa. 
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Indikator pertama yang dinilai dalam IKP adalah Rasio luas lahan pertanian 
terhadap jumlah penduduk. Rasio ini menggambarkan potensi kemampuan fisik 
desa untuk memproduksi pangan pokok secara mandiri. Semakin besar luas lahan 
per kapita maka semakin tinggi peluang desa untuk mencapai swasembada dan 
memperkuat daya tahan terhadap risiko kerentanan pangan. Pendekatan ini 
didasarkan pada temuan yang menyatakan bahwa kecukupan lahan garapan 
merupakan faktor kunci bagi stabilitas ketahanan pangan desa (BAPANAS 2023; 
Maria et al. 2025). 

Indikator kedua adalah persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. 
Kemiskinan di tingkat desa menjadi determinan utama tingginya prevalensi 
stunting. Indikator ini mencerminkan daya beli rumah tangga yang terbatas untuk 
memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Sebuah studi menunjukkan hubungan 
kausalitas yang signifikan antara tingkat kemiskinan dengan prevalensi stunting 
(Resfaliza et al. 2024). Analisis spasial juga menegaskan bahwa pengaruh 
determinan stunting, seperti kemiskinan bervariasi secara spasial antar provinsi 
(Hermawan et al. 2023). Wilayah dengan indeks kerentanan pangan tinggi secara 
konsisten cenderung menunjukkan tingkat kesejahteraan yang rendah dan risiko 
stunting yang tinggi (Satria et al. 2020). 

Indikator ketiga yaitu persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran 
untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran. Proporsi pengeluaran 
pangan yang tinggi menjadi penanda penting kerawanan pangan. Penelitian 
menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada pengeluaran pangan antara 
kelompok anak stunting dan normal (Purwanti et al. 2024). Kondisi kerawanan 
pangan ti tingkat rumah tangga secara konsisten menjadi faktor risiko utama 
stunting (Raharja et al. 2019; Febriyanti et al. 2022). Balita di rumah tangga yang 
tidak tahan pangan memiliki risiko 3,5 kali lebih tinggi untuk mengalami stunting 
(Rohmawati et al. 2023), dan bahkan risiko tersebut dapat meningkat hingga 6,9 
kali pada batita (Aritonang et al. 2020). Baik kerawanan pangan pada level moderat 
maupun berat, keduanya berasosiasi signifikan dengan peningkatan kejadian 
stunting (Mahmudiono et al. 2018; Masitoh et al. 2023; Arfiah 2024). 

Indikator keempat adalah persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Akses 
terhadap listrik merupakan salah satu proksi kesejahteraan rumah tangga yang 
berpengaruh pada ketahanan pangan. Infrastruktur dasar desa, khususnya akses 
listrik, berperan penting dalam ketahanan pangan karena mempengaruhi 
kemampuan rumah tangga untuk menyimpan, mengolah, dan mengamankan 
pangan. Studi di pedesaan Bangladesh menunjukkan bahwa elektrifikasi 
berdampak positif terhadap pertumbuhan anak, dengan skor tinggi Height for Age 
Z-score (HAZ) meningkat sebesar 0,1–0,2 SD setelah rumah tangga memperoleh 
listrik (Fujii et al. 2018). Hal ini menegaskan bahwa desa dengan keterbatasan akses 
listrik memiliki risiko stunting yang lebih tinggi. 

Indikator kelima yaitu rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 
tahun. Pendidikan perempuan, khususnya ibu, berkontribusi penting terhadap status 
gizi anak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi diketahui berkorelasi dengan 
pengetahuan gizi yang lebih baik, praktik pola asuh yang tepat, serta kemampuan 
untuk mengakses dan mengolah informasi kesehatan (Ni’mah dan Muniroh 2016). 
Analisis data panel di 406 kota di Indonesia menemukan bahwa rata-rata lama 
sekolah perempuan berpengaruh negatif signifikan terhadap prevalensi stunting 
(Beal et al. 2018). 
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Indikator keenam adalah persentase rumah tangga tanpa akses air minum 
layak. Akses terhadap air minum layak juga menjadi faktor penentu dalam konteks 
desa. Rumah tangga tanpa akses air minum yang aman (safe drinking water) 
memiliki risiko stunting yang lebih tinggi, terutama jika dikombinasikan dengan 
sanitasi yang buruk. Keterbatasan ini meningkatkan paparan terhadap penyakit 
infeksi berbasis lingkungan seperti diare, yang mengganggu penyerapan zat gizi 
dan menghambat pertumbuhan anak (Beal et al. 2018). 

Indikator ketujuh yaitu rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap 
tingkat kepadatan penduduk. Akses terhadap tenaga kesehatan menjadi faktor kunci 
lain dalam pemanfaatan pangan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai 
mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memungkinkan 
ibu dan anak mendapatkan pemantauan pertumbuhan, edukasi gizi, serta 
penanganan penyakit infeksi secara cepat dan tepat. Tinjauan sistematis 
menunjukkan peran penting tenaga kesehatan dalam deteksi dini, edukasi gizi, dan 
intervensi stunting di Indonesia (Basrowi et al. 2022). Rasio tenaga kesehatan yang 
rendah, yang umum terjadi di desa terpencil, menghambat akses masyarakat 
terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif (Wicaksono dan Harsanti 2020). 

Indikator kedelapan adalah persentase balita stunting. IKP juga memasukkan 
stunting sebagai indikator outcome, yang merefleksikan keberhasilan atau 
kegagalan pilar pemanfaatan pangan di suatu wilayah. Faktor-faktor seperti 
rendahnya keragaman konsumsi pangan dan tidak tercukupinya asupan protein 
berhubungan langsung dengan kejadian stunting (Randani et al. 2022). Penelitian 
menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam keragaman pangan antara 
kelompok anak stunting dan anak normal (Purwanti et al. 2024), yang menegaskan 
pentingnya kualitas diet dalam pemanfaatan pangan. Keberadaan indikator stunting 
dalam IKP menekankan bahwa status gizi anak merupakan cerminan langsung dari 
kondisi ketahanan pangan di tingkat desa. 

Indikator kesembilan yaitu angka harapan hidup. Indikator kesehatan umum 
seperti angka harapan hidup turut merefleksikan kondisi ketahanan pangan dan 
kesehatan masyarakat desa. Kondisi ini sejalan dengan analisis determinan sosial 
yang menunjukkan bahwa perbaikan struktural dalam kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat menjadi fondasi untuk menurunkan prevalensi stunting. Desa dengan 
angka harapan hidup lebih tinggi menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan gizi 
yang lebih baik, sehingga prevalensi stunting cenderung lebih rendah (Randani et 
al. 2022). 

Kesembilan indikator IKP memperlihatkan keterkaitan yang erat antara 
dimensi produksi pangan, daya beli, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan 
dengan prevalensi stunting. Desa yang memiliki produksi pangan cukup, tingkat 
kemiskinan rendah, pengeluaran pangan proporsional, akses listrik dan air bersih 
baik, rasio tenaga kesehatan memadai, pendidikan ibu tinggi, serta angka harapan 
hidup tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting yang lebih rendah. Hubungan 
ini menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan berbasis desa sebagai 
strategi yang efektif untuk mencegah stunting. Lampiran 1 merangkum penelitian 
terkait ketahanan pangan serta pengaruhnya pada prevalensi stunting. 
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III KERANGKA PEMIKIRAN 

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh kronis akibat kekurangan gizi dan 
kesehatan yang tidak memadai dalam jangka panjang, yang ditandai dengan nilai 
tinggi badan menurut umur (TB/U) <–2 standar deviasi (Gibney et al. 2009; 
KEMENKES 2016). Tingginya prevalensi stunting mencerminkan rendahnya 
kondisi sosial ekonomi serta tingginya paparan terhadap faktor risiko seperti 
penyakit infeksi dan pola pemberian makan yang tidak adekuat (Fikawati et al. 
2017). 

Penelitian ini memosisikan ketahanan pangan desa sebagai determinan utama 
prevalensi stunting (Gambar 1). Ketahanan pangan merupakan konsep 
multidimensional yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan 
pemanfaatan pangan (BAPANAS 2022). Pada penelitian ini, ketahanan pangan 
diukur menggunakan IKP yang terdiri atas sembilan indikator yang 
menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur desa (FAO 
et al. 2021). 

Pilar ketersediaan pangan direpresentasikan oleh rasio luas lahan pertanian 
terhadap jumlah penduduk. Ketersediaan lahan pertanian yang lebih luas 
meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal sehingga berkontribusi terhadap 
penurunan prevalensi stunting (Maria et al. 2025). 

Pilar keterjangkauan pangan diwakili oleh tingkat kemiskinan, proporsi 
pengeluaran pangan, dan akses listrik. Kemiskinan membatasi daya beli masyarakat 
terhadap pangan bergizi, sedangkan tingginya proporsi pengeluaran pangan 
mencerminkan kerawanan pangan yang berkaitan dengan meningkatnya risiko 
stunting (Raharja et al. 2019; Febriyanti et al. 2022; Hermawan et al. 2023; Arfiah 
2024; Resfaliza et al. 2024). Balita dari rumah tangga tidak tahan pangan memiliki 
risiko stunting yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tahan pangan 
(Aritonang et al. 2020; Rohmawati et al. 2023). Selain itu, akses listrik 
menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendukung penyimpanan 
pangan dan akses terhadap informasi kesehatan (Fujii et al. 2018). 

Pilar pemanfaatan pangan diukur melalui rata-rata lama sekolah perempuan, 
akses air minum layak, dan ketersediaan tenaga kesehatan. Pendidikan perempuan 
berperan dalam meningkatkan pengetahuan gizi dan praktik pengasuhan anak 
(Hamzah et al. 2025), sedangkan akses air minum layak dan tenaga kesehatan 
mendukung pencegahan penyakit infeksi, edukasi gizi, serta intervensi stunting di 
tingkat komunitas (Beal et al. 2018; Basrowi et al. 2022). 

Indikator luaran meliputi angka harapan hidup dan prevalensi stunting. Angka 
harapan hidup mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum, 
sedangkan prevalensi stunting menjadi indikator keberhasilan pemanfaatan pangan 
di suatu wilayah. Secara keseluruhan, ketiga pilar ketahanan pangan tersebut 
berhubungan dengan prevalensi stunting di tingkat desa (Randani et al. 2022; 
Nugroho et al. 2023; Purwanti et al. 2024; Prayitno et al. 2025). 
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Keterangan:    Hubungan yang diteliti 

    Ruang lingkup penelitian 
 

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian “Hubungan Indeks Ketahanan Pangan 
dengan Prevalensi Stunting pada Tingkat Desa di Kabupaten Penajam 
Paser Utara” 
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IV METODE 

4.1 Desain, Tempat dan Waktu   

Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional untuk menganalisis 
hubungan antara IKP dengan prevalensi stunting di seluruh desa/kelurahan di 
Kabupaten PPU. Analisis dilakukan pada tingkat agregat menggunakan data 
sekunder DDP tahun 2023 (Sjaf et al. 2022) (Lampiran 11) dan data balita stunting 
dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) 
Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara periode Agustus–Desember 2023 
(Lampiran 12). Data sosial ekonomi menggunakan DDP karena menyediakan data 
yang lengkap dan spesifik pada tingkat desa, serta dikumpulkan melalui pendekatan 
sensus yang diverifikasi secara partisipatif melalui Focus Group Discussion (FGD). 
Sementara itu, data stunting menggunakan e-PPGBM karena metode pengukuran 
antropometri yang lebih terstandarisasi dibandingkan data stunting pada DDP. 
Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya prevalensi stunting di Kabupaten PPU 
(21,8%) (KEMENKES 2022) yang kontras dengan kondisi ketahanan pangan 
kabupaten yang tergolong baik, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan 
pada tingkat lokal. Penelitian dilaksanakan pada Agustus–Oktober 2025. 

4.2 Jumlah dan Cara Penarikan Contoh 

Populasi penelitian mencakup 40 desa/kelurahan dari total 54 desa/kelurahan 
(74%) yang ada di Kabupaten PPU yang datanya bersumber dari DDP tahun 2023 
dan e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten PPU tahun 2023. DDP merupakan 
metode pengumpulan data perdesaan yang memiliki akurasi tinggi karena berbasis 
sensus partisipatif (Sjaf et al. 2022). Penelitian ini menerapkan teknik total 
sampling, di mana keseluruhan 40 desa/kelurahan yang terdata tersebut menjadi 
unit analisis.  

Variabel tingkat desa/kelurahan dibangun melalui agregasi data sensus Data 
Desa Presisi (33.321 individu, 7639 rumah tangga) dan data e-PPGBM Dinkes PPU 
2023 (4976 total balita, 737 balita stunting, dari 8 Puskesmas). Unit analisis terdiri 
atas 40 dari 54 desa/kelurahan (mewakili 74% wilayah) dari total populasi 183.043 
penduduk Kabupaten PPU (BPS PPU 2022b). Gambar 2 mengilustrasikan proses 
penentuan unit analisis dari sumber data yang tersedia. 

Gambar 2  Diagram alir seleksi contoh penelitian 

Sumber data: DDP 2023 (33.321 individu & 7639 RT dari 40 desa/kelurahan di 
Kabupaten PPU) & e-PPGBM Dinkes PPU (4976 balita dari 8 Puskesmas) 

Unit analisis penelitian: sampling total (40 desa/kelurahan) 

Agregasi data (dari level rumah tangga diolah untuk variabel komposit pada tingkat 
desa/kelurahan) 
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4.3 Tahapan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan yang mencakup 
penyusunan proposal dan pengajuan permintaan data sekunder DDP tahun 2023 
kepada laboratorium DDP, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University dan 
permintaan data e-PPGBM kepada dinas kesehatan kabupaten PPU. Setelah 
memperoleh data, dilakukan manajemen data yang meliputi proses pembersihan 
(cleaning), identifikasi variabel, dan pengkodean (coding). Tahapan selanjutnya 
mencakup pengolahan data untuk membentuk variabel penelitian seperti IKP dan 
prevalensi stunting, yang kemudian dianalisis secara statistik. Tahap akhir meliputi 
interpretasi hasil, penyusunan laporan tesis, dan persiapan naskah untuk publikasi 
ilmiah.  

4.4 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersumber dari DDP tahun 2023 dan data e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten 
Penajam Paser Utara dalam bentuk file elektronik. Data tersebut digunakan untuk 
menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat 
desa. Variabel mentah meliputi karakteristik demografi dan kesejahteraan (data 
penduduk, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengeluaran rumah tangga, pendapatan, 
dan konsumsi pangan keluarga), akses layanan dasar (sumber air minum, daya 
listrik, dan jumlah tenaga kesehatan), serta data antropometri balita. Data tersebut 
selanjutnya diolah menjadi berbagai variabel turunan tingkat desa/kelurahan, 
seperti persentase penduduk miskin dan rata-rata lama sekolah perempuan berusia 
di atas 15 tahun. 

Data e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2023 
mencatat 4976 balita, sedangkan DDP mencatat 7461 balita sebelum proses 
cleaning. Perbedaan sebanyak 2485 balita (33%) mencerminkan perbedaan tujuan, 
mekanisme pengumpulan, dan cakupan pencatatan (Lampiran 2). DDP 
menggunakan pendekatan sensus door-to-door, sedangkan e-PPGBM merupakan 
sistem surveilans gizi rutin melalui pencatatan balita yang hadir di posyandu. 
Perbedaan tersebut juga diduga dipengaruhi oleh tidak seluruh balita mengikuti 
kegiatan posyandu pada setiap periode pencatatan serta adanya perbedaan waktu 
pengumpulan data antara DDP dan e-PPGBM. Meskipun demikian, e-PPGBM 
merupakan sumber resmi data prevalensi stunting tingkat desa sehingga penelitian 
ini menggunakan data stunting dari e-PPGBM agar hasil analisis tetap valid dan 
dapat dibandingkan dengan IKP. 

Proses pengumpulan data DDP menggabungkan pendekatan spasial, sensus, 
dan partisipatif. Data spasial diperoleh menggunakan drone untuk menghasilkan 
peta kerja digital yang menjadi dasar pelaksanaan sensus door-to-door 
menggunakan aplikasi MERDESA. Selama proses sensus dilakukan pemantauan 
dan data clearing harian untuk menjaga kualitas data. Tahap akhir berupa validasi 
melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan aparat desa dan tokoh 
masyarakat guna memastikan akurasi serta kesesuaian data dengan kondisi 
lapangan (Sjaf et al. 2022). 
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4.5 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui tahap editing, coding, 
dan cleaning untuk memastikan kelengkapan serta konsistensi data. Tabulasi awal 
menggunakan Microsoft Excel 2021, sedangkan analisis statistik dilakukan dengan 
perangkat lunak pengolah data. Data DDP dan e-PPGBM Dinkes PPU 2023 
kemudian diolah untuk membentuk variabel penelitian serta menghitung IKP 
berdasarkan metodologi (BAPANAS 2023) yang dimodifikasi untuk tingkat desa. 
Seluruh indikator di standardisasi menggunakan z-score dan dinormalisasi ke 
rentang 0–100 dengan metode Distance to Scale agar nilai indeks memiliki skala 
yang seragam dan arah interpretasi yang konsisten. 

Beberapa variabel dalam penelitian ini tidak tersedia secara langsung dalam 
bentuk siap pakai pada data DDP dan e-PPGBM PPU tahun 2023. Oleh karena itu, 
diperlukan pembentukan variabel baru melalui proses pengolahan dan 
penggabungan sejumlah data yang relevan dari DDP untuk menghasilkan indikator 
yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Rincian mengenai variabel baru dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Variabel hasil modifikasi untuk penelitian dari data DDP dan e-PPGBM 
PPU 2023 

 

 
 

Variabel penelitian 
(Indikator) 

Sumber data Proses pengolahan data 

Rasio luas lahan 
pertanian terhadap 
jumlah penduduk 

- DDP 2023 
1. Luas lahan 
pertanian (ha) 
2.Jumlah penduduk 

- Indikator kapasitas lahan untuk 
ketersediaan pangan per kapita (Iguna, 
2022).  

- Rasio luas lahan pertanian desa juga 
digunakan untuk menyusun food security 
and vulnerability atlas (FSVA) kabupaten.  

- Luas lahan pertanian produktif dibagi 
jumlah penduduk. 

- Semakin tinggi rasio, semakin tinggi 
kapasitas kemandirian pangan desa dalam 
menghadapi tekanan densitas populasi 
(Harini et al. 2022; Priambodo dan Djirimu 
2025) 

 
Persentase penduduk 
di bawah garis 
kemiskinan  
 
 

- DDP 2023 
1.Pengeluaran 
pangan rumah tangga 
2.Pengeluaran non-
pangan rumah tangga  
3.Jumlah anggota 
rumah tangga 
 

- Pengeluaran pangan: dihitung per kapita. 
- Pengeluaran non-pangan: jika 

persentasenya > 35% dari total pengeluaran, 
mengindikasikan ekonomi rumah tangga 
baik. 

- Menggunakan garis kemiskinan BPS PPU 
2023, dengan pendekatan basic needs 
approach SUSENAS. 

- Persentase kemiskinan: (jumlah penduduk 
miskin / total populasi) x 100%. 
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Tabel 4 Variabel hasil modifikasi untuk penelitian dari data DDP dan e-PPGBM 
PPU 2023 (lanjutan) 

 
 
 
 
 
 
 

Variabel penelitian 
(Indikator) 

Sumber data Proses pengolahan data 

Persentase rumah 
tangga dengan 
proporsi pengeluaran 
>65% untuk pangan 

- DDP 2023 
1.Pengeluaran total 
rumah tangga 
2.Pengeluaran total 
pangan rumah tangga 
3.Jumlah rumah 
tangga di desa 

- Total pengeluaran rumah tangga untuk 
semua kebutuhan per bulan. 

- Data pengeluaran pangan rumah tangga 
didapat dari data konsumsi per bulan per 
kapita dikalikan dengan harga komoditas 
lokal. 

- Proporsi pengeluaran > 65 % = ketahanan 
pangan keluarga rentan / rendah 

- Proporsi pengeluaran < 65 % = ketahanan 
pangan keluarga stabil 

 
Persentase rumah 
tangga tanpa akses 
listrik 

- DDP 2023 
1.Daya Perusahaan 
Listrik Negara (PLN) 
2.Jumlah RT di desa 
 

Daya PLN dikategorikan menjadi dua yaitu:  
- Ada akses  
- Tidak ada akses 
 

Rata-rata lama 
sekolah perempuan 
berusia >15 tahun di 
desa 

- DDP 2023 
1.Jenis kelamin 
2.Usia  
3.penduduk 
Pendidikan terakhir 

- Konversi ke tahun menurut BPS GOWA 
(2017): tidak punya ijazah = 0, SD sederajat 
= 6, SMP sederajat = 9, SMA sederajat = 
12, D1/D2 = 14, D3 = 15, D4/S1 = 16, 
S2/S3 = 18 

- Data jenis kelamin dikategorikan menjadi 
dua yaitu laki-laki dan perempuan 

- Data usia diseleksi hanya untuk perempuan 
> 15 tahun  
 

Persentase rumah 
tangga tanpa akses air 
minum layak 

- DDP 2023 
1.Sumber air minum 
2.Jumlah RT di desa 

- Klasifikasi akses air minum dibedakan 
menjadi layak dan tidak layak mengacu 
pada standar BPS. Lebih sesuai dengan 
SDGs (BAPPENAS 2026). 

- Kategori layak: Air kemasan/isi ulang, 
leding/Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM), sumur bor/pompa, air hujan, 
sumur terlindungi, dan mata air terlindungi 
(jarak ke septic tank > 10 m). 

- Kategori tidak layak: sumur tak terlindungi, 
mata air tak terlindungi, air permukaan 
(sungai/danau). 

- Dihitung sebagai persentase rumah tangga 
dengan sumber air minum tidak layak 
terhadap total rumah tangga (Torlesse et al. 
2016; BPS 2022). 
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Tabel 4 Variabel hasil modifikasi untuk penelitian dari data DDP dan e-PPGBM 
PPU 2023 (lanjutan) 

DDP: Data Desa Presisi, e-PPGBM: elektronik pelaporan dan pencatatan gizi berbasis masyarakat, 
Dinkes PPU: dinas kesehatan Penajam Paser Utara. 
 

Variabel penelitian 
(Indikator) 

Sumber data Proses pengolahan data 

Rasio jumlah 
penduduk per tenaga 
kesehatan terhadap 
tingkat kepadatan 
penduduk 

- DDP 2023 
1.Jumlah penduduk 
di desa 
2.Luas wilayah desa 
 
- Dinkes PPU 2023 
1.Jumlah tenaga 
kesehatan (perawat, 
bidan, dokter) di 
puskesmas 
2.Wilayah kerja 
puskesmas 
 

- Data petugas kesehatan di desa terpenuhi 
dan tidak terpenuhi menurut Permenkes RI 
no. 75 tahun 2014, yang meliputi: 

a) 1 dokter di desa full-time 
b) 1 bidan : 100 ibu hamil / 1000 penduduk 
c) 1 perawat : 1000 penduduk 
- Satuan kilometer persegi/tenaga kesehatan 
 

Prevalensi balita 
stunting 

- e-PPGBM  
1.Usia saat ukur 
balita (24-59 bulan) 
2.Tinggi badan balita 
3.Jenis kelamin 
balita 
4.Jumlah balita di 
desa 
5.Alamat balita 

- z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) 
dihitung untuk setiap balita menggunakan 
standar pertumbuhan WHO. 

- Balita diklasifikasikan sebagai stunting jika 
z-score < –2 SD. 

- Prevalensi tingkat desa dihitung sebagai 
persentase jumlah balita stunting terhadap 
total balita usia 24–59 bulan di 
desa/kelurahan tersebut.  

- Kategori stunting Desa: sangat rendah 
(<2,5%), rendah (2,5–<10%), sedang (10–
<20%), tinggi (20–<30%), dan sangat tinggi 
(≥30%) (De Onis et al. 2019). 

 
Angka harapan hidup 
(AHH) 

- DDP 2023 
1.Populasi desa 
2.Usia penduduk 
3.Jumlah penyakit 
berat di keluarga 
4.Keikutsertaan 
JKN-KIS/BPJS 

- Merujuk pada komponen AHH dalam IPM 
(BPS 2020) 

- Penyakit berat: Penyakit berisiko kematian 
tinggi dalam keluarga. 

- Kategori penyakit (DDP 2023): Tidak Ada, 
Asam Urat, Diabetes, Hipertensi, Jantung, 
Ginjal, Lambung, Paru-Paru, Asma, Stroke, 
Kanker, Hepatitis, HIV-AIDS, Lainnya. 

- BPJS: berpartisipasi/tidak 
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Gambar 3  Alur pengolahan data mentah ke agregat desa  

 

Tahap 2: agregasi ke tingkat desa (data RT menjadi data desa) 
 

- Prevalensi stunting desa (%) 
- Penduduk miskin desa (%) 
- RT pangan >65% per desa (%) 
- Rata-rata lama sekolah perempuan >15 th. desa (tahun) 
- Rasio luas lahan per kapita desa (ha/kapita) 
- Dst. 

Hasil: 9 indikator untuk setiap desa N=40 

Tahap 3: Standarisasi z-score (tingkat agregat desa, N=40) 

Rumus: 𝑧 =
(௑ିµ)

ఙ
  

Untuk setiap indikator IKP (Indikator 1-9) 
- Mean (µ) = 0 
- Standar deviasi (𝜎) = 1 

Hasil: data terstandarisasi (z-score) 

Tahap 4: mengubah z-score menjadi nilai distance to scale (DTS) 

Untuk nilai positif: 𝐷𝑇𝑆 = ቂ
௓ି௓೘೔೙

௓೘ೌೣି௓೘೔೙
ቃ × 100 

Untuk nilai negatif: 𝐷𝑇𝑆 = ቂ
௓೘ೌೣି௓

௓೘ೌೣି௓೘೔೙
ቃ × 100 

Transformasi z-score (0-100) ke skala 0-100 
Interpretasi:  
- DTS = 0 : kondisi paling buruk 
- DTS = 50 : kondisi rata-rata 
- DTS = 100: kondisi paling baik 

Hasil: setiap indikator dalam skala 0-100 

Tahap 5: perhitungan IKP komposit per desa 
Rumus: 𝐼𝐾𝑃 = ∑ (𝑊௜  ×ଽ

௜ୀଵ 𝑋௜஽்ௌ) 
Pembobotan sesuai BAPANAS 2023: 

- W1 (NCPR): 0,10 W7 (STUNTING): 0,05 
- W2 (POV): 0,15 W8 (LIFE): 0,10 
- W3 (FOOD): 0,10 W9 (HEALTH): 0,05 
- W4 (ELEC): 0,10 
- W5 (SCHOOL): 0,15 
- W6 (WATER) : 0,10 

Hasil: Skor IKP (kategori sesuai tabel 2) 

Sumber data: DDP 2023 (33.321 individu & 7639 rumah tangga dari 40 desa/kelurahan di 
kabupaten PPU) & data e-PPGBM Dinkes kabupaten PPU (4976 balita dari 8 Puskesmas)  

Tahap 1: data cleaning & outlier removal (level RT) 
Metode: Interquartile Range (IQR)  

- Balita stunting 
- Pengeluaran pangan RT 
- Pengeluaran total RT 
- dst. 

Hasil: 149 outlier dihapus (<1%) 
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Selanjutnya, analisis data mencakup dua tahap utama. Tahap pertama adalah 
analisis deskriptif. Tahap kedua berupa analisis inferensial yang difokuskan pada 
pengujian hipotesis penelitian. Penelitian ini juga memodifikasi beberapa variabel 
agar selaras dengan indikator yang relevan dalam menggambarkan ketahanan 
pangan di tingkat desa. Berdasarkan penyesuaian tersebut, indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Perhitungan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa 

(NCPR) 
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk desa dihitung 

menggunakan dua indikator utama dari DDP, yakni luas lahan pertanian produktif 
(ha) dan jumlah total penduduk desa (jiwa) (Tabel 4). Dalam perhitungan ini, 
seluruh luasan lahan pertanian diasumsikan sebagai lahan pertanian padi, dengan 
pertimbangan bahwa padi merupakan komoditas pangan utama bagi masyarakat 
PPU (DISKOMINFO PPU 2026). Indikator ini berfungsi sebagai proksi untuk 
mengukur kapasitas daya dukung lahan dalam menyediakan pangan secara mandiri 
(food availability) di tingkat desa. Perhitungan dilakukan dengan membagi total 
luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk (BKP 2020), sebagaimana 
ditunjukkan pada persamaan 4.1 berikut: 
 

𝑁𝐶𝑃𝑅 =
௅

௉
     (4.1) 

Keterangan: 
NCPR  = Rasio luas lahan pertanian per kapita di desa (ha/jiwa) 
L   = Total luas lahan pertanian di desa (ha) 
P  = Jumlah penduduk di desa (jiwa) 
 

Nilai rasio ini merefleksikan ketersediaan sumber daya lahan pangan relatif 
terhadap besarnya populasi yang harus ditanggung di tingkat desa. Nilai rasio yang 
semakin tinggi menunjukkan ketersediaan lahan per kapita yang lebih besar, yang 
mengindikasikan potensi ketahanan pangan wilayah yang lebih kuat. Studi 
sebelumnya menegaskan bahwa tekanan populasi terhadap lahan pertanian 
memiliki korelasi negatif terhadap IKP, sementara luas lahan produktif berkorelasi 
positif (Harini et al. 2022; Priambodo dan Djirimu 2025). Variabel ini digunakan 
dalam penelitian untuk menilai dimensi ketersediaan pangan. 

 
2. Perhitungan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan di desa (POV) 

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di desa (selanjutnya 
disimbolkan sebagai POV, kependekan dari Poverty) dihitung menggunakan 
pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dengan penyesuaian terhadap 
metode resmi BPS (2025). Penyesuaian ini memanfaatkan indikator dari DDP, 
yaitu data pengeluaran pangan dan pengeluaran non-pangan RT per bulan (Tabel 
4). Perhitungan dilakukan dengan membandingkan langsung pengeluaran rata-rata 
per kapita setiap rumah tangga per bulan terhadap ambang batas Garis Kemiskinan 
(GK) per kapita yang telah ditetapkan senilai Rp.583.239,00 untuk wilayah 
Kabupaten PPU (BPS 2023b). 

Langkah pertama dalam perhitungan ini adalah menentukan total pengeluaran 
rumah tangga per kapita per bulan. Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan 
pengeluaran pangan dan pengeluaran non-pangan RT, kemudian membaginya 
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dengan jumlah anggota RT. Seluruh komponen pengeluaran dinyatakan dalam 
satuan Rupiah (Rp) per kapita per bulan. Secara matematis, perhitungan tersebut 
dirumuskan pada persamaan 4.2. 

 

𝑃ோ் =
௉೛ೌ೙೒ೌ೙ା௉೙೚೙ష

஺ோ்
       (4.2) 

Keterangan:  
𝑃ோ்   = total pengeluaran rumah tangga per kapita (Rp/bulan)  
𝑃௣௔௡௚௔௡  = total pengeluaran untuk komoditas pangan RT (Rp/bulan)  
𝑃௡௢௡ି௣௔௡௚  = total pengeluaran untuk komoditas non-pangan RT (Rp/bulan) 
𝐴𝑅𝑇   = jumlah anggota RT 
 

Setelah total pengeluaran rumah tangga per kapita (𝑃ோ் ) di tingkat desa 
diperoleh, nilai tersebut dibandingkan dengan ambang batas GK Kabupaten PPU 
(Rp.583.239,00) (BPS 2023b). Penduduk dikategorikan miskin apabila nilai 
pengeluaran per kapitanya berada di bawah nilai GK tersebut, sebagaimana 
ditunjukkan pada persamaan 4.3. 

 
(𝑃ோ் < 𝐺𝐾 𝑃𝑃𝑈)    (4.3) 

 
Langkah terakhir adalah menghitung persentase rumah tangga miskin (POV) 

tingkat desa. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk 
desa yang memiliki pengeluaran di bawah GK Kabupaten PPU terhadap total 
penduduk desa yang diobservasi. Hasil perbandingan tersebut kemudian dikalikan 
100% untuk mendapatkan persentase, sebagaimana dirumuskan pada persamaan 
4.4. 

 

   𝑃𝑂𝑉 =
∑ ௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ௠௜௦௞௜௡ ௗ௘௦௔

௧௢௧௔௟ ௣௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ௗ௘௦௔
× 100%       (4.4) 

Keterangan:  
𝑃𝑂𝑉   = persentase penduduk miskin desa (%) 

 
3. Persentase rumah tangga di desa dengan proporsi pengeluaran >65% untuk 

pangan (FOOD) 
Indikator ini mengukur persentase rumah tangga yang mengalokasikan lebih 

dari 65% total pengeluarannya untuk kebutuhan pangan. Perhitungan menggunakan 
data DDP berupa pengeluaran pangan bulanan rumah tangga (PP) dan total 
pengeluaran rumah tangga per bulan dalam satuan rupiah (Tabel 4). Proporsi 
pengeluaran pangan dihitung dengan membagi pengeluaran pangan per bulan 
dengan total pengeluaran rumah tangga per bulan (persamaan 4.5). 

 

            𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑃 = ቀ
௣௘௡௚.௣௔௡௚௔௡ೃ೅

௧௢௧௔௟ ௣௘௡௚.ೃ೅
ቁ × 100%      (4.5) 

 
Selanjutnya, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 

65% dari total pengeluaran diidentifikasi berdasarkan hasil perhitungan 
sebelumnya (persamaan 4.5). Rumah tangga dengan proporsi di atas nilai tersebut 
dianggap rentan atau berisiko tinggi terhadap kemiskinan karena sebagian besar 
pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pangan (BAPANAS 2023). Jumlah 
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rumah tangga yang memenuhi kriteria ini dinyatakan sebagai 𝑁வ଺ହ% (persamaan 
4.6). 

              𝑁வ଺ହ% = ∑ 𝑅𝑇 (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑃 > 65%)                 (4.6) 
 

Setelah jumlah rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 
65% diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung persentasenya terhadap 
total rumah tangga di desa. Perhitungan dilakukan dengan membagi jumlah rumah 
tangga dengan proporsi pengeluaran pangan di atas 65% dengan total rumah tangga 
di desa, kemudian dikalikan 100% (persamaan 4.7; BAPANAS 2023). 

 

𝐹𝑂𝑂𝐷 = ቀ
ேவ଺ହ%

ே೟೚೟ೌ೗
ቁ × 100%       (4.7) 

Keterangan: 
FOOD  = % RT dengan proporsi pengeluaran >65% untuk pangan  (%) 
N>65%  = jumlah RT dengan proporsi pengeluaran pangan >65% 
𝑁௧௢௧௔௟    = jumlah RT di desa 

 
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik di desa (ELEC) 

Data yang dibutuhkan untuk menghitung indikator ini meliputi jumlah rumah 
tangga yang belum memiliki akses listrik (𝑁௧௔௡௣௔௟௜௦௧௥௜௞ௗ௘௦௔) dan jumlah total rumah 
tangga di desa (𝑁௧௢௧௔௟) (Tabel 4) (BAPANAS 2023). Persentase ini dihitung dengan 
membagi jumlah rumah tangga tanpa listrik dengan total rumah tangga, kemudian 
dikalikan 100% (persamaan 4.8). 

 

𝐸𝐿𝐸𝐶 = ቀ
ே೟ೌ೙೛ೌ೗೔ೞ೟ೝ೔ೖ೏೐ೞೌ

ே೟೚೟ೌ೗
ቁ × 100%       (4.8) 

Keterangan: 
ELEC  = Persentase RT tanpa akses listrik di desa (%) 

 
5. Rata-rata lama sekolah Perempuan berusia >15 tahun di desa (SCHOOL) 

Perhitungan rata-rata lama sekolah perempuan di desa menggunakan dua data 
utama dari DDP, yaitu total tahun sekolah yang telah ditempuh oleh seluruh 
perempuan usia 15 tahun ke atas (∑ 𝑌௜𝑑𝑒𝑠𝑎)  dan jumlah perempuan pada 
kelompok usia tersebut ൫𝑁௣௘௥௘௠௣௨௔௡ ଵହ൯ (Tabel 4) (BAPANAS 2023). Konversi 
lama sekolah dalam tahun dari ijazah terakhir terdapat pada (Tabel 4). Nilai rata-
rata lama sekolah dihitung dengan membagi total tahun sekolah dengan jumlah 
perempuan usia 15 tahun ke atas (persamaan 4.9) 

 

𝑆𝐶𝐻𝑂𝑂𝐿 =
∑ ௒೔ௗ௘௦௔

ே೛೐ೝ೐೘೛ೠೌ೙భఱ
          (4.9) 

Keterangan: 
SCHOOL = Rata-rata lama sekolah perempuan berusia >15 tahun (tahun) 
∑ 𝑌௜𝑑𝑒𝑠𝑎  = Total keseluruhan tahun sekolah yang telah ditempuh oleh semua 
perempuan usia ≥15 tahun di desa 

 
6. Persentase rumah tangga tanpa akses air minum layak di desa (WATER) 

Indikator ini dihitung menggunakan data DDP berupa jumlah RT yang 
menggunakan sumber air minum tidak layak (𝑁𝑡idaklayak) dan jumlah total rumah 
tangga di desa (𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) (Tabel 4) (persamaan 4.10). Klasifikasi akses air minum 
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mengacu pada standar BPS (2022), yang membagi sumber air minum menjadi dua 
kategori, yaitu layak dan tidak layak (Tabel 4). Sumber air minum layak meliputi 
air kemasan/isi ulang, air leding/PDAM, sumur bor atau pompa, sumur terlindungi, 
serta mata air terlindungi dengan jarak minimal 10 meter dari septic tank. Sumber 
air minum tidak layak meliputi sumur tak terlindungi, mata air tak terlindungi, air 
permukaan (sungai, danau, kolam), air hujan, dan sumber lainnya (Tabel 4). Rumah 
tangga dikategorikan tidak memiliki akses air minum layak apabila menggunakan 
sumber air dari kategori tidak layak. Persentase RT tanpa akses air minum layak 
dihitung dengan membagi jumlah RT yang menggunakan sumber air tidak layak 
dengan total RT, kemudian dikalikan 100%  (BAPANAS 2023). 

 

𝑊𝐴𝑇𝐸𝑅 =  ቀ
ே೟೔೏ೌೖ೗ೌ೤ೌೖ

ே೟೚೟ೌ೗
ቁ × 100%      (4.10) 

Keterangan: 
WATER = Persentase RT tanpa akses air minum layak di desa 
 
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan 

penduduk desa (HEALTH) 
Data yang digunakan untuk mengukur indikator ini berasal dari DDP berupa 

jumlah penduduk desa (𝑃) dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten PPU berupa jumlah 
tenaga kesehatan yang bertugas di desa (𝑇) (Tabel 4). Jumlah tenaga kesehatan 
tersebut merupakan tenaga kesehatan yang bertugas pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) yang mencakup wilayah desa penelitian. Dalam data yang 
digunakan, satu puskesmas dapat mencakup beberapa desa dan satu desa juga dapat 
dilayani oleh lebih dari satu puskesmas. Jika satu puskesmas mencakup beberapa 
desa, maka setiap desa memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sama. Sebaliknya, 
jika satu desa dilayani oleh beberapa puskesmas, maka jumlah tenaga kesehatan 
pada desa tersebut merupakan gabungan dari seluruh tenaga kesehatan yang berasal 
dari puskesmas-puskesmas tersebut. Perhitungan diawali dengan menentukan rasio 
jumlah penduduk terhadap tenaga kesehatan untuk menggambarkan beban 
pelayanan yang ditanggung oleh setiap tenaga kesehatan. Rasio tersebut dihitung 
dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan (persamaan 
4.11). 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 (𝑅) =
௉

்
      (4.11) 

 
Selanjutnya, tingkat kepadatan penduduk di desa (𝐷)  dihitung untuk 

mengetahui seberapa padat penduduk tersebar di desa. Perhitungan ini dilakukan 
dengan membagi jumlah penduduk desa dengan luas wilayah desa dalam satuan 
kilometer persegi (𝐴) (persamaan 4.12). 

 

𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝐷) =
௉

 ஺
      (4.12) 

 
Tahap yang terakhir adalah menghitung rasio antara jumlah penduduk per 

tenaga kesehatan dengan kepadatan penduduk untuk menggambarkan luas wilayah 
yang harus dijangkau oleh satu tenaga kesehatan (persamaan 4.13) (BKP 2020). 
Semakin besar nilai rasio ini, semakin luas wilayah yang harus dilayani oleh satu 
tenaga kesehatan. 
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𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻 =
ோ 

஽
        (4.13) 

Keterangan: 
HEALTH = Rasio penduduk per nakes terhadap kepadatan penduduk (𝐾𝑚ଶ) 
𝑅  = Nilai rasio penduduk/nakes 
𝐷  = tingkat kepadatan penduduk 

 
8. Persentase balita stunting di desa (STUNTING) 

Untuk menentukan status stunting pada balita, indikator ini menggunakan 
data dari e-PPGBM Dinkes kabupaten PPU berupa usia balita dalam bulan, tinggi 
badan (cm), dan jenis kelamin (Tabel 4). 

Dengan mengacu pada KEMENKES (2020), penelitian ini menggunakan 
klasifikasi nilai z-score untuk menentukan status stunting pada balita. Nilai z-score 
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu normal (≥ –2 SD), stunted (< –2 SD 
hingga –3 SD), dan severely stunted (< –3 SD). Nilai z-score tersebut diperoleh 
dengan merujuk pada tabel z-score standar antropometri anak yang diterbitkan oleh 
(KEMENKES 2020a). Dalam penelitian ini, balita dengan nilai z-score di bawah –
2 SD, yaitu kategori stunted dan severely stunted, digabung menjadi satu kategori 
yaitu stunting. Persentase stunting dihitung dengan membandingkan jumlah balita 
stunting dengan total balita di desa (persamaan 4.14). 

 

𝑆𝑇𝑈𝑁𝑇𝐼𝑁𝐺 = ቀ
ேೞ೟ೠ೙೟೔೙೒

ே್ೌ೗೔೟ೌ
ቁ 𝑥100%   (4.14) 

Keterangan: 
STUNTING = Persentase balita stunting di desa (%) 
𝑁௦௧௨௡௧௜௡௚ = Jumlah balita stunting di desa 
𝑁௕௔௟௜௧௔  = Total balita di desa 

 
9. Angka Harapan Hidup Desa (LIFE) 

Indikator ini dihitung menggunakan data DDP yang mencakup populasi 
penduduk desa, usia penduduk desa, jumlah penduduk yang menderita penyakit 
berat di desa, dan keikutsertaan penduduk desa dalam program BPJS Kesehatan 
(Tabel 4). Perhitungan dilakukan dengan pendekatan pembobotan berdasarkan 
metodologi DDP (Sjaf et al. 2024). Nilai rata-rata dari usia penduduk desa 
dikurangi rata-rata jumlah penduduk yang menderita penyakit berat, kemudian 
ditambah dengan rata-rata jumlah penduduk yang ikut serta dalam program BPJS 
Kesehatan (persamaan 4.15). 

 

𝐿𝐼𝐹𝐸 = ቀ∑
஺೙

௡

௡
௜ୀଶହ + ∑

஺೙

௡
+. . . + ∑

஺೙

௡

௡
௜ୀଵ଴଴

௡
௜ୀଷ଴ ቁ − 10 ቀ∑

஻೙

௡

௡
௜ ቁ + 5 ቀ∑

஼೙

௡

௡
௜ ቁ   (4.15) 

 
Keterangan: 
𝐿𝐼𝐹𝐸 = Angka harapan hidup (Tahun) 
𝐴௡ = Usia penduduk desa (Stratified) 
𝐵௡ = Jumlah penduduk desa yang menderita penyakit berat 
𝐶௡ = Jumlah penduduk yang mengikuti program BPJS kesehatan 
𝑛 = Total populasi desa 
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Setelah dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai pada setiap indikator 
IKP, tahap perhitungan selanjutnya pada IKP tingkat desa dilakukan dengan 
melakukan standardisasi nilai setiap indikator. Proses ini menggunakan metode z-
score dan distance to scale (DTS) untuk mengubah nilai mentah menjadi skor 
dalam rentang 0-100 (persamaan 4.16). Selanjutnya, indeks komposit dihitung 
dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai setiap indikator yang telah di 
standarisasi dengan bobotnya masing-masing dengan menggunakan persamaan 
berikut (BAPANAS 2023): 
  

𝐼𝐾𝑃௝ = ∑ 𝑊௜𝑋௜௝
ଽ
௜ୀଵ     (4.16) 

 
Keterangan: 
𝐼𝐾𝑃௝  = Indeks Ketahanan Pangan (IKP) desa/kelurahan ke-j 
𝑖 = Indikator ke-1, 2, 3, ..., 9. 
𝑗  = Unit analisis, desa/kelurahan ke-1, 2, 3, ..., 40 
𝑊௜  = Bobot masing-masing indikator ke-i 
𝑋௜௝  = Nilai indikator ke-i yang telah di standarisasi pada desa/kelurahan ke-j 
 

Setelah mendapatkan total skor komposit IKP berdasarkan perhitungan 
formula tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan status ketahanan pangan 
dari wilayah yang diteliti. Skor akhir yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke 
dalam beberapa kategori tingkat kerentanan hingga ketahanan pangan dengan 
merujuk pada ambang batas (cut-off point) baku yang telah ditetapkan oleh Badan 
Pangan Nasional (BAPANAS 2023). Detil pengelompokan rentang nilai yang 
membagi status wilayah administrasi tersebut menjadi enam kategori yang dapat 
dilihat pada Tabel 2. 

4.5.1 Contoh Perhitungan IKP pada Tingkat Desa 

Subbab ini mendemonstrasikan tahapan perhitungan menggunakan contoh 
Desa untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai keseluruhan proses. 
Tahapan ini mencakup pembersihan data tingkat rumah tangga, transformasi 
data mentah menjadi data agregat desa, standardisasi distribusi (z-score), dan 
transformasi nilai akhir IKP menggunakan pendekatan DTS skala 0-100 beserta 
pembobotannya. 

 
1 Pembersihan pencilan (outlier) menggunakan Interquartile Range (IQR) 

Sebelum agregasi ke tingkat desa, data mentah di level individu/RT 
dibersihkan dari pencilan menggunakan metode untuk menghindari bias hasil 
analisis. Contoh Perhitungan IQR pada Data Pengeluaran Pangan di Desa Api-
Api: Data diolah untuk mendapatkan nilai Kuartil 1 (𝑄ଵ) dan Kuartil 3 (𝑄ଷ) dan 
didapatkan nilai sebesar 𝑅𝑝 2.949.183  dan 𝑅𝑝 7.083.186 . Berdasarkan nilai 
tersebut, lalu dihitung ambang batas bawah dan atas (Persamaan 4.17-4.19): 

 
𝐼𝑄𝑅 =  𝑄ଷ  −  𝑄ଵ  = 𝑅𝑝 4.134.003  (4.17) 

 
𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ = 𝑄ଵ − (1,5 × 𝐼𝑄𝑅) = −𝑅𝑝 3.251.821   (4.18) 
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𝐴𝑡𝑎𝑠 = 𝑄ଷ + (1,5 × 𝐼𝑄𝑅) = 𝑅𝑝 13.284.190  (4.19) 
 

Karena pengeluaran tidak mungkin bernilai negatif, batas minimum adalah 0. 
Setiap observasi yang berada di luar rentang batas tersebut diidentifikasi sebagai 
outlier. Berdasarkan perhitungan, terdapat 9 RT dengan pengeluaran di atas batas 
atas (lebih dari Rp 13.284.190). Dari total 127 RT, yang valid untuk proses agregasi 
Desa Api-Api menjadi 118 RT. 

 
2 Transformasi Data Mentah menjadi Indikator Desa (Agregasi) 

Proses selanjutnya mengolah data sekunder dari DDP dan e-PPGBM dinas 
kesehatan Kabupaten PPU bersih menjadi 9 indikator agregat tingkat desa dengan 
modifikasi dari indikator IKP BAPANAS. Berikut adalah penjabaran rumus dan 
hasil perhitungan untuk Desa Api-Api: 
a) (NCPR - Rasio Luas Lahan Pertanian per Kapita): Dihitung dengan membagi 

total luas lahan pertanian produktif dengan jumlah penduduk (persamaan 4.1). 
contoh desa dengan luas lahan 16 ha, dan total penduduk 496 jiwa. 

𝑁𝐶𝑃𝑅 =
ଵ଺

ସଽ଺
= 0,03 ha/kapita  

 
b) (POV - Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan): Dihitung dengan 

membandingkan pengeluaran rata-rata per kapita terhadap Garis Kemiskinan 
(GK) Kabupaten PPU tahun 2023 (Rp 583.239,00). Contoh Perhitungan Level 
Rumah Tangga (RT A, 5 anggota) dengan total pengeluaran RT = Rp 
5.335.899/bulan. Karena > GK, dikategorikan Tidak Miskin (persamaan 4.2).  

𝑃ோ்  =  
Rp 5.335.899

5 orang
= Rp 1.067.180/kapita/bulan. 

 
Agregasi Tingkat Desa: Dari total 496 penduduk, terdapat 78 penduduk yang 
pengeluarannya di bawah ambang batas GK (persamaan 4.4). 

𝑃𝑂𝑉 = ቀ
଻଼

ସଽ଺
ቁ × 100% = 15,73%  

 
c) (FOOD - Persentase RT Pengeluaran Pangan >65%): RT dikategorikan rentan 

jika proporsi pengeluaran pangannya melebihi 65% dari total pengeluaran 
bulanannya. Contoh Perhitungan Level Rumah Tangga (RT A) dengan 
pengeluaran pangan Rp 1.550.066 dan total pengeluaran RT Rp 5.335.899 
(persamaan 4.5):  

 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑃𝑃 =  ቀ
Rp 1.ହହ଴.଴଺଺

Rp 5.ଷଷହ.଼ଽଽ
ቁ × 100% = 29,05%. (<65%) 

 
Agregasi Tingkat Desa: Dari data RT di desa, terdapat 25 RT yang memenuhi 
kriteria rasio >65% (persamaan 4.7). 

 𝐹𝑂𝑂𝐷 = ቀ
ଶହ

ଵଵ଼ 
ቁ × 100% = 21,19 

 
d) (ELEC - Persentase RT Tanpa Akses Listrik): Dihitung dengan membagi 

jumlah RT yang belum memiliki akses listrik dengan total RT di desa 
(persamaan 4.8). Contoh perhitungan dengan data 10 RT yang tidak memiliki 
akses listrik dari total 118 RT yang ada di desa. 
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𝐸𝐿𝐸𝐶 = ቀ
ଵ଴

ଵଵ଼
ቁ × 100% = 8,47%  

 
e) (SCHOOL - Rata-rata Lama Sekolah Perempuan >15 Tahun): Ijazah terakhir 

dikonversi menjadi tahun sekolah berdasarkan standar BPS (Tabel 4), lalu 
dibagi dengan jumlah populasi sasaran (persamaan 4.9). Contoh: perempuan A 
memiliki ijazah terakhir SMP, yang dikonversi menjadi 9 tahun lama sekolah. 
Berikut contoh perhitungan dari total lama sekolah perempuan usia >15 tahun 
di desa sebesar 1.262 tahun, dan jumlah perempuan di desa 137 jiwa. 

 𝑆𝐶𝐻𝑂𝑂𝐿 =
ଵ.ଶ଺ଶ

137
= 9,21 Tahun 

 
f) (WATER - Persentase RT Tanpa Akses Air Minum Layak): Menggunakan 

standar sumber kelayakan air menurut BPS (Tabel 4). Terdapat 1 RT yang tidak 
memiliki akses ke air minum layak dari 118 RT yang ada di desa maka 
perhitungannya mengacu kepada persamaan 4.10 sebagai berikut:  

𝑊𝐴𝑇𝐸𝑅 = ቀ
ଵ

ଵଵ଼
ቁ × 100% = 0,84%  

 
g) (HEALTH - Rasio Penduduk per Nakes terhadap Kepadatan Penduduk): 

Membandingkan rasio beban layanan tenaga kesehatan dengan kepadatan 
penduduk desa (persamaan 4.11 − 4.13). 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑎𝑘𝑒𝑠 (𝑅) =
496 Jiwa

43 Nakes
= 11,53 Jiwa/Nakes 

𝐾𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 (𝐷)  =
496 Jiwa

28 kmଶ
= 17,71 Jiwa/kmଶ 

 𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻 =
ଵଵ,ହଷ

ଵ଻,଻ଵ
= 0,65 kmଶ/𝑁𝑎𝑘𝑒𝑠 

 
h) (LIFE - Angka Harapan Hidup): Menggunakan data DDP berupa usia 

penduduk, jumlah penderita penyakit berat, dan ke pesertaan BPJS, nilai 
dihitung berdasarkan metodologi DDP (Sjaf et al. 2024). Perhitungan dilakukan 
dengan mengurangi rata-rata usia penduduk dengan rata-rata penderita penyakit 
berat, kemudian menambahkan rata-rata penduduk yang terdaftar dalam 
program BPJS Kesehatan (persamaan 4.15). 

 

LIFE= ቀ∑
An

n

n
i=25 + ∑

An

n
+...+ ∑

An

n

n
i=100

n
i=30 ቁ − 10 ቀ∑

Bn

n

n
i ቁ +5 ቀ∑

Cn

n

n
i ቁ  

 
Keterangan: 
LIFE = Angka harapan hidup 
𝐴௡ = Usia penduduk desa (Stratified) (Tahun) 
𝐵௡ = Jumlah penyakit berat penduduk desa 
𝐶௡ = Keikutsertaan BPJS kesehatan 
𝑛 = Total populasi desa 
 

Contoh perhitungan: Desa A memiliki populasi 496 jiwa dengan total 
akumulasi usia penduduk yang bertingkat (Stratified) adalah 32.212 tahun, 
jumlah penderita penyakit berat 8 orang, serta 210 penduduk terdaftar sebagai 
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peserta BPJS Kesehatan. Perhitungan kemudian dilakukan sesuai persamaan 
4.15: 

𝐿𝐼𝐹𝐸 = ቀ
ଷଶ.ଶଵଶ

ସଽ଺
ቁ − 10 ቀ

଼

ସଽ଺
ቁ + 5 ቀ

ଶଵ଴

ସଽ଺
ቁ = 66,9 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛  

 
i) (STUNTING - Prevalensi Balita Stunting): Balita dengan z-score TB/U di 

bawah -2 SD (persamaan 4.14). Contoh penentuan status gizi TB/U (balita A): 
balita perempuan dengan tanggal lahir 25/10/2019 dan tanggal pengukuran 
01/10/2023, sehingga usia 47 bulan (completed months). Tinggi badan terukur 
90 cm. Berdasarkan tabel z-score TB/U balita perempuan usia 47 bulan menurut 
Kemenkes (Tabel 4) (KEMENKES 2020a), nilai tersebut berada di bawah −2 
SD, sehingga status gizinya dikategorikan stunting (pendek). Berikut 
persamaan yang digunakan (persamaan 4.14).  

𝑆𝑇𝑈𝑁𝑇𝐼𝑁𝐺 = ቀ
଼

ଵ଴଺
ቁ × 100% = 7,55%  

 
3. Standarisasi Distribusi (z-score) 

Untuk melihat sebaran dan deviasi data setiap desa terhadap rata-rata 40 
desa yang diteliti, nilai riil dianalisis menggunakan z-score. Contoh perhitungan 
z-score dengan data desa N=40, dimulai dengan menghitung rata-rata (𝜇) 
(persamaan 4.20), menghitung standar deviasi populasi (𝜎) (persamaan 4.21), 
dan dilanjutkan dengan menghitung nilai z-score menggunakan nilai dari hasil 
perhitungan komponen persamaan yang dihitung sebelumnya (persamaan 4.22). 

 

𝜇 =
∑ ௫

ே
     (4.20) 

 

𝜇 =
ଶସ଼ଽ,ସ଺

ସ଴
= 62,2365  

Keterangan: 
𝜇 = Rata-rata (mean) 
∑ 𝑥  = Total seluruh nilai data indikator 
N = Jumlah/banyaknya data 

  

  𝜎 = ට
∑(௑ିఓ)మ

ே
     (4.21) 

 

𝜎 = ට
ସହଽ,ଷଷ଴ସ

ସ଴
= 3,3887      

Keterangan:  
𝑋 = Nilai aktual 
𝜇 = Rata-rata 
𝑁 = Total populasi 

𝑧 =
௫ିఓ

ఙ
    (4.22) 

Keterangan: 
𝑥 = Nilai riil indikator 
𝜇 = Rata-rata (mean) 
𝜎 = Standar deviasi 
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𝑍௅ூிா =
଺଺,ଽି଺ଶ,ଶଷ଺ହ

ଷ,ଷ଼଼଻
= 1,376  

 
3) Langkah 4: Transformasi Distance to Scale (DTS) Skala 0 - 100 

Karena seluruh nilai z-score kini telah searah, transformasi ke skala 0 - 100 
menggunakan persamaan DTS dapat dilakukan secara langsung (persamaan 4.23). 
Nilai 𝑍௠௔௫ dan 𝑍௠௜௡ diambil dari nilai z-score tertinggi dan terendah yang ada pada 
data set 40 desa. dan Untuk z-score negatif menggunakan persamaan 4.24, lalu 
terakhir adalah contoh Perhitungan DTS untuk POV (persamaan 4.25): 

 

𝐷𝑇𝑆 = ቀ
௓ೌೖ೟ೠೌ೗ି௓೘೔೙

௓೘ೌೣି௓೘೔೙
ቁ × 100    (4.23) 

 

𝐷𝑇𝑆 = ቀ
௓೘ೌೣି௓ೌೖ೟ೠೌ೗

௓೘ೌೣି௓೘೔೙
ቁ × 100    (4.24) 

 

𝐷𝑇𝑆௉ை௏ = ቀ
ଷ,ହସଽ଻ଷ଼ଶସି(ି଴,ସସଵଵସଷହ଺)

ଷ,ହସଽ଻ଷ଼ଶ (ିଵ,ହ଴ହ଺ଽ଺ଽଽ)
ቁ × 100 = 78,94  (4.25) 

 
4) Langkah 5: Penentuan Skor Akhir IKP dan Kategori 

Skor akhir IKP adalah hasil penjumlahan seluruh Skor yang sudah 
dikalikan dengan bobot masing-masing indikator seperti yang tercantum pada 
Tabel 1 dengan menggunakan persamaan 4.16. Berdasarkan hasil perhitungan 
komprehensif, Desa Api-Api memperoleh skor IKP sebesar 60,73. Skor ini 
menempatkan Desa Api-Api pada klasifikasi cukup tahan. 

 
𝐼𝐾𝑃 = ∑ (𝐷𝑇𝑆௜ × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡௜)

ଽ
௜ୀଵ   

 
𝐼𝐾𝑃஺௣௜ି஺௣௜ = 6,056 + 11,841 + 4,012 + 5,664 + 2,514 + 13,881 + 4,493

+ 8,315 + 3,957 = 60,73 

4.5.2 Metode Evaluasi Dana Desa 

Alokasi dana desa untuk pangan, kesehatan, dan gizi merupakan bagian dari 
kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mewajibkan setiap desa 
menggunakan Dana Desa untuk mendanai pemenuhan kebutuhan dasar, 
memperkuat ketahanan pangan lokal, mencegah stunting, dan meningkatkan 
pelayanan kesehatan masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes 
PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 yang mewajibkan setiap desa mengalokasikan paling 
sedikit 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan gizi (KEMENDESA 
PDTT 2020). Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa yang 
menetapkan alokasi minimal 20% dari pagu Dana Desa untuk program ketahanan 
pangan dan hewani (PRI 2022b). 

Penelitian ini menggunakan data alokasi Dana Desa yang diperoleh dari 
platform Jaga Desa (KPK 2026), yaitu portal data terbuka yang menyediakan 
informasi penggunaan Dana Desa dalam rangka mendukung transparansi 
pengelolaan anggaran desa. Data tersedia untuk 19 desa dari total 40 desa/kelurahan 
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yang menjadi lokasi penelitian sehingga analisis hanya dapat dilakukan pada desa 
yang memiliki data anggaran. Keterbatasan jumlah desa tersebut disebabkan oleh 
ketersediaan data pada platform Jaga Desa, di mana informasi anggaran yang dapat 
diakses publik hanya tersedia untuk sebagian desa. 

Peneliti menghimpun seluruh rincian pengeluaran dari masing-masing desa 
yang tersedia, kemudian mengidentifikasi setiap komponen belanja berdasarkan 
uraian kegiatan yang tercantum pada platform Jaga Desa. Peneliti 
mengklasifikasikan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan ketahanan 
pangan, kesehatan, dan gizi sebagai belanja pangan, kesehatan, dan gizi dengan 
mengacu pada konsep intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dalam 
percepatan penurunan stunting (BAPPENAS 2019). Intervensi gizi spesifik 
mencakup kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan perbaikan status 
gizi, sedangkan intervensi gizi sensitif meliputi kegiatan lintas sektor yang 
mendukung perbaikan gizi melalui peningkatan akses terhadap pangan, air minum 
layak, sanitasi, dan pelayanan dasar. Kegiatan yang memenuhi kriteria tersebut 
dimasukkan ke dalam perhitungan alokasi belanja pangan, kesehatan, dan gizi, 
sedangkan kegiatan yang tidak berkaitan dengan kedua kelompok intervensi 
tersebut tidak dimasukkan. Total belanja pangan, kesehatan, dan gizi selanjutnya 
dibandingkan dengan total belanja desa untuk memperoleh persentase alokasi 
anggaran pada masing-masing desa. 

Persentase alokasi anggaran tersebut kemudian dibandingkan dengan skor 
dan kategori IKP setiap desa sebagaimana disajikan pada Tabel 11. Persentase 
alokasi anggaran mencerminkan tingkat prioritas pemerintah desa dalam 
mengalokasikan belanja untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi, sedangkan 
skor IKP menggambarkan kondisi ketahanan pangan desa yang diukur berdasarkan 
indikator IKP (BAPANAS 2023). Perbandingan kedua indikator tersebut 
digunakan untuk menilai kesesuaian antara prioritas anggaran dan kondisi 
ketahanan pangan desa, khususnya untuk mengetahui apakah desa dengan tingkat 
kerentanan pangan yang lebih tinggi telah mengalokasikan anggaran pangan dan 
gizi secara proporsional sesuai dengan kondisi ketahanan pangannya. 

4.6 Analisis Statistik 

Analisis statistik dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat 
lunak pengolah data melalui beberapa tahapan. Tahap awal diawali dengan analisis 
deskriptif untuk menggambarkan karakteristik 40 desa/kelurahan berdasarkan 
variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode 
Shapiro-Wilk untuk mengetahui distribusi data sebagai dasar pemilihan uji statistik. 
Hubungan antara IKP beserta indikator penyusunnya dengan prevalensi stunting 
dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman. Selanjutnya, analisis regresi linear 
berganda digunakan untuk mengidentifikasi indikator ketahanan pangan yang 
paling berpengaruh terhadap prevalensi stunting.  

Dalam penelitian ini, prevalensi stunting tetap dipertahankan sebagai salah 
satu indikator penyusun IKP untuk menjaga kesesuaian dengan metode penyusunan 
IKP yang digunakan oleh BAPANAS 2023. Namun, karena prevalensi stunting 
juga digunakan sebagai variabel dependen, indikator tersebut tidak disertakan 
dalam analisis hubungan antar indikator maupun pada analisis regresi linear 
berganda. Pengecualian ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hubungan 
antara variabel dengan dirinya sendiri (self-correlation) yang dapat menyebabkan 
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bias dalam hasil analisis. Sementara itu, pada perhitungan IKP, indikator prevalensi 
stunting tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari indeks komposit dengan 
bobot sebesar 0,05 sehingga tidak mendominasi nilai IKP secara keseluruhan.  

Analisis multivariat bertujuan untuk mengidentifikasi indikator ketahanan 
pangan tingkat desa yang paling berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Analisis 
dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan backward 
elimination, yang dipilih karena memungkinkan proses seleksi variabel secara 
bertahap sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh variabel yang memiliki nilai p < 
0,25 pada analisis bivariat dimasukkan ke dalam model awal, kemudian dieliminasi 
satu per satu berdasarkan nilai p > 0,10 hingga diperoleh model akhir yang memuat 
indikator dengan pengaruh paling dominan terhadap prevalensi stunting (Solikhah 
dan Amyati 2022). 

Sebelum pemodelan dilakukan, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas 
residual (lampiran 9), multikolinearitas (lampiran 6), autokorelasi (lampiran 8), dan 
heteroskedastisitas (lampiran 7) dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi 
memenuhi asumsi yang diperlukan sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat 
valid dan stabil. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut (persamaan 4.26): 
 

𝑌 = 𝛽଴ + 𝛽ଵ𝑋ଵ + ⋯ + 𝛽ହ𝑋ହ + Ɛ   (4.26) 
 
Keterangan: 
Y = Prevalensi balita stunting (Persentase) 
Ɛ  = Galat (error) 
𝛽଴  = Konstanta model 
𝛽ଵିହ  = Koefisien regresi indikator IKP ke-i 
𝑋ଵ  = Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 
𝑋ଶ  = Persentase rumah tangga dengan pengeluaran >65% untuk pangan 
𝑋ଷ  = Rata-rata lama sekolah perempuan usia >15 tahun  
𝑋ସ = RT tanpa akses listrik 
𝑋ହ  = Angka harapan hidup  

4.6.1 Validitas dan Reliabilitas 

Pemanfaatan data sekunder dalam penelitian ini memfokuskan justifikasi 
validitas dan reliabilitas yang bersumber pada kualitas sumber data serta 
ketepatan desain analisis. Metodologi DDP menjamin validitas dan reliabilitas 
sumber data melalui beberapa mekanisme, yaitu penggunaan metode sensus 
yang representatif, verifikasi lapangan melalui Focus Group Discussion (FGD), 
dan penerapan definisi operasional yang jelas untuk setiap parameter. Selain itu, 
penggunaan instrumen digital terstandar (aplikasi MERDESA), pelatihan 
enumerator, dan mekanisme pembersihan data (data clearing) harian turut 
memastikan reliabilitas data selama proses sensus (Sjaf et al. 2022). 

Beberapa pendekatan berikut berfungsi untuk menjaga validitas desain 
penelitian. Analisis regresi linear berganda memperkuat validitas internal karena 
mampu mengisolasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 
variabel dependen. Reliabilitas model ini didukung oleh serangkaian uji asumsi 
klasik untuk memastikan kelayakan model statistik. Di sisi lain, penerapan 
metode total sampling pada seluruh 40 desa dan kelurahan memberikan validitas 
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eksternal yang kuat dalam konteks Kabupaten PPU. Meskipun demikian, 
generalisasi hasil penelitian ke wilayah lain tetap perlu dilakukan secara hati-
hati dengan mempertimbangkan perbedaan konteks. 

Penggunaan dua sumber data resmi, yaitu DDP dan e-PPGBM, turut 
memperkuat validitas penelitian. Masing-masing sumber data dipilih 
berdasarkan kesesuaiannya dengan variabel yang diukur sehingga mampu 
memberikan informasi yang lebih representatif. DDP digunakan untuk 
memperoleh data sosial ekonomi dan karakteristik desa, sedangkan e-PPGBM 
digunakan sebagai sumber data prevalensi stunting karena merupakan sistem 
surveilans gizi yang digunakan oleh pemerintah daerah. 

Pemilihan data prevalensi stunting dari e-PPGBM dilakukan untuk 
meningkatkan validitas pengukuran variabel dependen. Data antropometri pada 
DDP tidak digunakan karena penelitian ini memerlukan prevalensi stunting yang 
telah dihitung berdasarkan sistem pencatatan rutin pemerintah. Dengan 
demikian, setiap variabel dalam penelitian berasal dari sumber data yang paling 
sesuai dengan tujuan pengukurannya. 

Reliabilitas hasil penelitian juga didukung oleh prosedur pengolahan data 
yang dilakukan secara sistematis. Seluruh data melalui tahapan pemeriksaan 
kelengkapan, coding, cleaning, agregasi data dari tingkat rumah tangga menjadi 
tingkat desa, serta penyusunan variabel penelitian sesuai definisi operasional 
yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut diterapkan secara konsisten pada 
seluruh unit analisis sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan 
pengolahan data. 

Validitas konstruk penelitian dipertahankan dengan tetap mengacu pada 
kerangka IKP Badan Pangan Nasional. Beberapa indikator dimodifikasi karena 
keterbatasan data pada tingkat desa, namun modifikasi dilakukan tanpa 
mengubah konsep dasar ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, 
akses, dan pemanfaatan pangan. Oleh karena itu, interpretasi skor IKP desa tetap 
berada dalam kerangka konseptual yang sama dengan IKP nasional. 

Penyusunan skor IKP dilakukan menggunakan prosedur standardisasi dan 
pembobotan yang sama pada seluruh desa. Standardisasi indikator bertujuan 
menyamakan skala pengukuran antarvariabel sehingga setiap indikator dapat 
dibandingkan secara proporsional sebelum dihitung menjadi indeks komposit. 
Pendekatan tersebut meningkatkan konsistensi hasil pengukuran antar desa dan 
mengurangi pengaruh perbedaan satuan pengukuran masing-masing indikator. 

Keandalan hasil analisis statistik diperkuat melalui pengujian asumsi 
model sebelum dilakukan interpretasi hasil. Uji normalitas digunakan untuk 
menentukan metode analisis yang sesuai, sedangkan uji multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas dilakukan untuk memastikan 
bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar regresi linear berganda. Tahapan 
tersebut membantu meningkatkan reliabilitas model yang dihasilkan. 

Penggunaan data sekunder tetap memiliki keterbatasan karena peneliti 
tidak terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data di lapangan. Oleh 
sebab itu, validitas penelitian sangat bergantung pada kualitas sistem 
pengumpulan data dari masing-masing instansi penyedia data. Selain itu, hasil 
penelitian hanya merepresentasikan kondisi ketahanan pangan dan prevalensi 
stunting pada tahun pengumpulan data sehingga belum menggambarkan 
perubahan kondisi yang terjadi setelah periode tersebut. 
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Secara keseluruhan, validitas dan reliabilitas penelitian didukung oleh 
penggunaan sumber data resmi yang memiliki metodologi terstandar, prosedur 
pengolahan data yang sistematis, serta penerapan analisis statistik yang sesuai 
dengan karakteristik data. Kombinasi pendekatan tersebut memberikan dasar 
yang memadai untuk menghasilkan temuan yang konsisten dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara 
Indeks Ketahanan Pangan dan prevalensi stunting pada tingkat desa di 
Kabupaten Penajam Paser Utara. 

4.7 Definisi Operasional 

Akses air minum layak Persentase rumah tangga yang sumber utama air 
minumnya berasal dari air leding/PDAM, sumur bor/pompa, sumur/mata air 
terlindungi, air hujan, atau air kemasan/isi ulang. 

Akses listrik Persentase rumah tangga di desa/kelurahan yang tidak memiliki 
sambungan listrik dari PLN. 

Angka harapan hidup (AHH) rata-rata perkiraan tahun hidup yang dapat dijalani 
seseorang. Nilai proksi kondisi kesehatan umum menggunakan data DDP 
untuk setiap desa/kelurahan. 

Garis kemiskinan Jumlah pengeluaran per kapita setiap bulan dalam rupiah untuk 
memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan agar seseorang dapat 
hidup dengan layak. 

Indeks ketahanan pangan (IKP) Skor komposit yang disusun berdasarkan 
sembilan indikator yang merepresentasikan tiga pilar utama ketahanan 
pangan, yaitu ketersediaan, akses/keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan 
(BAPANAS 2023). 

Ketahanan pangan Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana 
setiap rumah tangga memiliki akses terhadap pangan yang mencukupi, baik 
dari segi jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, pangan yang tersedia harus 
aman untuk dikonsumsi, dapat didistribusikan secara merata, serta dapat 
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (PRI 2012). 

Lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun Jumlah tahun yang 
dihabiskan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam 
menempuh pendidikan formal. 

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk Perbandingan antara 
luas lahan pertanian baku (dalam hektar) dengan jumlah penduduk total di 
desa/kelurahan sebagai indikator kapasitas daya dukung lahan per kapita. 

Stunting Balita yang dikatakan stunting apabila hasil ukur panjang badan atau 
tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan standar didapatkan hasil di 
bawah normal. Balita untuk kategori pendek dengan z-score < –2 SD, dan 
dikategorikan sangat pendek < –3 SD (KEMENKES 2011). 
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V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten (PPU) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan 
Timur yang memiliki karakteristik wilayah berupa perpaduan daratan seluas 
3.060,82 km² dan wilayah laut seluas 272,24 km² (Gambar 4). Secara geografis, 
kabupaten ini memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Kutai 
Kartanegara di sebelah utara, Kota Balikpapan dan Selat Makassar di sebelah timur, 
Kabupaten Paser di sebelah selatan, serta Selat Makassar di sebelah barat. Secara 
administratif, Kabupaten PPU terbagi menjadi empat kecamatan, yaitu Penajam, 
Waru, Babulu, dan Sepaku, yang terdiri atas 30 desa dan 24 kelurahan. Selain 
berfungsi sebagai pusat permukiman, wilayah-wilayah tersebut juga berperan 
sebagai jalur distribusi barang dan mobilitas penduduk karena dilalui oleh Jalan 
Trans-Kalimantan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan wilayah selatan 
Kalimantan hingga Provinsi Kalimantan Selatan (PEMKAB PPU 2021). 

Peran strategis Kabupaten PPU semakin meningkat sejak ditetapkan sebagai 
lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kabupaten ini berperan sebagai 
wilayah penyangga IKN, dengan sebagian wilayah Kecamatan Sepaku ditetapkan 
sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) (PRI 2022a). Penetapan tersebut 
mendorong perubahan tata ruang melalui berkembangnya kawasan terbangun pada 
wilayah yang sebelumnya didominasi oleh fungsi pertanian dan kehutanan. 
Perubahan tersebut juga diikuti oleh peningkatan mobilitas penduduk, aktivitas 
ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berpotensi memengaruhi kondisi 
sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan masyarakat. 

Karakteristik wilayah Kabupaten PPU yang beragam menyebabkan dampak 
pembangunan tidak selalu dirasakan secara merata di setiap desa/kelurahan. 
Desa/kelurahan yang berada di sekitar kawasan IKN maupun pusat pertumbuhan 
ekonomi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, layanan 
dasar, dan aktivitas ekonomi dibandingkan desa/kelurahan yang berlokasi lebih 
jauh. Sebaliknya, beberapa desa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap 
layanan dasar, tingginya tingkat kemiskinan, serta perbedaan potensi sumber daya 
pangan. Variasi kondisi tersebut menunjukkan bahwa gambaran ketahanan pangan 
pada tingkat kabupaten belum tentu mencerminkan kondisi masing-masing desa. 
Oleh karena itu, analisis pada tingkat desa menjadi penting untuk mengidentifikasi 
variasi ketahanan pangan dan menentukan prioritas intervensi yang lebih sesuai 
dengan karakteristik wilayah. 

Seiring dengan transformasi wilayah tersebut, perubahan kondisi sosial 
ekonomi antarwilayah juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat, 
termasuk ketahanan pangan dan kesehatan. Dalam konteks ini, (IKP) digunakan 
untuk mengukur kondisi ketahanan pangan berdasarkan dimensi ketersediaan, 
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta menganalisis hubungannya dengan 
prevalensi stunting pada balita. Pendekatan pada tingkat desa diharapkan mampu 
memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variasi ketahanan pangan 
dibandingkan analisis pada tingkat kabupaten, sehingga dapat mendukung 
penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. 



38 
 

 

  

Gambar 4  Peta tematik tingkat ketahanan pangan dan prevalensi stunting pada 
desa/kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Sumber: Data Desa 
Presisi Kabupaten PPU 2023, e-PPGBM dinas kesehatan PPU 2023, 
peta batas desa Badan Informasi Geospasial (BIG) 2016, WHO 2019) 
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5.1 Status Indikator IKP Desa/Kelurahan di Kabupaten PPU 

Penilaian status ketahanan pangan desa/kelurahan berperan penting dalam 
mengidentifikasi tingkat kerentanan dan ketimpangan kondisi pangan antar wilayah 
di Kabupaten PPU. Analisis ini menggunakan sembilan indikator penyusun IKP 
yang disajikan pada Tabel 4 sebagai dasar penilaian sekaligus untuk 
menggambarkan variasi kondisi antar desa/kelurahan. Mengacu pada kerangka 
IKP, indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu 
ketersediaan pangan, akses/keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. 
Aspek ketersediaan pangan diwakili oleh indikator rasio luas lahan pertanian 
terhadap jumlah penduduk, aspek akses/keterjangkuan pangan meliputi indikator 
persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, indikator persentase RT dengan 
proporsi pengeluaran pangan > 65% di desa, dan indikator persentase rumah tangga 
tanpa akses listrik di desa, sedangkan aspek pemanfaatan pangan mencakup 
indikator rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, indikator 
persentase rumah tangga tanpa akses air minum layak, indikator rasio jumlah 
penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, indikator persentase 
balita stunting, dan indikator angka harapan hidup. Uraian berikut menjelaskan 
kondisi ketahanan pangan desa berdasarkan tiga aspek tersebut: 

 
1. Aspek ketersediaan pangan di desa/kelurahan: 

a) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 
Aspek ketersediaan pangan direpresentasikan oleh rasio luas lahan 

pertanian terhadap jumlah penduduk. Kelurahan Sepan mencatatkan rasio lahan 
pertanian tertinggi sebesar 0,16 ha/kapita, disusul oleh Desa Bukit Subur dan 
Sumber Sari dengan nilai yang sama yaitu sebesar 0,15 ha/kapita (Tabel 5). 
Tingginya rasio ketersediaan lahan di Kelurahan Sepan dan Desa Bukit Subur 
disebabkan oleh luas wilayah administratif yang didominasi kawasan budidaya 
tanaman pangan serta perkebunan karet dan sawit (BPS PPU 2025a). Angka 
tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lahan untuk dikelola masyarakat 
berada diatas rata-rata desa/kelurahan (0,04) lain, dengan mayoritas penduduk 
bermata pencaharian sebagai pekebun. Sementara itu, Desa Sumber Sari 
memiliki area persawahan cukup luas berkat dukungan sistem irigasi yang 
memadai. Tingkat kepadatan penduduk atau tekanan pertambahan penduduk di 
desa ini tergolong rendah, dengan konsentrasi penduduk terfokus pada titik-titik 
permukiman tertentu. Mayoritas penduduk di wilayah ini bermata pencaharian 
petani (BPS PPU 2025a).  

Data tersebut mengindikasikan bahwa ketiga daerah tersebut memiliki 
lahan yang luas untuk aktivitas pertanian maupun perkebunan. Hal ini didukung 
oleh penetapan wilayah IKN yang tetap mempertahankan kawasan hijau dan 
penyangga pangan (DITJEN BINA PEMDES 2025). Berdasarkan data 
geoportal pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara, Desa Bukit Subur dan 
kelurahan Sepan termasuk dalam kawasan hutan produksi atau perkebunan yang 
membatasi kepadatan hunian (BPS PPU 2025a). Penetapan status tersebut 
berfungsi sebagai instrumen pengendali yang membatasi ekspansi kawasan 
hunian secara masif. Akibatnya, pertumbuhan fisik bangunan dan kepadatan 
hunian terkendali secara administratif sehingga konsentrasi penduduk tetap 
berada pada zonasi tertentu yang relatif sempit dibandingkan dengan total luas 
wilayah desa (PEMKAB PPU 2024). 
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Tabel 5 Profil indikator IKP tingkat desa/kelurahan di Kabupaten PPU 

Desa/ 
Kelurahan 

Ketersediaan Akses Pemanfaatan 
Total Indikator  

1 
Indikator 

2 
Indikator   

3 
Indikator 

4 
Indikator  

5 
Indikator 

6 
Indikator 

7 
Indikator 

8 
Indikator 

9 
Api-Api 0,03 15,73 21,19 8,47 9,21 0,85 0,65 7,55 66,9 130,58 

Babulu Darat 0,05 20,16 12,01 2,52 9,86 0,19 2,92 9,84 67,74 125,29 

Babulu Laut 0,01 23,04 19,09 8,71 8,01 0 1,41 26,36 61,74 148,37 

Bangun Mulya 0 15,5 6,09 5,65 9,94 0,43 0,67 3,76 69,16 111,20 

Bukit Subur 0,15 21,83 16,67 19,7 8,62 4,55 2,51 26,53 56,18 156,74 

Buluminung 0,04 25,13 12,78 6,02 7,53 0 1,18 36,17 58,8 147,65 

Gersik 0 20,36 25 4,17 9,5 2,08 0,3 19,78 60,72 141,91 

Giri Mukti 0 11,93 7,69 1,47 10,92 0 0,41 2,89 61,49 96,80 

Giri Purwa 0,01 3,06 6,71 2,44 11,23 0 0,8 1,02 65,95 91,22 

Gunung Intan 0,04 8,19 6,78 11,86 9,75 0,56 0,46 12,94 62,08 112,66 

Gunung Makmur 0,06 10,32 11,11 27,78 9,2 0 0,49 6,87 65,03 130,86 

Gunung Mulia 0,13 18,3 18,8 10,26 9,36 0,85 0,32 13,19 67,62 138,83 

Gunung Seteleng 0 23,92 12,37 1,72 10,78 1,03 0,25 20,49 62,34 132,90 

Jenebora 0 18,59 8,76 7,83 8,41 0,46 0,09 27,54 59,14 130,82 

Kampung Baru 0 14,41 11,11 14,81 9,15 0 0,07 5,13 62,81 117,49 

Labangka 0,05 17,42 18,95 7,84 8,62 0 5,35 7,33 62,17 127,73 

Labangka Barat 0,04 6,45 14,2 10,8 9,94 1,14 3,3 17,35 57,21 120,43 

Lawe-Lawe 0 8,24 8,51 1,42 10,77 0 0,28 1,05 61,44 91,71 

Maridan 0,03 23,63 10,23 10,8 10,53 11,36 1,38 14,77 63,93 146,66 

Nenang 0,01 21,33 15,52 3,58 10,36 0 0,67 20,00 61,76 133,23 

Nipah-Nipah 0 25,81 15,03 8,67 10,91 0 0,28 29,23 63,86 153,79 

Pantai Lango 0 37,14 35,81 16,89 7,17 0 0,16 26,50 56,73 180,40 

Pejala 0,02 24,38 16,18 0 9,2 0 0,09 0,00 58,87 108,74 
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Tabel 5 Profil indikator IKP tingkat desa/kelurahan di Kabupaten PPU (lanjutan) 

Desa/ 
Kelurahan 

Ketersediaan Akses Pemanfaatan 
Total Indikator  

1 
Indikator 

2 
Indikator   

3 
Indikator 

4 
Indikator  

5 
Indikator 

6 
Indikator 

7 
Indikator 

8 
Indikator 

9 
Penajam 0 63,22 41,18 7,99 9,67 0,41 0,09 28,38 63,57 214,51 

Petung 0 16,17 12,29 2,12 10,09 0,42 0,08 2,25 64,46 107,88 

Rawa Mulia 0,06 37,41 27,78 7,41 9,46 0 0,81 13,08 63,45 159,46 

Riko 0,13 35,6 14,43 4,12 7,23 0 0,13 20,00 58,05 139,69 

Rintik 0,05 31,43 16,83 3,96 8,54 0 5,76 5,43 64,14 136,14 

Salo Loang 0,02 10,84 5,32 0 9,97 1,06 0,61 2,78 61,38 91,98 

Sebakung Jaya 0,06 17,55 23,38 24,68 9,71 0 0,58 17,05 67,96 160,97 

Sepan 0,16 39,19 23,64 23,64 7,74 0 0,15 22,64 64,68 181,84 

Sesulu 0,01 17,17 14,48 5,43 9,07 0,45 1,35 16,44 66,84 131,24 

Sesumpu 0,02 10,1 7,94 3,17 8,03 0 1,96 17,46 66,28 114,96 

Sidorejo 0,02 4,15 3,8 3,26 10,48 0 0,14 0,00 58,94 80,79 

Sotek 0,08 29,15 18,29 17,11 8,95 0,29 0,24 19,29 55,75 149,15 

Sri Raharja 0,07 43,06 26,92 34,62 10,35 0 0,27  17,19 61,08 193,56 

Sumber Sari 0,15 21,53 22,43 5,61 9,46 0 0,3 6,25 63,19 128,92 

Sungai Parit 0,02 7,27 6,77 2,79 11,18 0 0,19 19,15 58,99 106,36 

Tanjung Tengah 0,05 19,34 14,63 3,05 8,78 0,61 0,18 1,16 63,13 110,93 

Waru 0,03 20,97 14,42 15,18 10,09 0,78 5,6 3,32 61,2 131,59 

Total 1,6 839,02 625,12 357,55 377,77 27,52 42,48 548,16 2496,76 5315,98 

Aspek Ketersediaan: Indikator 1 Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk (ha/kapita); Aspek Akses: Indikator 2 Persentase penduduk di bawah garis 
kemiskinan (%); Indikator 3 Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran (%); Indikator 4 Persentase 
rumah tangga tanpa akses listrik (%); Aspek Pemanfaatan: Indikator 5 Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun (tahun); Indikator 6 Persentase 
rumah tangga tanpa akses ke air minum layak (%); Indikator 7 Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk (𝑘𝑚ଶ/nakes); 
Indikator 8 Persentase balita stunting (%); Indikator 9 Angka harapan hidup (tahun), IKP: indeks ketahanan pangan.
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Kondisi ini memosisikan ketiga daerah tersebut sebagai wilayah 
berkapasitas produksi pangan lokal yang relatif lebih mandiri dibandingkan 
dengan desa/kelurahan lain di Kabupaten PPU. Ketersediaan lahan pertanian 
yang memadai merupakan aset strategis yang mendukung masyarakat dalam 
menjalankan sistem produksi pangan berbasis kearifan lokal guna menjamin 
ketersediaan pangan dan mengurangi ketergantungan dari daerah lain. Dengan 
luas lahan cukup, rumah tangga petani mampu melakukan diversifikasi 
komoditas, mulai dari tanaman pangan pokok hingga hortikultura, yang 
memperkuat struktur ketahanan pangan tingkat desa. Hal ini menciptakan nilai 
tambah ekonomi yang mengurangi kerentanan masyarakat terhadap fluktuasi 
harga pasar dan gangguan rantai pasok. Menurut Muryono dan Utami (2020) 
serta Noviwiyanah dan Yudhistira (2024), peningkatan luas lahan sawah sebesar 
10 ha akan meningkatkan produksi padi sebesar 4,52% dan menurunkan rasio 
konsumsi normatif serealia per kapita sebesar 0,0208 secara signifikan. 

Sebaliknya, Desa Bangun Mulya, kelurahan Gersik, Desa Giri Mukti, 
kelurahan Gunung Seteleng, Jenebora, Kampung Baru, Lawe-Lawe, Nipah-
Nipah, Pantai Lango, Penajam, dan Petung mencatatkan rasio lahan pertanian 
sebesar 0,00 ha/kapita (Tabel 5). Wilayah kelurahan Nipah-Nipah dan Penajam 
merupakan pusat perkantoran pemerintah, sementara Petung merupakan pusat 
perdagangan utama dengan kepadatan bangunan komersial yang tinggi. Desa-
desa ini mencerminkan pusat ekonomi dan administrasi Kabupaten PPU. 
Dampaknya, lahan yang dulunya berupa sawah atau ladang telah beralih fungsi 
menjadi kawasan permukiman padat, infrastruktur jalan, dan fasilitas publik, 
sehingga lahan untuk kegiatan pertanian tidak lagi memadai (BPS PPU 2025a). 

Kelurahan Jenebora, Gersik, dan Pantai Lango didominasi oleh kawasan 
industri berat, pelabuhan, dan logistik di sepanjang garis pantai, sehingga tidak 
tersedia lahan untuk pertanian. Mata pencaharian penduduk umumnya adalah 
buruh industri dan nelayan. Sementara itu, kelurahan Lawe-Lawe merupakan 
wilayah spesifik yang didominasi oleh operasional industri migas (terminal 
tanker dan kilang). Hal ini menunjukkan ketiadaan lahan pertanian produktif 
sehingga pemenuhan kebutuhan pangan bergantung pada pasokan luar wilayah. 
Absennya lahan pertanian mengindikasikan tekanan alih fungsi lahan yang 
tinggi akibat perkembangan industri dan pembangunan infrastruktur yang 
mengancam ketahanan pangan (Prasada dan Rosa 2018; Putri et al. 2024). Luas 
lahan yang dimiliki serta diolah oleh rumah tangga berpengaruh positif terhadap 
total pendapatan masyarakat (Zulkifli et al. 2023). 

Variasi rasio luas lahan pertanian per kapita antar desa/kelurahan di 
Kabupaten PPU menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dalam mendukung 
ketersediaan pangan mandiri. Wilayah dengan rasio lahan tinggi cenderung 
memiliki potensi produksi pangan lebih kuat dan tingkat ketergantungan yang 
lebih rendah terhadap pasokan eksternal, sedangkan wilayah dengan rasio nol 
mencerminkan tingginya tekanan alih fungsi lahan akibat perkembangan 
kawasan perkotaan, industri, dan infrastruktur. Pengelolaan tata ruang yang 
seimbang menjadi kunci dalam keberlanjutan ketahanan pangan, khususnya di 
wilayah dengan transformasi ekonomi dan pembangunan yang pesat, seperti di 
Kabupaten PPU.
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2. Aspek akses/keterjangkauan pangan di desa/kelurahan: 
a) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 

Aspek akses atau keterjangkauan pangan tercermin melalui indikator 
kemiskinan, proporsi pengeluaran pangan rumah tangga, serta akses terhadap 
infrastruktur dasar seperti listrik. Untuk indikator kemiskinan, Kelurahan 
Penajam menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi tertinggi dengan persentase 
penduduk miskin mencapai 63,22% dari total populasi (Tabel 5). Wilayah ini 
memiliki rasio lahan pertanian nol, sehingga penduduk tidak memiliki basis 
produksi pangan mandiri untuk bertahan saat kondisi ekonomi sulit (Tabel 5). 
Kondisi ini mendorong ketergantungan yang tinggi pada pendapatan dari sektor 
formal dan upah buruh. Ketika biaya hidup meningkat, kerentanan ekonomi 
masyarakat juga meningkat dan berpotensi mendorong rumah tangga jatuh ke 
bawah garis kemiskinan (Susanto dan Pangesti 2021). Selain itu, peran 
Kelurahan Penajam sebagai pusat aktivitas ekonomi menarik pendatang maupun 
warga desa sekitar untuk mencari pekerjaan dengan harapan memperoleh 
penghasilan yang lebih baik. Akan tetapi pada praktiknya, peluang kerja yang 
tersedia didominasi oleh sektor informal, seperti buruh, pedagang kecil, dan 
karyawan, yang umumnya memberikan pendapatan tidak menentu (BPS PPU 
2024a). 

Kelurahan Penajam merupakan wilayah pesisir berada di kecamatan 
Penajam dan merupakan ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara (PEMKAB 
PPU 2021). Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, kelurahan 
Penajam memiliki perputaran ekonomi yang tinggi, namun distribusinya 
cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu seperti aparatur sipil negara 
dan tenaga profesional (Aisyah et al. 2023). Masyarakat dengan tingkat 
pendidikan rendah menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal 
yang layak, sehingga tetap terjebak dalam sektor informal karena kesulitan 
dalam bersaing di pasar kerja (Rungkat et al. 2020). Kondisi ini menyebabkan 
angka kemiskinan secara statistik tetap tinggi meski wilayahnya menunjukkan 
kemajuan infrastruktur. (Oktavia et al. 2024). Di sisi lain, pembangunan fisik 
yang berlangsung belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan kapasitas 
ekonomi masyarakat lokal (pemberdayaan) secara optimal. Masyarakat 
kehilangan akses terhadap lahan sebagai sumber penghidupan, tanpa diikuti 
integrasi ke sektor ekonomi baru, yang semakin memperlemah posisi 
masyarakat lokal di tengah arus urbanisasi dan masuknya pendatang (Mulyana 
et al. 2023). 

Tingginya kemiskinan di Kelurahan Penajam mengindikasikan adanya 
kemiskinan struktural yang membatasi kemampuan rumah tangga dalam 
mengakses pangan secara layak. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi lemah 
cenderung memiliki proporsi pengeluaran pangan yang lebih tinggi, yang 
mengindikasikan kerentanan ekonomi yang besar (Hutapea dan Prasetyo 2025). 
Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan turut memperkuat kondisi kemiskinan 
yang terjadi. Di wilayah perdesaan Kalimantan Timur, sebanyak 71,18% kepala 
rumah tangga hanya berpendidikan sekolah dasar (Hakim dan Mualifah 2020). 
Kondisi serupa juga terlihat di kelurahan Penajam, angkatan kerja didominasi 
oleh lulusan SD (45%) dan SMP (15%), sementara lulusan sarjana hanya 
mencapai 10% (PEMKAB PPU 2024). Keterbatasan kualitas sumber daya 
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manusia ini menjadi kendala utama dalam memperoleh pekerjaan yang stabil 
dan berpenghasilan memadai. 

Sebaliknya, Desa Giri Purwa menunjukkan kondisi yang lebih baik dengan 
tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,06% (Tabel 5). Mayoritas penduduk di 
wilayah ini bekerja di sektor pertanian dan perkebunan mandiri dengan 
kepemilikan lahan yang sah (bersertifikat), sehingga memiliki kepastian usaha 
dan hukum serta akses terhadap modal. Stabilitas ekonomi desa ini didukung 
oleh strategi diversifikasi usaha, yang mengintegrasikan perkebunan kelapa 
sawit, peternakan, dan hortikultura. Diversifikasi tersebut berfungsi sebagai 
mekanisme penyangga terhadap fluktuasi harga komoditas, sehingga risiko jatuh 
ke bawah garis kemiskinan relatif rendah (Trisbyono et al. 2023). Secara 
geografis, desa ini memiliki lokasi yang strategis dengan jarak sekitar 9 km dari 
ibu kota kabupaten serta didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai untuk 
distribusi hasil pertanian dan memperluas akses pasar. Selain itu, keberadaan 
fasilitas pendukung seperti pertokoan, warung kuliner, dan jaringan 
telekomunikasi yang baik turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat (BPS 
PPU 2025a). 

Perbedaan kondisi antara kelurahan Penajam dan Desa Giri Purwa 
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sangat memengaruhi akses terhadap 
pangan. Tingkat kemiskinan yang rendah mencerminkan stabilitas ekonomi dan 
daya beli yang lebih baik terhadap pangan bergizi, sedangkan kemiskinan yang 
tinggi membatasi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan 
pangan (Iskandar 2017). Konsumsi pangan sangat berhubungan dengan 
kemiskinan karena rumah tangga miskin umumnya lebih fokus pada pemenuhan 
kebutuhan pangan dibandingkan non pangan (Sen 2010). Rumah tangga miskin 
cenderung memprioritas pengeluaran untuk pangan dibandingkan kebutuhan 
lainnya, sehingga memiliki kapasitas ketahanan pangan yang rendah 
(BAPPENAS 2015; Ainistikmalia et al. 2022). 

 
b) Persentase RT dengan proporsi pengeluaran pangan > 65%  

Kelurahan Penajam menempati posisi terburuk pada indikator akses 
ekonomi dengan 41,18% rumah tangga memiliki proporsi pengeluaran pangan 
> 65% (Tabel 5). Persentase ini menunjukkan minimnya fleksibilitas ekonomi 
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan non-pangan esensial (sandang, 
papan). Tingginya proporsi rumah tangga tersebut berkaitan dengan 
posisi Kelurahan Penajam sebagai wilayah penyangga IKN yang mengalami 
tekanan pembangunan yang intensif. Penelitian Anisa dan Januarita (2024) 
menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya secara spesifik 
mengatur hubungan antara ketenagakerjaan dan perlindungan masyarakat lokal 
yang terdampak. Kondisi ini memicu tekanan inflasi lokal, dimana peningkatan 
permintaan akibat pembangunan infrastruktur IKN tidak diimbangi dengan 
ketersediaan rantai pasok pangan lokal yang memadai, sehingga menyebabkan 
kenaikan harga komoditas pangan. Kenaikan harga tersebut menjadi beban yang 
signifikan bagi rumah tangga berpendapatan rendah (Maulana et al. 2024). 
Situasi ini menciptakan ketimpangan, dimana pertumbuhan fisik dan ekonomi 
berlangsung pesat di pusat pemerintahan, namun di sisi lain rumah tangga tetap 
terjebak dalam kondisi miskin dan harus mengalokasikan sebagian besar 
pendapatan untuk pangan (Sen 2010). Kondisi ini semakin diperparah oleh rasio 
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lahan pertanian sebesar 0,00 ha/kapita (Tabel 5), yang menghilangkan 
kemampuan produksi pangan mandiri dan menjadikan rumah tangga sebagai 
konsumen yang sangat rentan terhadap kenaikan harga (BPS PPU 2024a). 

Proporsi pengeluaran pangan yang melebihi 65% merupakan salah satu 
indikator yang dapat digunakan untuk menilai kerentanan ekonomi rumah 
tangga (BAPANAS 2023). Semakin besar proporsi tersebut, semakin rendah 
tingkat kesejahteraan dan semakin tinggi risiko kerawanan pangan, karena 
sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
konsumsi (Sen 2010; BAPANAS 2023). Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah 
anggota keluarga dan tingkat pendapatan (Rungkat et al. 2020). Sumber 
pendapatan yang terbatas menentukan daya beli dan proporsi pengeluaran 
pangan RT (Iskandar 2017). Dominasi pengeluaran pangan (> 65%) dari total 
pendapatan mengakibatkan rumah tangga masuk ke kategori rawan pangan. Hal 
ini didukung oleh penelitian Sihite et al. (2021) menunjukkan adanya hubungan 
signifikan antara pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan dengan 
ketahanan pangan rumah tangga (p < 0,05). 

Sebaliknya, Desa Sidorejo mencatatkan nilai terbaik dengan hanya 3,80% 
rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran pangan di atas 65%  dari total 
pengeluaran rumah tangga (Tabel 5). Mayoritas desa ini bekerja disektor 
pertanian  sebagai petani dan buruh tani, sehingga sektor pertanian mempunyai 
peran penting dalam menopang perekonomian desa dan menekan beban 
pengeluaran pangan rumah tangga. Desa ini juga ditetapkan sebagai desa 
percontohan pertanian presisi oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 
(ANTARA 2024).  Ketersediaan lahan persawahan yang luas memberikan basis 
produksi pangan yang kuat bagi rumah tangga. Meskipun wilayah pesisir 
Sidorejo memiliki karakteristik tanah dengan  kadar zat besi dan tingkat 
keasaman yang tinggi, adaptasi teknologi dan pemilihan varietas padi yang 
sesuai memungkinkan produksi padi tetap berjalan (Susanti et al. 2025).   

Sesuai dengan luas lahan persawahan yang dimiliki, desa ini memiliki 
basis produksi yang tinggi untuk menjamin ketahanan pangan tingkat rumah 
tangga. Meskipun wilayah Desa Sidorejo berada di pesisir namun berkat adanya 
penyuluh lapangan pertanian maka produksi padi tetap efektif (Akhmah 2020).   
Hal lain yang turut mendukung adalah Desa Sidorejo menjadi utusan dalam 
lomba desa tahan pangan di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Kantor 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi 
Kaltim di Samarinda dan meraih juara tiga pada tahun 2025. Hal ini semakin 
memperkuat Desa Sidorejo untuk menjadi desa tahan pangan dengan 
pengeluaran anggaran pangan <65% dari total pengeluaran RT, pemerintah 
memberikan apresiasi berupa bantuan alat mesin pertanian  dan pupuk 
(DISKOMINFO PPU 2025).  

 Hasil penelitian Sudiansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa  luas 
lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga, 
dengan nilai z hitung lebih besar dari 0,563. Selain itu, peningkatan pendapatan 
juga berkontribusi terhadap meningkatnya peluang rumah tangga untuk masuk 
dalam kategori tahan pangan. Nilai OR pada variabel luas lahan yaitu sebesar 
2,316 menunjukkan bahwa dapat di artikan bahwa setiap peningkatan luas lahan 
sebesar satu hektar dapat meningkatkan peluang rumah tangga menjadi tahan 
pangan sebesar 2,316 kali. Temuan ini menggambarkan bahwa kepemilikan 
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lahan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat 
ketahanan pangan rumah tangga. 

 
c) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik  

Desa Sri Raharja mencatatkan tingkat ketiadaan akses listrik tertinggi, 
yaitu mencapai 34,62% (Tabel 5). Keterbatasan infrastruktur energi ini 
menghambat efisiensi pengolahan pangan rumah tangga dan membatasi akses 
terhadap teknologi penunjang produktivitas (Arofah 2021). Secara langsung, 
kondisi tersebut berdampak buruk bagi proses produksi rumah tangga serta 
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi mikro di tingkat desa (Damanik et al. 
2024). Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh kebun sawit dan karet (BPS 
PPU 2024b), dengan pola pemukiman terpencar dan sebagian berada jauh dari 
jalan poros, sehingga menyulitkan jangkauan jaringan listrik PLN dan 
meningkatkan biaya pemasangan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur juga 
ditunjukkan oleh tidak tersedianya beberapa layanan publik dasar, seperti sarana 
transportasi darat (jalan aspal), kantor pos, menara telepon, pasar, dan rumah 
makan, serta kondisi jalan yang masih berupa kerikil, yang semakin 
menghambat pembangunan jaringan listrik (BPS PPU 2024b). Desa Sri Raharja 
dengan demikian merepresentasikan kemiskinan multidimensi, dimana 
ketiadaan akses listrik bagi 34,62% rumah tangga tidak hanya menjadi persoalan 
energi, melainkan juga berimplikasi pada ketahanan pangan rumah tangga. 
Rumah tangga di Desa Sri Raharja kehilangan kemampuan untuk melakukan 
pengawetan pangan secara mandiri tanpa dukungan listrik (Fujii et al. 2018), 
sehingga meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan tekanan 
ekonomi. Sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa kapasitas terpasang 
pembangkit listrik memiliki peran positif terhadap IKP di Indonesia (Samuda 
2023), yang menegaskan pentingnya akses listrik dalam mendukung ketahanan 
pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Sebaliknya, Kelurahan Pejala dan Salo Loang mencapai elektrifikasi 
sempurna, ditandai dengan tidak adanya rumah tangga tanpa akses listrik 
(0,00%) (Tabel 5). Kedekatan lokasi dengan pusat pemerintahan memudahkan 
PLN dalam melakukan penetrasi jaringan tanpa hambatan kawasan hutan, 
sementara kepadatan penduduk yang relatif tinggi menjadikan kedua wilayah ini 
sebagai prioritas pengembangan karena biaya pemasangan listrik lebih efisien 
dibandingkan wilayah terpencil (KEMEN ESDM 2021). Ketersediaan 
infrastruktur juga didukung oleh keberadaan berbagai fasilitas publik seperti 
hotel, menara telepon, kantor koperasi, dan pasar yang telah memanfaatkan 
energi listrik, serta sarana transportasi berupa trayek angkot tetap dan jalan aspal 
beton yang mempermudah PLN mengakses lokasi untuk pemasangan 
infrastruktur (BPS PPU 2025a). Pencapaian elektrifikasi penuh ini memberikan 
modal penting bagi peningkatan produktivitas ekonomi lokal, dimana 
ketersediaan energi yang merata terbukti berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah serta mendukung keberlangsungan 
usaha masyarakat (Arofah 2021; Ulkya et al. 2024). Selain itu, akses listrik juga 
memungkinkan masyarakat, termasuk petani, untuk memanfaatkan teknologi 
dan peralatan pertanian modern guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan 
produksi pangan (Firdaus et al. 2025).  
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4. Aspek pemanfaatan pangan tingkat desa/kelurahan: 
a) Rata-rata Lama Sekolah Perempuan Berusia di Atas 15 Tahun 

Aspek pemanfaatan pangan dalam penentuan status ketahanan pangan 
mencakup empat indikator, yaitu rata-rata lama sekolah perempuan berusia di 
atas 15 tahun, akses ke air minum layak, akses ke layanan kesehatan, prevalensi 
stunting, dan angka harapan hidup (BAPANAS 2023). Tabel 5 menunjukkan 
bahwa rata-rata lama sekolah perempuan tertinggi di Kabupaten PPU dimiliki 
oleh Desa Giri Purwa, yaitu 11,23 tahun atau setara dengan pendidikan tingkat 
SMA. Kondisi ini didukung oleh lokasi desa yang strategis dan dekat dengan 
fasilitas pendidikan, sehingga memudahkan akses masyarakat untuk menempuh 
pendidikan. Selain itu, rendahnya tingkat kemiskinan rumah tangga 
memungkinkan keluarga untuk memprioritaskan biaya pendidikan anak 
perempuan hingga jenjang menengah ke atas (lulus SMA). Situasi ini juga 
mengurangi tekanan ekonomi yang biasanya mendorong remaja perempuan 
untuk segera bekerja atau menikah di usia muda (BPS PPU 2024b). 

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan perempuan 
berkontribusi pada peningkatan literasi kesehatan dan kualitas pengasuhan anak 
(Olsa et al. 2018). Pendidikan ibu yang memadai meningkatkan peluang 
penerapan pola asuh yang tepat serta menurunkan risiko masalah gizi pada anak. 
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Oktaviasih et al. (2022) yang 
menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengetahuan gizi ibu dan 
status gizi anak (p=0,014). Secara lebih luas, pendidikan perempuan juga 
berperan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan 
pembangunan di tingkat perdesaan (Jumiati dan Chadijah 2024). Bekal kognitif 
dan literasi dari pendidikan formal setara SMA memungkinkan perempuan 
memahami kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan keluarga, termasuk 
ketahanan pangan rumah tangga (Lemaking et al. 2022). Perempuan 
berpendidikan memiliki kapasitas lebih baik dalam pengambilan keputusan dan 
mengelola berbagai aktivitas ekonomi rumah tangga. Dalam konteks yang lebih 
luas, perempuan di perdesaan yang berpendidikan dipandang sebagai fondasi 
penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama dalam 
menghadapi tantangan pembangunan dan perubahan global (Malik et al. 2025). 

Sebaliknya, Kelurahan Pantai Lango menunjukkan kondisi yang kurang 
menguntungkan dengan rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 7,17 tahun 
(Tabel 5). Mayoritas masyarakat di pesisir ini bekerja sebagai nelayan dan buruh 
(BPS PPU 2025a), yang secara struktural membatasi akses terhadap pendidikan. 
Perempuan dan anak-anak di keluarga nelayan sering menghadapi kendala 
ekonomi yang menghambat keberlanjutan pendidikan (Adzkiyak 2024). Selain 
itu, lokasi sekolah yang berpusat di ibu kota kecamatan menyebabkan tingginya 
biaya dan waktu tempuh, sehingga remaja harus melakukan upaya ekstra untuk 
tetap bersekolah. Kondisi geografis yang didominasi jalur air juga membuat 
orang tua cenderung lebih protektif terhadap anak perempuan yang pada 
akhirnya meningkatkan risiko putus sekolah (Sadriani dan Arifin 2025). Dalam 
banyak kasus, anak perempuan turut terlibat dalam aktivitas domestik maupun 
ekonomi keluarga, seperti membantu pengolahan hasil laut atau menjaga adik 
saat orang tua bekerja, sehingga pendidikan menjadi terabaikan (BPS PPU 
2025a). 
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Rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan di Kelurahan Pantai Lango 
tidak hanya mencerminkan keterbatasan capaian pendidikan, tetapi juga 
menunjukkan kerentanan multidimensional yang berdampak pada kualitas 
pemanfaatan pangan. Pendidikan perempuan dalam rumah tangga berperan 
penting dalam menentukan kualitas asupan gizi keluarga (Ni’mah dan Muniroh 
2016). Keterbatasan pengetahuan menyebabkan pemenuhan pangan cenderung 
berfokus pada kuantitas kalori tanpa memperhatikan keragaman dan kecukupan 
zat gizi mikro sesuai prinsip Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). 
Dalam jangka panjang, kondisi ini meningkatkan risiko gangguan gizi, terutama 
pada balita. Penelitian di wilayah pesisir di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli 
Tengah menunjukkan bahwa pengetahuan gizi ibu memiliki hubungan 
signifikan dengan ketahanan pangan keluarga (Naibaho dan Aritonang 2022). 
Rendahnya tingkat pendidikan (khususnya pada jenjang SMP) membatasi 
kemampuan ibu dalam mengakses dan memahami informasi kesehatan modern, 
sehingga meningkatkan risiko kerawanan gizi pada balita akibat kurangnya 
pemahaman tentang keragaman pangan (Ni’mah dan Nadhiroh 2016). 

 
b) Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Minum Layak 

Kelurahan Maridan mencatatkan angka RT dengan air minum tidak layak 
tertinggi sebesar 11,36% rumah tangga (Tabel 5). Kondisi ini berkaitan dengan 
penetapan Kelurahan Maridan sebagai kawasan industri melalui Perda No. 3 
Tahun 2014, mengingat wilayah ini secara geografis berada pada area industri 
kayu dan perkebunan (PEMKAB PPU 2014a). Aktivitas industri serta 
pembukaan lahan perkebunan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi 
kualitas air di sungai, air permukaan, dan air tanah (Anggraini et al. 2023). 

Status Kelurahan Maridan sebagai pusat industri juga menjadikannya 
lokasi konsentrasi pekerja pendatang dengan pertumbuhan permukiman yang 
berlangsung cepat. Perkembangan tersebut tidak selalu diikuti oleh penyediaan 
sistem sanitasi yang memadai, sehingga limbah domestik mencemari sumber air 
masyarakat (Aryana dan Sudiadnyana 2023). Selain itu, penduduk di Kelurahan 
Maridan tersebar pada wilayah yang relatif jauh dari pusat distribusi air bersih 
kabupaten, sehingga sebagian warga masih mengandalkan sumur gali atau air 
hujan yang secara kualitas belum memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini 
diperburuk oleh karakteristik tanah setempat yang memiliki tingkat keasaman 
yang tinggi (PEMKAB PPU 2014b). Keterbatasan akses air layak tersebut 
meningkatkan risiko penyakit infeksi pada balita yang pada akhirnya 
mengganggu proses penyerapan gizi secara optimal, dimana kualitas sanitasi 
yang buruk memiliki korelasi yang kuat dengan gangguan kesehatan anak 
(Wulandari et al. 2019). 

Sebaliknya, sebanyak 22 desa/kelurahan, termasuk Buluminung, Giri 
Mukti, Giri Purwa, dan Gunung Makmur, telah mencapai akses 100% terhadap 
air minum layak (Tabel 5). Kondisi ini tidak terlepas dari keberadaan pipa utama 
instalasi pengolahan air milik PDAM yang melintasi wilayah tersebut, sehingga 
mengurangi hambatan teknis sekaligus biaya penyambungan jaringan air minum 
ke rumah tangga. Pemerintah juga menetapkan wilayah-wilayah ini sebagai 
prioritas pengembangan  jaringan distribusi air bersih karena memiliki 
kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta berada di sepanjang jalan poros 
utama (Hasnawiyah et al. 2022). Di samping itu, Desa Giri Mukti dan Gunung 
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Makmur berperan sebagai pusat layanan tingkat kecamatan, sementara 
dukungan akses listrik yang baik turut memungkinkan operasional pompa air 
otomatis di rumah tangga sehingga ketersediaan air bersih tetap stabil (Amalia 
dan Sugiri 2014). Pada saat yang sama, Desa Giri Purwa didukung oleh tingkat 
kemiskinan yang rendah sehingga memungkinkan rumah tangga memiliki 
kemampuan finansial untuk membangun sumur bor atau membayar iuran 
layanan air bersih secara rutin (BPS PPU 2025a). 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur air minum 
layak telah relatif berhasil menjangkau sebagian besar wilayah penduduk. 
Ketersediaan air bersih yang disertai penerapan perilaku hidup bersih dan sehat 
berkontribusi terhadap peningkatan status gizi masyarakat secara berkelanjutan 
(Desyanti dan Nindya 2017). Dalam konteks ini, kesadaran terhadap pentingnya 
air bersih menjadi aspek penting dalam mencegah pencemaran lingkungan serta 
mengurangi risiko penyakit berbasis air yang dapat berdampak pada gangguan 
kesehatan keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil uji statistik Rezki et al. (2024) 
yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara sumber air minum 
(p=0,022) dan kualitas fisik air minum (p=0,006) dengan kejadian stunting. 

 
c) Rasio Jumlah Penduduk per Tenaga Kesehatan terhadap Kepadatan 

Penduduk 
Desa Rintik mencatatkan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan paling 

serius dengan rasio beban pelayanan mencapai 5,76 km persegi per tenaga 
kesehatan (Tabel 5). Kondisi ini tidak terlepas dari pola distribusi tenaga 
kesehatan di wilayah PPU yang cenderung terkonsentrasi di pusat kecamatan 
atau kelurahan (BPS PPU 2022c). Desa Rintik sendiri merupakan desa agraris 
di wilayah pedalaman Kecamatan Babulu dan memiliki satu Poskesdes dengan 
jumlah tenaga kesehatan terbatas. Faktor geografis turut memperkuat 
ketimpangan ini, dimana keterbatasan akses terhadap listrik, ketiadaan air bersih, 
dan jaringan telekomunikasi yang tidak stabil secara signifikan menurunkan 
tingkat retensi (minat bertahan) tenaga kesehatan untuk menetap di wilayah 
terpencil. Ketiadaan infrastruktur dasar tersebut pada akhirnya mendorong 
tenaga kesehatan untuk berpindah dan terkonsentrasi di wilayah pusat kota yang 
menawarkan kualitas hidup lebih baik (Efendi dan Kurniati 2013). Hambatan 
lain juga terlihat dari jarak Desa Rintik ke ibu kota  kecamatan yang mencapai 
10 km dan ke ibu kota kabupaten sekitar 60 km ditambah tidak tersedianya 
menara telekomunikasi yang menyebabkan sinyal komunikasi sulit, sehingga 
menghambat koordinasi terutama dalam proses rujukan pasien fasilitas 
kesehatan utama di ibu kota kabupaten (BPS PPU 2024b).  

Nilai rasio 5,76 yang dimiliki oleh Desa Rintik mengindikasikan tingginya 
beban kerja berat tenaga kesehatan dalam upaya menjangkau populasi yang ada, 
yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas pelayanan medis secara 
keseluruhan. Kondisi kekurangan sumber daya manusia kesehatan ini juga 
menghambat efektivitas pemantauan pertumbuhan balita serta pelaksanaan 
edukasi gizi di tingkat komunitas. Ketersediaan rasio tenaga kesehatan yang 
ideal menjadi elemen penting dalam keberhasilan intervensi kesehatan 
masyarakat (WHO 2016; KEMENKES 2023). 

Sebaliknya, Desa Kampung Baru menunjukkan kondisi jauh lebih optimal 
dengan rasio tenaga kesehatan sebesar 0,07 (Tabel 5). Desa ini berada relatif 
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dekat dengan pusat Kecamatan Penajam dan juga berjarak sekitar 16 km dari 
ibukota kabupaten, sehingga secara spasial memiliki akses yang lebih terjangkau 
terhadap layanan kesehatan utama. Kedekatan dengan RSUD Ratu Aji Putri 
Botung dan Puskesmas Penajam turut memperkuat distribusi tenaga kesehatan 
di wilayah ini. Selain itu, ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan beraspal 
beton, air bersih, listrik, serta koneksi internet yang stabil memberikan 
kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya tanpa hambatan 
berarti. Jumlah penduduk yang relatif kecil, yaitu 653 jiwa, juga turut 
berkontribusi pada rendahnya rasio beban pelayanan (BPS PPU 2024a). 

Kondisi rasio yang rendah tersebut mencerminkan cakupan pelayanan 
kesehatan yang memadai, dimana masyarakat dapat memperoleh akses layanan 
medis secara lebih cepat dan intensif. Ketersediaan tenaga kesehatan yang 
proporsional juga mendukung efektivitas dini masalah gizi serta memperkuat 
pelaksanaan intervensi kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan (Olaniran et 
al. 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan 
bahwa tingginya beban kerja akibat ketidakseimbangan rasio tenaga kesehatan 
berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas layanan kesehatan (Suryani 
dan Rambe 2022). 

 
d) Persentase Balita Stunting  

Kelurahan Pejala dan Desa Sidorejo mencatat angka kejadian stunting 
terendah sebesar 0,00% (Tabel 5). Capaian ini menunjukkan bahwa pada 
pengukuran tidak ditemukan balita stunting di kedua wilayah tersebut, yang 
sekaligus mencerminkan status gizi balita yang relatif baik serta pemanfaatan 
pangan yang lebih optimal dibandingkan desa lainnya. Kondisi ini juga tidak 
terlepas dari dukungan infrastruktur dasar yang relatif mapan di kedua wilayah. 
Kelurahan Pejala yang berada di kawasan di pesisir memiliki akses langsung 
terhadap sumber protein hewani laut yang kaya omega 3 dan omega 6, dimana 
protein ikan berperan penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan otak 
anak sejak dalam kandungan (Nirmala dan Octavia 2022). Sementara itu, Desa 
Sidorejo merupakan wilayah agraris produktif dengan ketersediaan pangan 
pokok berupa karbohidrat dan sayuran yang relatif  stabil (BPS PPU 2025a). 
Kedekatan dengan sumber pangan tersebut mengurangi risiko kerawanan 
pangan di tingkat rumah tangga, sementara ketersediaan listrik memungkinkan 
penyimpanan bahan makanan seperti ikan, ayam, dan  daging dalam lemari es 
sehingga kualitas gizinya tetap terjaga (Fujii et al. 2018). Akses terhadap air 
bersih juga memperkuat kondisi ini dengan memutus rantai penularan penyakit 
berbasis pencernaan seperti diare yang dapat meningkatkan risiko stunting pada 
anak (BPS PPU 2025a).  

Ketersediaan air bersih serta akses layanan kesehatan yang memadai 
berperan sebagai faktor protektif terhadap kejadian stunting (Beal et al. 2018). 
Selain itu, kecukupan protein menjadi aspek penting dalam mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan otak anak, sehingga kemampuan. Ibu dalam 
menyiapkan makanan bergizi menjadi sangat berpengaruh (Wahyuni et al. 2024). 
Sejalan dengan hal tersebut, penelitian menunjukkan adanya peningkatan berat 
badan sebelum dan sesudah intervensi pangan lokal, serta peningkatan 
pengetahuan ibu setelah diberikan edukasi gizi terkait  persiapan  dan 
pengolahan makanan bergizi untuk anak stunting (Nurpratama et al. 2024). 
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Sebaliknya, Kelurahan Buluminung menunjukkan prevalensi stunting 
tertinggi sebesar 36,17 %, diikuti Kelurahan Nipah-Nipah sebesar 29,23% dan 
Kelurahan Penajam sebesar 28,38% (Tabel 5). Tingginya prevalensi ini 
menunjukkan beban malnutrisi kronis yang masih signifikan pada kelompok 
balita di wilayah tersebut. Kawasan Buluminung dan Penajam merupakan 
kawasan strategis yang berfungsi sebagai sentra industri dan pusat pemerintahan 
(BPS PPU 2024a). Ekspansi  kawasan industri memicu pertumbuhan 
permukiman padat bagi pekerja pendatang yang dalam banyak kasus 
berkembang tanpa diikuti sistem sanitasi memadai, sehingga meningkatkan 
risiko pencemaran air tanah dan terbentuknya kawasan permukiman kumuh 
(Pradani et al. 2017). Kondisi lingkungan tersebut berinteraksi dengan berbagai 
faktor lain seperti rendahnya asupan energi, berat badan lahir rendah, rendahnya 
pendidikan ibu, keterbatasan pendapatan, serta minimnya keragaman pangan 
yang bersama-sama meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan anak (Nugroho 
et al. 2021). Selain itu, penurunan kualitas lingkungan akibat kepadatan 
permukiman, rendahnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 
paparan asap rokok, tingginya kejadian diare, serta minimnya pemahaman gizi 
dalam keluarga turut memperbesar risiko stunting di wilayah tersebut (Anwar et 
al. 2022). 

Kelurahan Nipah-Nipah dan Penajam yang berada di wilayah perkotaan 
menghadapi tantangan berupa tingginya harga bahan pangan segar dibandingkan 
wilayah agraris, sehingga rumah tangga berpendapatan rendah memiliki 
keterbatasan akses terhadap pangan bergizi (Heryanto dan Nugraha 2022). 
Kondisi ini semakin diperkuat dengan pembangunan IKN di Provinsi 
Kalimantan Timur yang meningkatkan jumlah penduduk serta kebutuhan 
pangan (BAPPENAS 2021), sementara produksi pangan daerah belum mampu 
mencukupi sehingga ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah masih 
tinggi (BPS KALTIM 2023). Ketergantungan ini turut mendorong kenaikan 
harga pangan akibat keterbatasan suplai (Mulyono et al. 2025). Di sisi lain, 
pengembangan kawasan industri juga memicu alih fungsi lahan serta tekanan 
lingkungan yang lebih besar, termasuk peningkatan polusi udara yang 
berkontribusi terhadap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan potensi 
pencemaran air yang memicu infeksi saluran pencernaan pada balita. Infeksi 
yang berulang menurunkan kemampuan penyerapan gizi sehingga dalam jangka 
panjang meningkatkan risiko stunting. Penelitian juga menunjukkan bahwa 
keberadaan kawasan industri berkaitan dengan konsentrasi penduduk, tekanan 
infrastruktur yang melampaui kapasitas, degradasi lingkungan dengan 
peningkatan kasus ISPA hingga 25%, serta konflik sosial hingga 40% kasus 
(Ramdhani dan Zahida 2025). 

Penelitian Zulkifli (2025) terhadap 287 anak usia 6 bulan hingga 2 tahun 
di Malaysia mengenai keragaman diet minimum dan status gizi anak 
menunjukkan prevalensi stunting sebesar 25,8%, wasting 6,6%, dan 
underweight  14,6 %. Hasil uji analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan 
antara skor Minimum Dietary Diversity (MDD) dengan prevalensi stunting, 
namun uji chi-square menunjukkan bahwa konsumsi produk susu berhubungan 
signifikan dengan kejadian stunting pada anak. Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Duan (2020) juga menegaskan bahwa efek positif produk susu 
terhadap pertumbuhan linier berkaitan dengan kandungan protein asam amino, 
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peptida bioaktif, faktor pertumbuhan Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1), serta 
mineral seperti kalsium, sehingga anak yang tidak mengonsumsi susu lebih 
rentan mengalami stunting dibandingkan dengan yang mengonsumsinya (Duan 
et al. 2020; Zulkifli dan Wee 2025). 

Secara keseluruhan, kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang serta 
paparan penyakit infeksi berulang berkontribusi terhadap terhambatnya 
pertumbuhan anak (KEMENKES 2018b). Perbedaan prevalensi yang cukup 
lebar antar desa menegaskan pentingnya evaluasi kualitas data antropometri 
serta ketepatan sasaran intervensi gizi di tingkat desa. Selain itu, variasi antar 
wilayah ini juga menunjukkan bahwa determinan stunting bersifat 
multidimensional sehingga membutuhkan pendekatan intervensi yang 
terintegrasi antara sektor kesehatan, pangan, dan infrastruktur. 

 
e) Angka Harapan Hidup  

Tabel 5 menunjukkan variasi capaian AHH antarwilayah administrasi di 
Kabupaten PPU. Desa Bangun Mulya mencatat nilai tertinggi AHH mencapai 
69,16 tahun. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan sanitasi yang relatif baik, 
dimana mayoritas dari 1.531 kepala keluarga di desa ini menggunakan jamban 
sendiri (BPS PPU 2023a). Akses sanitasi layak bagi populasi sebesar 4.727 jiwa 
berperan dalam menekan penularan penyakit infeksi berbasis lingkungan. 
Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap layanan dasar seperti air minum 
layak dan sanitasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 
menurunkan beban ekonomi rumah tangga, yang secara tidak langsung berkaitan 
dengan peningkatan kualitas hidup (Putri dan Samsuddin 2025). Selain itu, 
masyarakat hanya menempuh jarak sekitar dua kilometer menuju ibukota 
kecamatan yang menyediakan fasilitas kesehatan utama (BPS PPU 2023a), 
sehingga meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan dan berkontribusi 
terhadap peningkatan AHH (Nasution dan Hasibuan 2018). Dari sisi ketahanan 
pangan, sektor pertanian lokal turut mendukung pemenuhan kebutuhan gizi 
masyarakat melalui produksi hortikultura sepanjang tahun, dengan produksi 
ketimun mencapai 2.401 kuintal dan bayam sebesar 1.485 kuintal (BPS PPU 
2023a). Konsumsi sayuran secara adekuat dapat menurunkan risiko mortalitas 
akibat penyakit kronis dan berkontribusi pada peningkatan AHH populasi (Aune 
et al. 2017). 

Capaian AHH yang relatif tinggi juga ditunjukkan oleh Desa Sebakung 
Jaya dengan nilai sebesar 67,96 tahun dan Desa Babulu Darat sebesar 67,74 
tahun. Desa Sebakung Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.769 jiwa 
dengan kepadatan 152,4 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Desa Babulu 
Darat memiliki populasi sebanyak 1.387 jiwa (BPS PPU 2023b). Kedekatan 
Desa Babulu Darat dengan pusat pemerintahan kecamatan, yaitu sekitar satu 
kilometer (BPS PPU 2023b), serta ketersediaan infrastruktur ekonomi menjadi 
faktor pendukung penting. Desa Babulu Darat memiliki  tiga bank umum 
pemerintah, 15 koperasi simpan pinjam, dua kelompok pertokoan, serta satu 
pasar permanen, sementara Desa Sebakung Jaya juga memiliki satu pasar 
permanen yang melayani aktivitas perdagangan masyarakat (BPS PPU 2023b). 
Keberadaan lembaga keuangan dan pusat perdagangan mendorong aktivitas 
ekonomi masyarakat, yang diketahui berkontribusi terhadap peningkatan 
indikator kesehatan, termasuk AHH (Sari et al. 2016; Nasution dan Hasibuan 
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2018). Selain itu, sektor pertanian di Kecamatan Babulu menunjukkan potensi 
lahan yang baik dengan produksi cabai rawit sebesar 2.438,11 kuintal serta 
budidaya kangkung seluas 19,95 ha (BPS PPU 2023b). Keberagaman produksi 
pertanian lokal berhubungan positif dengan tingkat keberagaman asupan diet 
rumah tangga, yang pada akhirnya menopang stabilitas ketahanan fisik dan AHH 
masyarakat (Jones et al. 2014). 

Sebaliknya, capaian AHH yang lebih rendah ditunjukkan oleh Kelurahan 
Sotek sebesar 55,75 tahun dan Kelurahan Bukit Subur sebesar 56,18 tahun. 
Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan aksesibilitas wilayah dan 
infrastruktur. Kelurahan Sotek memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.841 jiwa 
yang tersebar pada wilayah luas dengan kepadatan hanya sekitar 13,26 jiwa per 
kilometer persegi (BPS PPU 2023c), serta berjarak sekitar 33 kilometer dari 
ibukota kabupaten (BPS PPU 2023c). Sementara itu, Kelurahan Bukit Subur 
memiliki populasi sebanyak 966 jiwa dan berjarak sekitar 38 kilometer dari pusat 
kabupaten melalui jalan darat dengan permukaan diperkeras kerikil. Kedua 
wilayah ini hanya memiliki satu fasilitas pasar dengan status bangunan semi 
permanen (BPS PPU 2023c). Keterbatasan infrastruktur publik dan jarak yang 
jauh dari fasilitas kesehatan menurunkan frekuensi pemanfaatan layanan 
kesehatan oleh masyarakat (Shahid et al. 2022). Penelitian mengenai 
ketimpangan kesehatan wilayah menunjukkan bahwa keterbatasan akses 
layanan kesehatan meningkatkan risiko rendahnya capaian AHH (Bíró et al. 
2021). 

Kondisi dengan capaian AHH relatif rendah juga terlihat pada Kelurahan 
Pantai Lango dengan nilai sebesar 56,73 tahun. Wilayah pesisir ini memiliki 
jumlah penduduk sekitar 1.948 jiwa dan menghadapi kendala aksesibilitas 
wilayah (BPS PPU 2023c). Masyarakat menempuh jarak sekitar 57 kilometer 
menuju ibukota kabupaten melalui kombinasi jalur darat dan jalur air (BPS PPU 
2023c). Wilayah ini juga tidak memiliki menara Base Transceiver Station (BTS) 
sehingga kekuatan sinyal telekomunikasi berada pada kategori lemah (BPS PPU 
2023c). Data statistik menunjukkan tidak adanya fasilitas pasar permanen 
maupun semi permanen di wilayah tersebut (BPS PPU 2023c). Keterbatasan 
infrastruktur ekonomi dan komunikasi memengaruhi stabilitas ekonomi rumah 
tangga serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penelitian kesehatan 
masyarakat menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan, kondisi lingkungan, 
serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) berpengaruh terhadap 
kualitas kesehatan dan AHH masyarakat (Alwi et al. 2023). 

Secara keseluruhan, variasi angka harapan hidup antarwilayah di 
Kabupaten PPU mencerminkan pengaruh kondisi sosial ekonomi, ketersediaan 
fasilitas kesehatan, akses sanitasi, serta infrastruktur wilayah terhadap kualitas 
kesehatan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi 
masyarakat, akses air bersih dan sanitasi, serta ketersediaan fasilitas dan tenaga 
kesehatan merupakan determinan penting yang memengaruhi capaian AHH di 
berbagai wilayah di Indonesia (Paramita et al. 2020; Wardhana dan Kharisma 
2023). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan 
pembangunan kesehatan secara terpadu melalui peningkatan akses layanan 
kesehatan, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta 
peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan 
sehat. 
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5.2 Kategori IKP Desa/Kelurahan di Kabupaten PPU 

Klasifikasi status ketahanan pangan desa merupakan instrumen penting untuk 
memetakan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan antarwilayah secara terukur 
dan komparatif. Pengelompokan desa ke dalam enam kategori status ketahanan 
pangan, yaitu sangat tahan, tahan, cukup tahan, agak rentan, rentan, dan sangat 
rentan, memungkinkan identifikasi wilayah prioritas yang memerlukan intervensi 
kebijakan dan program pembangunan pangan secara lebih tepat sasaran. Tabel 6 
menyajikan skor dan kategori IKP desa/kelurahan di Kabupaten PPU sebagai dasar 
penilaian tingkat ketahanan pangan wilayah. 

Tabel 6  Skor dan kategori indeks ketahanan pangan tingkat desa/kelurahan di 
Kabupaten PPU 

Desa/Kelurahan Skor IKP Kategori 

Sumber Sari 81,04 Sangat tahan 

Gunung Mulia 78,68 
 

Sepan 71,05 Tahan 

Riko 67,89  

Giri Purwa 67,05 Cukup tahan 

Gunung Makmur 65,62  

Babulu Darat 65,25  

Tanjung Tengah 64,08  

Gunung Intan 63,68  

Sidorejo 63,30  

Bangun Mulya 62,65  

Sebakung Jaya 62,39  

Bukit Subur 62,36  

Salo Loang 62,02  

Lawe-Lawe 60,81  

Api-Api 60,73  

Sungai Parit 60,26 
 

Sesumpu 60,16  

Giri Mukti 60,03  

Petung 59,12 Agak rentan 

Labangka 57,25  

Rintik 56,66  

Rawa Mulia 56,59  

Sesulu 56,18  

Pejala 56,06  

Sotek 56,05  

Kampung Baru 54,49  

Labangka Barat 54,30  

Nenang 53,76  

Gunung Seteleng 52,87  

Waru 52,05  

Nipah-Nipah 51,63  
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Tabel 6  Skor dan kategori indeks ketahanan pangan tingkat desa/kelurahan di 
Kabupaten PPU (lanjutan) 

Desa/Kelurahan Skor IKP Kategori 

Sri Raharja 50,96 Rentan 

Buluminung 49,94 
 

Babulu Laut 48,52  

Jenebora 48,26  

Gersik 46,42  

Maridan 43,67  

Penajam 35,21 Sangat rentan 

Pantai Lango 33,41  

Rata-rata 57,81 Agak rentan 
PPU: Penajam Paser Utara 
 

Berdasarkan Tabel 6, distribusi desa/kelurahan menurut kategori ketahanan 
pangan menunjukkan bahwa terdapat 2 desa/kelurahan dalam kategori sangat tahan 
(5,0%), 2 dalam kategori tahan (5,0%), 15 dalam kategori cukup tahan (37,5%), 13 
dalam kategori agak rentan (32,5%), 6 dalam kategori rentan (15%), dan 2 dalam 
kategori sangat rentan (5,0%). Secara -keseluruhan, skor IKP desa/kelurahan di 
Kabupaten PPU berada pada rentang 33,41 hingga 81,04, yang mencerminkan 
variasi kondisi dari sangat rentan hingga sangat tahan. Rata-rata nilai IKP 
Kabupaten PPU sebesar 57,81 menempatkan wilayah ini pada kategori agak rentan. 
Berbeda dengan penilaian IKP oleh Bapanas untuk kabupaten PPU pada tahun 2023 
mencatat skor IKP sebesar 87,40 dan mengklasifikasikan Kabupaten PPU dalam 
kategori sangat tahan pangan (BAPANAS 2023). Perbedaan hasil tersebut 
menunjukkan bahwa analisis tingkat desa mengungkap variasi kondisi ketahanan 
pangan yang tidak terlihat pada nilai agregat tingkat kabupaten. Pengelompokan 
desa pada setiap kategori ketahanan pangan selanjutnya dikaji berdasarkan tiga 
aspek penyusun IKP, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan (PRI 
2012; BAPANAS 2023; FAO et al. 2023), sebagai berikut: 

 
1. Kategori desa/kelurahan sangat tahan pangan 

Menurut data di dalam Tabel 6, Desa Sumber Sari dan Gunung Mulia masuk 
ke dalam kategori sangat tahan pangan dengan skor IKP masing-masing sebesar 
81,04 dan 78,68. Desa Sumber Sari terletak di Kecamatan Babulu dan merupakan 
wilayah eks transmigrasi tahun 1996 (BPS PPU 2024b). Setiap rumah tangga 
memperoleh lahan bercocok tanam seluas 0,75 ha, yang menjadi modal dasar dalam 
mempertahankan keberlangsungan hidup melalui pengelolaan lahan. Sejak awal 
penempatan, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dasar, seperti 
sekolah, rumah ibadah, pasar, sumber air layak, dan fasilitas kesehatan, sehingga 
desa ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Secara geografis, Desa 
Sumber Sari berada di dataran rendah yang subur dengan pemanfaatan lahan yang 
didominasi oleh pertanian sawah, yang didukung oleh keberadaan Bendungan 
Babulu sebagai sumber irigasi yang stabil. Kondisi ini menjadikan Desa Sumber 
Sari dikenal sebagai lumbung pangan di Kecamatan Babulu. Selain sektor 
pertanian, sebagian masyarakat juga mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan 
karet sebagai sumber pendapatan tambahan, sehingga menciptakan diversifikasi 
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ekonomi yang berperan dalam menjaga stabilitas pendapatan rumah tangga dan 
mengurangi risiko kehilangan mata pencaharian (BPS KALTIM 2026).  

Seiring dengan perkembangan IKN, Desa Sumber Sari mulai mengalami 
peningkatan nilai lahan akibat meningkatnya permintaan terhadap komoditas 
pangan, seperti beras dan sayuran, yang berdampak pada peningkatan pendapatan 
masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki budaya beternak unggas dan 
kambing yang berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan sekaligus cadangan 
ekonomi rumah tangga. Status Desa Sumber Sari sebagai desa mandiri turut 
didukung oleh layanan kesehatan yang memadai, dengan keberadaan posyandu 
yang secara rutin memantau kondisi kesehatan masyarakat (BPS PPU 2024b). 

Ketangguhan pangan Desa Sumber Sari merupakan hasil sinergi antara 
kepemilikan lahan produktif yang relatif merata, stabilitas irigasi dari Bendungan 
Babulu, serta diversifikasi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan. Dukungan 
infrastruktur dasar dan layanan kesehatan yang telah terbangun sejak masa awal 
transmigrasi turut memperkuat kondisi tersebut. Kombinasi faktor-faktor ini 
berkontribusi terhadap tingginya skor IKP dan rendahnya prevalensi stunting. Hal 
ini menunjukkan bahwa dimensi ketahanan pangan yang tercermin dalam IKP 
berperan dalam menekan prevalensi stunting pada tingkat desa, sekaligus 
mengindikasikan bahwa indikator IKP mampu merepresentasikan kondisi 
ketahanan pangan secara valid pada level mikro. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang menyatakan bahwa kepemilikan lahan secara signifikan dapat mengurangi 
kerawanan pangan rumah tangga hingga 50% dan memperkuat ketahanan pangan 
(Thamaga-Chitja et al. 2025). Meskipun demikian, ketergantungan pada sektor 
pertanian tetap menjadi potensi kerentanan yang perlu diantisipasi dalam menjaga 
keberlanjutan ketahanan pangan desa. 

Selain  Desa Sumber Sari, Desa Gunung Mulia juga menunjukkan 
karakteristik wilayah dengan ketahanan pangan yang kuat. Desa ini memiliki 
tingkat kemiskinan (indikator 2) sebesar 18,30% dan proporsi pengeluaran pangan 
rumah tangga (indikator 3) sebesar 18,80% serta mencatat prevalensi stunting 
(indikator 8) sebesar 13,19% (Tabel 5). Ketersediaan fasilitas akses listrik 
(indikator 4) dan air minum layak (indikator 6) melengkapi kebutuhan dasar 
masyarakat, nilai rata-rata lama sekolah perempuan (indikator 5) mencapai 9,36 
tahun yang mendekati nilai rata-rata dari 40 desa/kelurahan di kabupaten PPU 
(Tabel 5). Desa Gunung Mulia merupakan daerah eks transmigrasi dengan mata 
pencaharian utama sebagai petani, dengan kepemilikan lahan yang relatif merata 
sehingga masyarakat memiliki aset produksi yang stabil. Produksi beras di wilayah 
ini bahkan melampaui kebutuhan penduduk lokal, sehingga menjadikannya sebagai 
salah satu lumbung beras utama di Kabupaten PPU (BPS PPU 2024a). Stabilitas 
pendapatan dari hasil panen padi juga menciptakan daya beli yang kuat bagi 
masyarakat untuk mengakses pangan non beras, seperti daging dan telur ayam. 

Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan 
bahwa masyarakat transmigrasi memiliki keunggulan dalam hal kepemilikan lahan 
usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan 
integrasi sosial antar masyarakat, serta meningkatnya kesadaran terhadap 
pentingnya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan infrastruktur 
seperti jalan dan fasilitas pendidikan turut berkontribusi terhadap peningkatan 
mobilitas dan kualitas hidup masyarakat (Yanuar 2025). Hal ini sejalan dengan 
penelitian di Kecamatan Timpeh, Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa 
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masyarakat transmigrasi mampu menciptakan perekonomian yang stabil berbasis 
perkebunan kelapa sawit, sehingga rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan 
hidup mereka dengan baik (Nova 2016). 
 
2. Kategori desa/kelurahan tahan pangan 

Tabel 6 menunjukkan bahwa kategori desa/kelurahan tahan pangan di 
Kabupaten PPU mencakup Desa Riko (71,05) dan Desa Sepan (67,89). Profil 
indikator kedua wilayah tersebut disajikan pada Tabel 5. Desa Riko memiliki 
karakteristik wilayah yang strategis karena berada pada jalur lintas utama serta 
kawasan pinggiran sungai. Masyarakat memiliki variasi mata pencaharian, mulai 
dari petani lahan kering, pekebun karet atau kelapa sawit, hingga penangkap ikan 
di sungai. Aktivitas penangkapan ikan tidak hanya memenuhi kebutuhan protein 
rumah tangga, tetapi juga menjadi sumber tambahan penghasilan (Anzaini et al. 
2022). Selain itu, lokasi Desa Riko yang berdekatan dengan jalur lintas menuju 
Kota Balikpapan dan kawasan inti IKN memberi keuntungan dalam hal mobilitas 
dan distribusi hasil pertanian. Posisi strategis ini mempermudah arus keluar masuk 
komoditas dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan desa 
terpencil, sekaligus menekan harga logistik kebutuhan pangan. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa pembangunan IKN memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk peningkatan peluang usaha 
dan pendapatan (Hasibuan dan Aisa 2020). Kepemilikan aset berupa kebun kelapa 
sawit turut berperan sebagai penyangga ekonomi, dimana peningkatan harga 
komoditas berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.  

Sementara itu, Desa Sepan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, 
yaitu berada pada area perbukitan dan termasuk dalam radius pengembangan 
kawasan inti IKN. Masyarakat memanfaatkan lahan daratan untuk menanam 
berbagai komoditas hortikultura, seperti sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan 
musiman. Hasil panen berupa buah durian, elai, dan rambutan dipasarkan untuk 
meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, sebagian wilayah juga 
dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet. Penerapan pola tanam yang 
beragam serta sistem rotasi tanaman memungkinkan masyarakat memperolah hasil 
panen secara berkelanjutan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar 
luar dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Posisi Desa Sepan yang 
berada dalam kawasan pengembangan IKN turut mendorong peningkatan 
infrastruktur, khususnya jalan, yang mempermudah akses petani ke pasar. Kondisi 
ini berdampak pada  peningkatan hasil penjualan tersebut mempertinggi tingkat 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, ketersediaan akses layanan 
kesehatan yang relatif lengkap juga menjadi faktor pendukung kesejahteraan 
penduduk Desa Sepan (BPS PPU 2025a). 

Ketahanan pangan di Desa Riko dan Desa Sepan mencerminkan keberhasilan 
integrasi antara aspek ketersediaan dan akses pangan, yang didukung oleh 
konektivitas infrastruktur, diversifikasi mata pencaharian, serta pemanfaatan 
sumber daya lokal. Kondisi ini memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan 
pangan keluarga secara mandiri, sehingga menempatkan kedua desa tersebut dalam 
kategori wilayah tahan pangan. 
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3. Kategori desa/kelurahan cukup tahan pangan 
Tabel 6 menunjukkan kategori desa/kelurahan cukup tahan pangan mencakup 

15 wilayah. Pada kelompok ini, Desa Giri Purwa menempati posisi tertinggi dengan 
skor IKP sebesar 67,05, sedangkan Desa Giri Mukti berada pada posisi terendah 
dengan skor 60,03. Desa Giri Purwa diklasifikasikan sebagai desa cukup tahan 
pangan meskipun menghadapi keterbatasan pada aspek ketersediaan lahan agraris, 
dengan rasio lahan pertanian (indikator 1) yang kecil yaitu hanya 0,01 ha per kapita 
(Tabel 5). Keterbatasan ini diimbangi melalui strategi intensifikasi pertanian, 
khususnya pada komoditas hortikultura, yang mampu meningkatkan produktivitas 
lahan dan ketersediaan pangan (Pingali 2015). Dari sisi ekonomi, desa ini memiliki 
kondisi yang relatif kuat, tercermin dari tingkat kemiskinan (indikator 2) yang 
sangat rendah sebesar 3,06% (Tabel 5).  

Di Desa Giri Purwa, mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian dan 
perkebunan mandiri dengan kepemilikan lahan yang sah, sehingga memiliki 
kepastian usaha dan akses terhadap modal. Stabilitas ekonomi diperkuat melalui 
diversifikasi usaha yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit, peternakan, 
dan hortikultura (BPS PPU 2023c). Diversifikasi usaha tersebut berfungsi sebagai 
mekanisme penyangga terhadap fluktuasi harga komoditas sehingga risiko RT jatuh 
ke bawah garis kemiskinan relatif rendah (Trisbyono et al. 2023). Berdasarkan 
Tabel 5, kondisi ini sejalan dengan minimnya kerentanan konsumsi, di mana hanya 
6,71% RT yang proporsi pengeluaran pangannya melebihi 65% dari total 
pengeluaran (indikator 3) serta hanya 2,44% rumah tangga yang belum memiliki 
akses listrik (indikator 4). Kondisi ekonomi rumah tangga diketahui berpengaruh 
terhadap kemampuan akses pangan dan ketahanan pangan keluarga (Smith dan 
Haddad 2015; Frelat et al. 2016). Secara geografis, desa ini memiliki lokasi yang 
relatif strategis dengan jarak sekitar 9 km dari ibu kota kabupaten dan didukung 
oleh infrastruktur jalan yang memadai sehingga mempermudah distribusi hasil 
pertanian dan memperluas akses pasar. Keberadaan fasilitas pendukung seperti 
pertokoan, warung kuliner, dan jaringan telekomunikasi juga mendorong aktivitas 
ekonomi masyarakat (BPS PPU 2023c). 

Berbalikan dengan Desa Giri Purwa yang memiliki skor IKP tertinggi dan 
didukung oleh lokasi yang relatif strategis, Desa Giri Mukti yang berada di wilayah 
perbukitan dengan geografis yang mengarah ke pedalaman mencatat skor IKP 
terendah dalam kategori ini. Kondisi geografis tersebut membentuk pola mata 
pencaharian masyarakat yang didominasi oleh kegiatan berkebun polikultur. Selain 
itu, keterpencilan wilayah mendorong masyarakat memiliki tradisi menyimpan 
cadangan pangan secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap 
suplai pasar kota dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (BPS PPU 2023c). 
Meskipun berada pada wilayah yang relatif terpencil, Desa Giri Mukti memiliki 
keunggulan lokasi yang dilalui jalur utama atau poros jalan provinsi. Posisi ini 
memudahkan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan distribusi dan jual 
beli hasil kebun (BPS PPU 2023c). Ketersediaan infrastruktur jalan raya yang baik 
terbukti mampu mempersingkat waktu tempuh menuju pusat aktivitas ekonomi, 
yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi distribusi dan kontribusi terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat (Noviyanti dan Putra 2023). 

Sebagian besar penduduk Desa Giri Mukti bekerja sebagai petani sayur-
mayur, sehingga wilayah ini menjadi pemasok utama komoditas sayuran di 
Kecamatan Penajam. Kapasitas produksi yang tinggi berdampak pada harga 
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sayuran yang relatif terjangkau pada tingkat lokal. Pendapatan dari hasil penjualan 
sayur-mayur dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, seperti 
tahu, tempe, telur, dan ikan. Pola pemenuhan gizi yang cukup ini berperan dalam 
mencegah kerawanan pangan di tingkat RT (BPS PPU 2025a). 

Sebelas desa/kelurahan lainnya (Gunung Makmur, Babulu Darat, Tanjung 
Tengah, Gunung Intan, Sidorejo, Bangun Mulya, Sebakung Jaya, Bukit Subur, Salo 
Loang, Lawe-Lawe, Api-Api, Sungai Parit, dan Sesumpu) dalam kategori cukup 
tahan pangan ini juga menunjukkan kemampuan dalam menjaga stabilitas pangan 
secara mandiri. Wilayah-wilayah tersebut memiliki keunggulan sebagai basis 
pertanian dan perkebunan dengan penerapan sistem polikultur, yang mengurangi  
ketergantungan pada satu jenis komoditas. Sistem ini memungkinkan tersedianya 
cadangan pangan yang mandiri. Ketersediaan akses infrastruktur dasar yang baik 
turut menunjang lebih beragam di tingkat RT. Selain itu, dukungan infrastruktur 
dasar yang relatif baik turut memperkuat kemandirian tersebut, khususnya dalam 
hal distribusi dan akses pasar. Dalam perkembangannya, tantangan utama pada 
kelompok ini lebih mengarah pada peningkatan kualitas konsumsi pangan untuk 
menekan angka stunting pada tingkat menengah. Keberadaan jaringan distribusi 
melalui jalan poros menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan akses 
terhadap pangan bergizi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat terhadap 
kebutuhan zat gizi pendukung lainnya. 

 
4. Kategori desa/kelurahan agak rentan pangan 

Tabel 6 menunjukkan kategori desa/kelurahan agak rentan pangan mencakup 
13 wilayah. Pada kategori ini, Desa Petung mencatat nilai tertinggi dengan skor IKP 
sebesar 59,12, sedangkan Desa Nipah-Nipah mencatat skor terendah sebesar 51,63. 
Desa Petung dan Nipah-Nipah mencatat skor rasio lahan pertanian 0 ha/kapita yang 
menandakan ketiadaan lahan pertanian untuk memproduksi pangan secara mandiri 
(Tabel 5). Desa Petung dan Nipah-Nipah juga memiliki persentase penduduk 
miskin yang relatif tinggi yaitu ada pada angka 16,17% dan 25,81% (Tabel 5). Nilai 
indikator stunting pada Desa Petung ada pada angka yang cukup baik jika 
dibandingkan dengan Desa Nipah-Nipah yaitu 2,55% berbanding 29,23% (Tabel 
5). Indikator ini merepresentasikan keterbatasan pada aspek pemanfaatan pangan 
dan kondisi gizi rumah tangga (BAPANAS 2023; FAO et al. 2023). Analisis 
karakteristik wilayah membagi ketiga belas desa tersebut ke dalam tiga kelompok 
utama berdasarkan kesamaan akar masalah. 

Kelompok desa pertama mencakup kawasan urban dan pusat pemerintahan 
yang berlokasi di Kelurahan Petung, Nipah-Nipah, Nenang, Gunung Seteleng, dan 
Kampung Baru. Keterbatasan akses lahan dengan rasio 0,00 hingga 0,01 hektar per 
kapita memaksa warga wilayah ini berperan murni sebagai konsumen (Tabel 5). 
Alih fungsi lahan pertanian menjadi area permukiman dan komersial memperburuk 
kapasitas produksi pangan mandiri dan meningkatkan ketergantungan wilayah 
perkotaan terhadap pasokan pangan dari luar daerah (Irawan 2016). Kehadiran 
proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik banyak pendatang baru, menciptakan 
lingkungan permukiman padat, dan memicu peningkatan permintaan serta harga 
komoditas pangan di wilayah sekitar (Putra et al. 2020; Nilan 2025). Kepadatan 
penduduk memicu peningkatan risiko penyakit kulit seperti infeksi jamur akibat 
buruknya higiene diri dan kondisi lingkungan permukiman yang padat (Fatmawati 
et al. 2023). Penyakit diare pada balita juga sering terjadi pada lingkungan 
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permukiman dengan sanitasi yang kurang baik dan kualitas air yang tidak 
memenuhi standar kesehatan (Yasin et al. 2018). Keberadaan total koliform dalam 
sumber air minum berhubungan kuat dengan kejadian kekurangan gizi 
(AOR=10,44; 95% CI=1,61–67,4), sementara pasokan air yang tidak menentu 
memicu kejadian diare (AOR=2,72; 95% CI=1,18–6,31) (Shrestha et al. 2020). 
Infeksi berulang tersebut dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada anak dan 
meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak usia 24 hingga 59 bulan 
(Prendergast dan Humphrey 2014; Aba 2025). 

Kelompok kedua mewakili kantong agraris di Kecamatan Babulu yang terdiri 
dari Desa Rawa Mulia, Rintik, Labangka, dan Labangka Barat. Meskipun berada di 
kawasan pertanian, kapasitas penyediaan pangan lokal di beberapa desa masih 
terbatas yang tercermin dari rendahnya indikator ketersediaan pangan berbasis 
lahan pertanian, yaitu hanya 0,06 hektar per kapita di Rawa Mulia, 0,05 hektar di 
Rintik dan Labangka, serta 0,04 hektar di Labangka Barat (Tabel 5). Kerentanan 
ekonomi juga terlihat dari tingginya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk 
pangan, terutama di Rawa Mulia yang mencapai 27,78% dan Rintik sebesar 
16,83%, yang menunjukkan ketergantungan rumah tangga terhadap pembelian 
pangan dari pasar; proporsi pengeluaran pangan yang tinggi sering digunakan 
sebagai indikator kerentanan ekonomi rumah tangga dalam mengakses pangan 
(BKP 2020; BAPANAS 2023). Desa Rintik dan Labangka Barat tercatat tidak 
memiliki fasilitas pasar sama sekali, sementara Rawa Mulia dan Labangka hanya 
ditopang oleh masing-masing satu pasar semi-permanen (BPS PPU 2023b). 
Tingginya rasio beban pelayanan tenaga kesehatan di Desa Rintik yang mencapai 
5,76 km² per tenaga kesehatan (Tabel 5), yang mengindikasikan keterbatasan 
layanan dasar di wilayah pedesaan, di mana keterbatasan infrastruktur pelayanan 
publik merupakan karakteristik umum wilayah pedesaan dengan kepadatan rendah. 
Di Kecamatan Babulu, luas perkebunan sawit tercatat mencapai sekitar 15.817 
hektar pada tahun 2024 (Mulyono et al. 2025). Pergeseran komoditas ini 
mengurangi kapasitas produksi pangan lokal dan meningkatkan ketergantungan 
rumah tangga terhadap pasar pangan, yang sering kali berkorelasi dengan 
meningkatnya proporsi pengeluaran pangan pada kelompok rumah tangga 
berpendapatan rendah (Anzaini et al. 2022). Kondisi tersebut tercermin pada Desa 
Rawa Mulia, di mana sekitar 27,78% rumah tangga mengalokasikan lebih dari 65% 
total pengeluaran hanya untuk membeli makanan pokok (Tabel 5). 

Kelompok ketiga menjangkau wilayah pesisir marginal dan pedalaman 
perkebunan di Sotek, Waru, Sesulu, dan Pejala. Kerentanan wilayah ini tidak 
berasal dari krisis air bersih karena indikator ketiadaan akses air minum layak 
tercatat sangat rendah, yaitu di rentang 0% hingga 0,7%. Kerentanan wilayah lebih 
banyak dipengaruhi oleh krisis rasio elektrifikasi dan tingginya beban kemiskinan 
akibat ketimpangan ekonomi. Tabel 5 menunjukkan bahwa kelurahan pedalaman 
menghadapi defisit energi yang cukup besar. Sebanyak 17,11% rumah tangga di 
Sotek dan 15,18% rumah tangga di Waru hidup tanpa aliran listrik. Keterbatasan 
akses listrik di wilayah pedesaan terbukti menghambat aktivitas ekonomi rumah 
tangga serta proses penyimpanan dan pengolahan hasil produksi pertanian maupun 
perikanan yang memerlukan energi listrik (Fujii et al. 2018). Keterbatasan 
infrastruktur energi juga meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga di 
wilayah terpencil (Pembawa et al. 2024). Kondisi tersebut tercermin pada tingginya 
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angka kemiskinan di Sotek yang mencapai 29,15% dan Waru sebesar 20,97% 
(Tabel 5). 

Kelurahan Sesulu dan Desa Pejala menghadapi tekanan yang berbeda. 
Wilayah tersebut mengalami keterbatasan akses rantai pasok pangan akibat 
minimnya fasilitas perdagangan lokal (BPS PPU 2023a; BPS PPU 2023c). 
Keterbatasan fasilitas perdagangan di wilayah pedesaan meningkatkan 
ketergantungan rumah tangga terhadap pasokan pangan dari luar wilayah dan 
meningkatkan biaya distribusi pangan (FAO 2015) (Venna dan Romulo 2024). 
Kelurahan Sesulu tidak memiliki fasilitas pasar (BPS PPU 2023a). Kondisi tersebut 
meningkatkan proporsi pengeluaran pangan rumah tangga hingga 14,48%, 
sedangkan Pejala mencatat 16,18% (Tabel 5). Proporsi pengeluaran pangan yang 
tinggi sering digunakan sebagai indikator kerentanan ketahanan pangan rumah 
tangga (Maxwell dan Frankenberger 1992; BAPANAS 2023). Kombinasi 
keterbatasan infrastruktur energi dan terbatasnya akses pasar berpotensi 
menurunkan kualitas konsumsi pangan serta memperburuk kondisi gizi 
masyarakat. Keterpencilan wilayah pedesaan berkaitan dengan tingginya prevalensi 
stunting pada anak (Black et al. 2013; UNICEF 2019). Kondisi tersebut tercermin 
pada tingginya prevalensi stunting di Sotek sebesar 19,29% dengan Angka Harapan 
Hidup terendah sebesar 55,75 tahun. Kelurahan Sesulu juga mencatat prevalensi 
stunting sebesar 16,44% (Tabel 5). Data tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan 
infrastruktur energi dan perdagangan berperan penting dalam membentuk 
kerentanan pangan di kawasan tersebut. 
 
5. Kategori desa/kelurahan rentan pangan 

Tabel 5 mencatat kategori rentan mencakup wilayah dengan skor Indeks 
Ketahanan Pangan (IKP) pada rentang 43,67 hingga 50,96. Desa Sri Raharja 
mencatat nilai tertinggi sebesar 50,96. Desa Maridan menempati posisi terendah 
sebesar 43,67. Analisis pada kelompok ini difokuskan secara spesifik pada kedua 
desa tersebut sebagai representasi batas atas dan batas bawah kerentanan. Desa Sri 
Raharja menempati area dataran pedalaman. Desa Maridan menempati kawasan 
pesisir Teluk Balikpapan di Kecamatan Sepaku. Karakteristik geografis 
membentuk perbedaan profesi utama penduduk. Warga Maridan beraktivitas di 
jalur logistik perairan kawasan pesisir. Penduduk Sri Raharja bertumpu pada sektor 
pertanian darat (BPS PPU 2024b). 

Tingkat kemiskinan pada kedua desa ini tergolong sangat tinggi. Data 
mencatat angka kemiskinan di Sri Raharja mencapai 43,06% dan Maridan sebesar 
23,63%. Kemiskinan struktural ini memicu tingginya prevalensi stunting. Desa Sri 
Raharja mencatat angka stunting sebesar 17,19%. Desa Maridan mencatat angka 
stunting sebesar 14,77%. 

Desa Sri Raharja bertumpu pada sektor agraris sawah tadah hujan. 
Keberlanjutan ekonomi menghadapi hambatan dari ketiadaan infrastruktur irigasi 
teknis. Ketergantungan pada curah hujan membatasi kapasitas tanam padi. Sistem 
pertanian ini memiliki risiko kegagalan panen tinggi saat musim kemarau (Mariyani 
et al. 2019; Putra et al. 2019). Tabel 5 mencatat 34,62% rumah tangga di Sri Raharja 
belum memiliki akses listrik. Ketiadaan aliran listrik menghambat produktivitas 
ekonomi rumah tangga (Harahap et al. 2025). Keterbatasan ini menghilangkan 
kemampuan keluarga menyimpan bahan pangan bergizi secara aman. Ketiadaan 
kulkas memaksa ibu hamil dan balita mengonsumsi makanan olahan awetan 
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berkarbohidrat tinggi (mie instan). Pola diet rendah gizi mikro memicu Kekurangan 
Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil. KEK menjadi salah satu penyebab kegagalan 
pertumbuhan janin dan balita (Hidayat 2022; Wardani et al. 2025). 

Desa Maridan mengalami ketiadaan diversifikasi ekonomi akibat kondisi 
tanah sulfat masam. Kegagalan bercocok tanam menghambat pembentukan 
ketahanan pangan mandiri. Tabel 5 mencatat 11,36% rumah tangga di Maridan 
tidak memiliki akses air minum layak. Ekosistem mangrove membentuk 
karakteristik air tanah payau. Keterbatasan air tawar memaksa masyarakat membeli 
air tangki komersial. Pembelian air bersih ini meningkatkan pengeluaran harian 
rumah tangga. Pengeluaran ekstra memaksa keluarga miskin mengalihkan anggaran 
pangan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Pengurangan anggaran belanja 
pangan menurunkan daya beli nutrisi keluarga. Ridwan et al. (2024) membuktikan 
krisis air berdampak langsung pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat 
miskin. 

Konsumsi air tidak layak memicu penyakit infeksi endemik pada balita di 
kawasan pesisir ini. Purnama et al. (2025) mendata tingginya prevalensi ISPA dan 
diare di kawasan krisis air pada rumah tangga berpendapatan rendah. Temuan ini 
sejalan dengan Choiroh et al. (2020) mengenai korelasi durasi kejadian diare 
dengan prevalensi stunting (p=0,030). Himawati dan Fitria (2020) membuktikan 
kejadian ISPA berkorelasi signifikan terhadap stunting (p=0,029; OR=3,115). 
Kualitas air buruk memicu infeksi kronis pengganggu proses penyerapan gizi balita. 

Masyarakat desa pesisir hidup miskin di tengah ketersediaan sumber daya laut 
akibat rendahnya modal ekonomi dan fluktuasi cuaca (Najib et al. 2024). Anak-
anak pesisir mengonsumsi pola makan tinggi protein ikan tanpa asupan serat atau 
sayuran dan buah-buahan memadai. Pola makan ini meningkatkan kerentanan 
balita terhadap penyakit infeksi (Asiah et al. 2020; Hawani et al. 2024). Pemenuhan 
gizi seimbang menghadapi kendala stabilitas pendapatan. Zaharia et al. (2021) 
mengaitkan konsumsi protein hewani berkelanjutan dengan penurunan risiko 
stunting anak. Kesulitan keluarga miskin membeli komoditas pangan yang beragam 
membuat balita menjadi rentan defisit asam amino esensial (Paramitha et al. 2025). 
Tingkat kelaparan sedang sebesar 53,6% dan rendahnya keberagaman konsumsi 
pangan sebesar 64,3% ditemukan pada kelompok balita stunting, dan ketahanan 
pangan rumah tangga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting 
(p=0,001) (Mumtaza 2024). Putri dan Rokhaidah (2023) membuktikan peran 
krusial ketahanan pangan terhadap status gizi balita melalui nilai p=0,010. 
 
6. Kategori desa/kelurahan sangat rentan pangan 

Tabel 5 mencatat kategori sangat rentan pangan mencakup dua wilayah. 
Kedua wilayah tersebut meliputi Kelurahan Penajam dan Kelurahan Pantai Lango. 
Kelurahan Penajam mencatat skor IKP tertinggi untuk kategori rentan pangan 
sebesar 35,21. Kelurahan Pantai Lango menempati posisi terendah dengan skor 
33,41. Kelurahan Penajam mencatat prevalensi stunting 28,38%. Kelurahan Pantai 
Lango mencatat angka stunting 26,50% (Tabel 5). Kombinasi indikator ini 
menempatkan kedua wilayah pada status ketahanan pangan terendah di Kabupaten 
Penajam Paser Utara (BAPANAS 2023; FAO et al. 2023). Kedua wilayah ini 
menempati area transisi industri di pesisir Teluk Balikpapan pada wilayah 
Kecamatan Penajam dan menjadi penopang IKN (BPS PPU 2025a). 
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Kelurahan Penajam berfungsi sebagai ibu kota kabupaten, pusat 
administratif, dan pintu masuk utama dari Balikpapan menuju Penajam Paser Utara. 
Wilayah ini menyediakan fasilitas pelayanan publik dan sarana transportasi (BPS 
PPU 2024a). Penetapan IKN meningkatkan jumlah penduduk pendatang. 
Pertumbuhan demografis membentuk kawasan perdagangan, jasa, dan perkotaan 
padat (BPS PPU 2025b). Penduduk berprofesi pada sektor informal maritim 
(nelayan) dan perdagangan. Tabel 5 mencatat 63,22% rumah tangga di Kelurahan 
Penajam hidup di bawah garis kemiskinan. Ketergantungan pada kegiatan ekonomi 
pesisir berskala kecil berkaitan dengan kerentanan ekonomi rumah tangga (Fitriani 
et al. 2023). Permintaan tinggi dari pendatang melampaui kapasitas produksi 
pangan lokal. Harga bahan pokok mengalami kenaikan mengikuti standar pasar 
perkotaan. Kenaikan harga pangan menurunkan daya beli keluarga berpendapatan 
rendah. Ruel et al. (2017) membuktikan wilayah perkotaan padat penduduk 
mengalami masalah kompleks berupa kemiskinan, kerawanan pangan, dan 
kekurangan gizi balita. 

Kepadatan penduduk menurunkan kualitas lingkungan permukiman 
perkotaan akibat tekanan terhadap sanitasi, ruang hunian, dan infrastruktur 
(Mujoono et al. 2025). Kedekatan jarak sumber air bersih dan fasilitas pembuangan 
limbah domestik menyebabkan kontaminasi bakteri. Kontaminasi air 
mengakibatkan balita menderita penyakit cacingan, infeksi pencernaan, dan diare 
berulang (Torlesse et al. 2016). Penyakit infeksi menghambat proses penyerapan 
gizi esensial balita. Tabel 5 mencatat 0,41% penduduk Kelurahan Penajam belum 
memiliki akses air minum layak. Wardita et al. (2023) membuktikan ketiadaan 
sumber air minum dan pengolahan air minum berhubungan signifikan dengan 
kejadian stunting. Kepadatan hunian dan minimnya sirkulasi udara mempercepat 
penularan ISPA. Yustati (2020) membuktikan kepadatan hunian, sirkulasi udara, 
dan pencahayaan berkorelasi signifikan dengan kejadian ISPA balita. Keterbatasan 
ekonomi menuntut keluarga miskin mengonsumsi karbohidrat tanpa asupan protein 
hewani. Ketiadaan asupan protein hewani menyebabkan kegagalan pertumbuhan 
fisik anak (Headey et al. 2018). 

Kelurahan Pantai Lango mencatat 37,14% rumah tangga berstatus miskin. 
Wilayah ini menjadi titik pembangunan infrastruktur strategis IKN berupa 
Jembatan Pulau Balang dan bandara. Pembangunan infrastruktur memicu alih 
fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan perkantoran. Kehilangan 
lahan pertanian menghilangkan kemampuan rumah tangga untuk mengolah lahan 
guna memproduksi pangan secara mandiri. Penduduk menggantungkan pendapatan 
pada sektor perikanan, buruh bangunan proyek IKN, dan pekerja galangan kapal 
(Asmiyati dan Tanjung 2021). Kehadiran pekerja proyek meningkatkan permintaan 
dan harga barang pokok. Perairan Teluk Balikpapan membentuk ekosistem perairan 
tertutup tanpa aliran sungai besar. Kondisi geografis ini mengakumulasi polusi air 
dalam jangka panjang (FWI 2020; saputra et al. 2020). Aktivitas industri 
membuang limbah cair tanpa standar pengolahan. Pembuangan sampah domestik 
ke laut meningkatkan pencemaran perairan (Santosa et al. 2018). Pencemaran 
perairan merusak ekosistem hutan mangrove dan menghilangkan habitat alami 
fauna laut (Telaumbanua et al. 2025). 

Karakteristik pesisir Pantai Lango menciptakan krisis air bersih akibat 
sumber air tanah payau. Masyarakat menampung air hujan atau membeli air tandon 
komersial. Pembelian air bersih mengurangi alokasi anggaran belanja pangan 
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harian. Penurunan stok sumber daya ikan menurunkan hasil tangkapan dan 
pendapatan nelayan (Firdaus et al. 2019). Hasil tangkapan tersebut tidak mencukupi 
biaya operasional bahan bakar dan kebutuhan harian. Tekanan ekonomi 
menempatkan rumah tangga pada kondisi kemiskinan struktural (Pinem et al. 
2019). Tabel 5 mendata 35,81% rumah tangga menghabiskan lebih dari 65% total 
pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Keterbatasan finansial menghilangkan 
kemampuan keluarga menyediakan pasokan pangan bergizi. Kharisma et al. (2026) 
dan Maria et al. (2020) mengonfirmasi signifikansi hubungan kemiskinan dengan 
kejadian stunting. Tabel 5 mencatat 16,89% warga Pantai Lango belum memiliki 
akses listrik. Ketiadaan energi menghilangkan kemampuan warga menyimpan 
bahan pangan segar secara higienis (Harahap et al. 2025). 

Penempatan Kelurahan Penajam pada skor tertinggi (35,21) dan Pantai Lango 
pada skor terendah (33,41) mengidentifikasi penyebab kerentanan pangan di 
Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua wilayah ini menggantungkan pemenuhan 
kebutuhan pangan pada pasokan dari Kecamatan Babulu atau daerah lain 
(Makassar, Kalsel). Hambatan distribusi menurunkan stok pangan dan 
meningkatkan harga komoditas. Kelurahan Penajam masuk ke dalam kategori 
sangat rentan akibat masalah kemiskinan perkotaan dan sanitasi buruk. Kelurahan 
Pantai Lango menempati posisi terendah akibat kerusakan ekologi laut dan 
ketiadaan lahan pangan. Penyakit infeksi berulang akibat sanitasi buruk memicu 
malabsorpsi zat gizi dan peningkatan kebutuhan metabolik balita (Rochmawati 
2025). Kekurangan gizi menurunkan kualitas kesehatan fisik dan menghambat 
perkembangan kognitif anak (Qoyyimah et al. 2020). Masalah urbanisasi, 
kerusakan ekologi, dan ketergantungan pasokan mendasari penetapan kedua 
wilayah tersebut ke dalam kategori sangat rentan pangan. 

5.3 Hubungan IKP dengan prevalensi Stunting Desa 

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang 
salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ketahanan pangan desa. IKP 
menggambarkan kemampuan desa dalam menjamin ketersediaan, akses, dan 
pemanfaatan pangan. Desa dengan nilai IKP rendah cenderung memiliki 
keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, sehingga meningkatkan risiko 
terjadinya stunting (Smith & Haddad, 2015; UNICEF, 2019; FAO et al., 2022). 
Selaras dengan hasil tersebut, berdasarkan Tabel 8, hasil analisis korelasi pada 
tingkat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa IKP 
berhubungan negatif secara signifikan dengan prevalensi stunting, dengan koefisien 
korelasi sebesar (r=−0,464) dan nilai signifikansi (p=0,003). Hasil ini menunjukkan 
bahwa variasi tingkat ketahanan pangan desa berkaitan dengan variasi prevalensi 
stunting di wilayah penelitian dan mendukung penggunaan IKP sebagai variabel 
penjelas dalam analisis stunting berbasis wilayah. 

Analisis regresi sederhana antara IKP dan prevalensi stunting sebagai salah 
satu indikator penyusun IKP menunjukkan hubungan linier dengan arah negatif. 
Peningkatan prevalensi stunting berkaitan dengan penurunan nilai IKP. Hubungan 
tersebut tercermin dalam persamaan regresi 𝑦 = −0,4476𝑥 + 63,945 , yang 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan prevalensi stunting diikuti oleh penurunan 
skor IKP. Nilai koefisien determinasi sebesar 𝑅ଶ = 0,213  menunjukkan bahwa 
variasi prevalensi stunting menjelaskan 21,3% variasi IKP, sementara sisanya 
dipengaruhi oleh indikator lain di luar model. Sebaran data dan garis regresi pada 
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Gambar 5 memperlihatkan kecenderungan hubungan tersebut secara visual dan 
menguatkan keterkaitan antara ketahanan pangan dan stunting pada tingkat desa. 
Temuan ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menempatkan stunting 
sebagai komponen penting dalam ketahanan pangan (UNICEF, 2019; FAO et al. 
2022; Badan Pangan Nasional, 2023). Hasil serupa juga didukung oleh penelitian 
di Provinsi Sulawesi Tengah, yang menyebutkan bahwa indeks ketahanan pangan 
menjelaskan 33,8% variasi kejadian stunting (Iskandar et al. 2025). Temuan 
tersebut juga didukung oleh penelitian pada tingkat rumah tangga, yang melaporkan 
peningkatan risiko stunting sebesar 3,1 kali pada rumah tangga rawan pangan di 
Kabupaten Kudus (Rahmatika et al., 2024). 

Gambar 5 Regresi linear IKP dengan prevalensi stunting desa. 

5.4 Analisis Deskriptif IKP dan Prevalensi Stunting Desa 

Tabel 7 menyajikan distribusi skor IKP dan prevalensi stunting pada tingkat 
desa/kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Data tersebut menunjukkan 
variasi tingkat ketahanan pangan yang cukup lebar, mulai dari kategori sangat tahan 
hingga sangat rentan, dengan nilai IKP berkisar antara 33,41 hingga 81,04. Pada 
saat yang sama, prevalensi stunting juga memperlihatkan perbedaan antar wilayah, 
dengan nilai rata-rata sebesar 13,70%. Penyajian kedua indikator ini memberikan 
gambaran awal mengenai kondisi ketahanan pangan dan status gizi anak di tingkat 
desa, serta menjadi dasar untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antara keduanya 
secara komparatif. 

Tabel 7  Skor IKP dan Prevalensi Stunting Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten 
PPU 

Desa/kelurahan Skor IKP Kategori IKP Prevalensi Stunting (%) 
Sumber Sari 81,04 Sangat tahan 6,25 
Gunung Mulia 78,68 Sangat tahan 13,19 
Sepan 71,05 Tahan 22,64 
Riko 67,89 Tahan 20.00 
Giri Purwa 67,05 Cukup tahan 1,02 
Gunung Makmur 65,62 Cukup tahan 6,87 

y = -0.4476x + 63.945
R² = 0.213
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Tabel 7  Skor IKP dan Prevalensi Stunting Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten 
PPU (lanjutan) 

Desa/kelurahan Skor IKP Kategori IKP Prevalensi Stunting (%) 
Babulu Darat 65,25 Cukup tahan 9,84 
Tanjung Tengah 64,08 Cukup tahan 1,16 
Gunung Intan 63,68 Cukup tahan 12,94 
Sidorejo 63,30 Cukup tahan 0,00 
Bangun Mulya 62,65 Cukup tahan 3,76 
Sebakung Jaya 62,39 Cukup tahan 17,05 
Bukit Subur 62,36 Cukup tahan 26,53 
Salo Loang 62,02 Cukup tahan 2,78 
Lawe-Lawe 60,81 Cukup tahan 1,05 
Api-Api 60,73 Cukup tahan 7,55 
Sungai Parit 60,26 Cukup tahan 19,15 
Sesumpu 60,16 Cukup tahan 17,46 
Giri Mukti 60,03 Cukup tahan 2,89 
Petung 59,12 Agak rentan 2,25 
Labangka 57,25 Agak rentan 7,33 
Rintik 56,66 Agak rentan 5,43 
Rawa Mulia 56,59 Agak rentan 13,08 
Sesulu 56,18 Agak rentan 16,44 
Pejala 56,06 Agak rentan 0,00 
Sotek 56,05 Agak rentan 19,29 
Kampung Baru 54,49 Agak rentan 5,13 
Labangka Barat 54,30 Agak rentan 17,35 
Nenang 53,76 Agak rentan 20.00 
Gunung Seteleng 52,87 Agak rentan 20,49 
Waru 52,05 Agak rentan 3,32 
Nipah-Nipah 51,63 Agak rentan 29,23 
Sri Raharja 50,96 Rentan 17,19 
Buluminung 49,94 Rentan 36,17 
Babulu Laut 48,52 Rentan 26,36 
Jenebora 48,26 Rentan 27,54 
Gersik 46,42 Rentan 19,78 
Maridan 43,67 Rentan 14,77 
Penajam 35,21 Sangat rentan 28,38 
Pantai Lango 33,41 Sangat rentan 26,50 
Rata-rata 57,81 Agak rentan 13,70 

IKP: indeks ketahanan pangan, PPU: Penajam Paser Utara 
 

a) Hubungan desa/kelurahan sangat tahan pangan dengan prevalensi stunting  
Tabel 7 mencatat dua desa berstatus sangat tahan pangan. Desa Sumber Sari 

memiliki skor IKP 81,04% dan angka prevalensi stunting 6,25%. Desa Gunung 
Mulia mencatat skor IKP 78,68% dan tingkat stunting 13,19%. Data ini 
menegaskan Desa Sumber Sari memegang rekor prevalensi stunting terendah 
sejalan dengan status ketahanan pangannya. Status wilayah sebagai kawasan eks-
transmigrasi yang memungkinkan para transmigran untuk memiliki aset lahan 
pertanian yang diberikan oleh pemerintah (BPS PPU 2024b). Desa Sumber Sari 
menempati Kecamatan Babulu sebagai pusat penghasil padi terbesar di Kabupaten 
Penajam Paser Utara. Kecamatan ini memiliki luasan lahan sawah mencapai 16.900 
hektar. Rekam data tahun 2020 menunjukkan luas sawah Kecamatan Babulu 
menyentuh 12.851 hektar. Angka ini berbanding terbalik dengan rata-rata luasan 
sawah di kecamatan lain yang hanya berada di bawah 2.000 hektar (Arjuna et al. 
2024; BPS PPU 2024b). Keberadaan Bendungan Babulu mendukung produktivitas 



67 
 

 

lahan secara konstan sepanjang tahun. Infrastruktur irigasi ini menciptakan surplus 
produksi beras dan pangan lokal secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan yang 
stabil di tingkat rumah tangga mengeliminasi risiko kelaparan musiman. 

Asupan gizi yang konsisten mencegah tubuh balita mengalami katabolisme 
pemicu gangguan pertumbuhan (Prendergast dan Humphrey 2014). Kekurangan 
gizi mikro seperti protein hewani, zat besi, dan zink memicu kejadian stunting 
secara langsung. Priyantini dan Nurmalitasari (2023) membuktikan asupan zink di 
bawah 3 miligram per hari memiliki hubungan bermakna dengan kejadian stunting 
melalui nilai p=0,001. Masyarakat memenuhi kebutuhan gizi zink ini melalui 
konsumsi daging sapi, telur, susu, dan biji-bijian. Diversifikasi sumber pendapatan 
dari sektor perkebunan sawit dan karet berkontribusi terhadap kondisi ekonomi 
masyarakat yang relatif baik. Kondisi tersebut didukung oleh ketersediaan 
infrastruktur kesehatan dan sanitasi yang telah memadai sejak awal perkembangan 
permukiman. Kombinasi karakteristik ekonomi, kesehatan, dan lingkungan tersebut 
mencerminkan kondisi yang relatif mendukung bagi ketahanan pangan dan status 
gizi masyarakat. Sejalan dengan kondisi tersebut, desa ini memiliki prevalensi 
stunting yang tergolong rendah, yaitu sebesar 6,25%. UNICEF (2020) 
mengonfirmasi ketahanan pangan tingkat rumah tangga bertindak sebagai faktor 
dasar penentu status gizi anak. Yuliantini et al. (2024) membuktikan ketahanan 
pangan berhubungan signifikan dengan stunting melalui nilai koefisien β=0,441, 
t=7,971, dan p<0,05. 

Sanitasi lingkungan yang baik mencegah terjadinya gangguan fungsi usus 
kronis dan infeksi pencernaan pada balita. Tabel 5 membuktikan 0% rumah tangga 
di Desa Sumber Sari hidup tanpa akses air minum layak. Budiastutik et al. (2024) 
menemukan hubungan signifikan antara penyakit menular (p=0,000), sumber air 
minum (p=0,000), perilaku hidup bersih dan sehat (p=0,000), serta kondisi 
lingkungan (p=0,000) dengan kejadian stunting. Tenilawini et al. (2024) 
memperkuat temuan ini dengan membuktikan korelasi antara kejadian stunting dan 
sanitasi keluarga/ketersediaan air bersih (p=0,013, koefisien korelasi=0,326), 
pengelolaan sampah (p=0,000, koefisien korelasi=0,478), serta kondisi lingkungan 
rumah tangga (p=0,003, koefisien korelasi=0,387). Sanitasi lingkungan yang buruk 
secara mutlak meningkatkan risiko infeksi dan menghambat perkembangan anak. 
Pemenuhan akses air bersih, sistem pengelolaan sampah, dan kondisi hunian yang 
sehat memegang fungsi vital dalam pencegahan stunting Tenilawini et al. (2024). 
Desa Sumber Sari menjalankan tiga pilar ketahanan pangan berupa aset lahan 
mandiri, pendapatan diversifikasi, dan fasilitas sanitasi memadai. Ketiga pilar ini 
memosisikan desa pada skor IKP 81,04 dan tingkat stunting 6,25%. Pencapaian ini 
melampaui target Strategi Nasional (Stranas) 2025 yang menetapkan ambang batas 
prevalensi stunting maksimal 14% (KEMENSETNEG 2025). 

Desa Gunung Mulia menempati kategori sangat tahan pangan dengan skor 
IKP 78,68% dan prevalensi stunting 13,19%. Wilayah ini memiliki stabilitas 
produksi pangan lokal berupa padi dan palawija yang sangat aman. Dataran rendah 
yang datar dan terbuka mendominasi kondisi geografis wilayah ini. Karakteristik 
topografi tersebut menjadikan lahan sangat ideal untuk area persawahan intensif 
(BPS PPU 2024b). Kontur wilayah yang cenderung datar memudahkan proses 
mobilisasi logistik pangan dan kelancaran pembangunan infrastruktur dasar seperti 
fasilitas sanitasi dan jalan. Kesesuaian geografis menciptakan fondasi kemandirian 
pangan yang kuat bagi masyarakat desa. Kemandirian ini menekan angka stunting 
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menjadi 13,19% dan berhasil memenuhi standar target nasional di bawah 14% (BPS 
PPU 2024b). Tingkat stunting wilayah ini terbukti masih lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan Desa Sumber Sari. Ketersediaan kuantitas pangan tidak 
secara otomatis menjamin pemenuhan kualitas gizi di tingkat rumah tangga. 
Tingkat pendidikan dan pola asuh ibu bertindak sebagai penentu krusial dalam 
pemenuhan nutrisi balita. Kapasitas literasi pendidikan memengaruhi pola pikir ibu 
dalam merawat dan mengasuh anak secara medis. 

Tabel 5 mencatat rata-rata lama sekolah perempuan di Desa Gunung Mulia 
mencapai 9,36 tahun. Angka ini menunjukkan sebagian besar perempuan di 
wilayah tersebut menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah 
Pertama (SMP). Tingkat pendidikan yang tinggi membentuk kesadaran ibu 
terhadap urgensi pemeriksaan kehamilan (antenatal care), pemberian ASI eksklusif, 
dan pemenuhan asupan protein hewani bagi anak. Pendidikan ibu berfungsi sebagai 
perisai keluarga dari disinformasi gizi dan praktik pengasuhan yang keliru. 
Keterbatasan jenjang pendidikan menghambat kapasitas analitis ibu dalam 
mendeteksi secara dini gangguan pertumbuhan pada balita. Framesthi et al. (2024) 
menyimpulkan literasi kesehatan ibu memegang peran sentral dalam upaya 
pencegahan stunting. Kusumawati et al. (2021) membuktikan tingkat pendidikan 
ibu berhubungan secara signifikan dengan kejadian stunting melalui nilai p<0,05. 
Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk 
di Desa Gunung Mulia sebesar 0,32, yang mencerminkan kondisi relatif baik 
berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai rasio yang rendah 
mengindikasikan ketersediaan tenaga kesehatan yang lebih memadai dibandingkan 
dengan jumlah penduduk yang dilayani. Kondisi tersebut berpotensi mendukung 
pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemantauan pertumbuhan balita, 
pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan edukasi gizi di masyarakat. 
Penelitian Yulidasari et al. (2024) juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara 
tenaga kesehatan dan kader berperan penting dalam pencegahan stunting sejak 
masa kehamilan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Desa Gunung 
Mulia memiliki jarak geografis sejauh 63 kilometer dari ibu kota kabupaten (BPS 
PPU 2024b). Wilayah ini menempati titik lokasi terjauh dibandingkan desa lain di 
Kecamatan Babulu. Isolasi geografis tersebut menghambat aksesibilitas masyarakat 
menuju fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang lebih memadai. Keterbatasan 
akses fisik dan keterlambatan penanganan medis meningkatkan risiko kematian 
pasien atau memburuknya masalah kesehatan. Madani et al. (2024)  membuktikan 
faktor lokal, khususnya akses layanan kesehatan dan edukasi gizi, memengaruhi 
kejadian stunting di suatu wilayah secara signifikan. 

 
b) Hubungan desa/kelurahan tahan pangan dengan prevalensi stunting 

Tabel 7 mencatat dua wilayah masuk ke dalam kategori tahan pangan. 
Kelurahan Sepan mencatat skor IKP 71,05 dan prevalensi stunting 22,64%. 
Kelurahan Riko memiliki skor IKP 67,89 dan prevalensi stunting 20,00%. Kedua 
kelurahan memiliki tingkat ketahanan pangan yang relatif baik. Prevalensi stunting 
di kedua wilayah tersebut masih berada di atas target Renstra 2024 sebesar 14% 
(PRI 2021). Kondisi lingkungan kering mendominasi kedua wilayah ini. Penduduk 
membudidayakan tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan karet sebagai 
bentuk adaptasi terhadap kondisi alam (BPS PPU 2023c). Dominasi komoditas 
perkebunan menyebabkan ketersediaan lahan untuk budidaya tanaman pangan 
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menjadi lebih terbatas sehingga sebagian kebutuhan pangan dipenuhi melalui 
pembelian dari luar desa (Andini et al. 2024). Meskipun demikian, hasil panen 
kelapa sawit memberikan pendapatan yang relatif tinggi bagi masyarakat. 
Pendapatan tersebut meningkatkan daya beli rumah tangga sehingga dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, termasuk memperoleh 
pangan dari luar desa (Tabe-Ojong et al. 2023). Tabel 5 mendata rasio luas lahan 
pertanian terhadap jumlah penduduk mencapai 0,13 hektar per kapita di Kelurahan 
Riko dan 0,16 hektar per kapita di Kelurahan Sepan. Kepemilikan lahan ini 
memfasilitasi masyarakat dalam mengelola kebun komoditas perkebunan dan 
tanaman buah secara mandiri. Praktik pengelolaan mandiri ini mendukung status 
ketahanan pangan di kedua wilayah (Alwarritzi et al. 2016). 

Tabel 5 membuktikan prevalensi stunting di kedua kelurahan tetap 
melampaui 20% di tengah status tahan pangan tersebut. Rendahnya tingkat 
pendidikan perempuan memicu tingginya kasus stunting ini. Rata-rata lama sekolah 
perempuan di Kelurahan Riko hanya mencapai 7,23 tahun dan di Kelurahan Sepan 
sebesar 7,74 tahun. Capaian ini mengonfirmasi sebagian besar perempuan hanya 
menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi kemampuan ibu dalam 
memahami informasi gizi, praktik pemberian makan, dan pola pengasuhan balita. 
Kondisi ini dapat berdampak pada pemenuhan asupan gizi anak yang berkaitan 
dengan kejadian stunting. Prameswary et al. (2025) membuktikan tingkat 
pendidikan ibu memiliki hubungan signifikan dengan kejadian stunting pada balita 
melalui nilai p<0,05. 

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan salah satu indikator yang berkaitan 
dengan pemanfaatan pangan dan pelayanan kesehatan dalam penyusunan IKP. 
Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk 
di Kelurahan Sepan sebesar 0,15 dan di Kelurahan Riko sebesar 0,13. Berdasarkan 
indikator yang digunakan dalam penelitian ini, nilai rasio yang lebih rendah 
menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan yang relatif lebih baik dibandingkan 
jumlah penduduk yang dilayani. Kondisi tersebut dapat mendukung 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pemantauan pertumbuhan 
balita, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan edukasi gizi. Indriati 
(2023) menyatakan bahwa kecukupan tenaga kesehatan berperan dalam 
mendukung pelaksanaan program pencegahan stunting, terutama pada periode 
1.000 HPK. Sejalan dengan itu, Mila et al. (2021) melaporkan bahwa keberadaan 
tenaga kesehatan berhubungan signifikan dengan kejadian stunting (p=0,046), 
riwayat penyakit infeksi (p=0,000), frekuensi pemberian ASI (p=0,035), dan 
pertolongan persalinan (p=0,004). 

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan tetap menjadi aspek penting dalam 
pelaksanaan berbagai program kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan berperan 
dalam pemantauan pertumbuhan anak, kunjungan rumah, edukasi gizi, serta 
pelayanan kesehatan ibu dan anak (Lieskusumastuti et al. 2022). Kegiatan tersebut 
mendukung implementasi percepatan penurunan stunting sebagaimana 
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 (PRI 2021). 
Mujadillah dan Alnur (2024) juga melaporkan bahwa dukungan tenaga kesehatan 
(p=0,025) dan riwayat pemberian ASI eksklusif (p=0,026) berhubungan signifikan 
dengan kejadian stunting. 
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c) Hubungan desa/kelurahan cukup tahan pangan dengan prevalensi stunting 

Tabel 7 mencatat Desa Sidorejo memiliki prevalensi stunting 0% dengan 
status cukup tahan pangan. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi 
pertama Kalimantan Timur dengan menempatkan penduduk di Desa Sidorejo pada 
tahun 1957 (Christiangie 2025). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 
2015 mengatur kriteria desa tertinggal dan desa transmigrasi secara komprehensif. 
Regulasi tersebut mewajibkan penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan, 
kesehatan, permukiman, tata lingkungan, dan transportasi desa. Pemerintah Desa 
Sidorejo menyediakan seluruh fasilitas dasar tersebut untuk menjamin keamanan, 
kenyamanan, dan ketahanan pangan keluarga (KEMENDESA PDTT 2015; BPS 
PPU 2023c). Nur et al. (2023) membuktikan ketersediaan lahan pertanian subur, 
kualitas sumber daya manusia, dan modernisasi pertanian memengaruhi 
perkembangan ekonomi transmigran Jawa di Kabupaten Muna Barat. Desa 
Sidorejo menampung mayoritas transmigran asal Pulau Jawa. Kepemilikan lahan 
bertindak sebagai faktor utama penentu ketahanan pangan. Pemerintah memberikan 
setiap rumah tangga lahan pekarangan untuk berkebun dan beternak 
(KEMENDESA PDTT 2015). Masyarakat memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) 
sebagai jaminan kepastian hukum lahan. Kepastian hukum mendorong warga untuk 
merealisasikan investasi penanaman jangka panjang. Penduduk secara konsisten 
memanfaatkan sisa lahan pekarangan untuk menanam komoditas cabai, tomat, dan 
pepaya (Ashari et al. 2016). Sriyana dan Saha (2022) menyimpulkan Suku Jawa 
memiliki karakter pekerja keras, tekun, sabar, jujur, berprinsip, dan taat beragama. 

Tabel 5 mencatat Desa Bukit Subur memiliki persentase rumah tangga miskin 
21,83%, rata-rata lama pendidikan perempuan 8,62 tahun, dan AHH 56,18 tahun. 
Ketiga faktor komposit ini memengaruhi tingkat kejadian stunting. Keterbatasan 
ekonomi memaksa keluarga mengatur pengeluaran finansial secara ketat. Kondisi 
ini menuntut pemahaman ibu dalam mengatur pola asuh dan pola makan balita. 
Ketidakmampuan ibu memahami jenis gizi dan cara pengolahan makanan secara 
langsung memicu kasus malnutrisi anak. Aghadiati et al. (2023) membuktikan 
tingkat pengetahuan ibu memiliki hubungan signifikan dengan kejadian stunting 
melalui nilai p=0,001. Defisit asupan gizi menghambat pertumbuhan fisik balita. 
Keterbatasan lahan untuk memproduksi komoditas pangan alternatif memperparah 
krisis gizi tersebut. Warga menggantungkan pemenuhan konsumsi harian 
sepenuhnya pada pasokan pasar. Alih fungsi lahan memicu penyusutan area 
pertanian pangan secara drastis Angga et al. (2021). Angka kemiskinan 21,83% 
mengonfirmasi satu dari lima penduduk hidup di bawah batas standar. Tabel 5 turut 
mencatat 4,55% warga belum memiliki akses air minum layak. Ketiadaan akses air 
bersih menyebarkan penyakit infeksi seperti diare kronis. Penyakit infeksi 
memaksa tubuh balita menghabiskan gizi untuk melawan penyakit. Kanda dan 
Widiastutie (2024) membuktikan ketersediaan sumber air berkualitas memberikan 
dampak vital terhadap kesehatan penduduk. Rantai masalah biologis ini membuat 
angka stunting berada pada 26,53%. Masalah ini berujung pada rendahnya AHH di 
angka 56,18 tahun yang di bawah rata-rata 40 desa/kelurahan (Tabel 5). Ketiadaan 
perbaikan akses air bersih dan program pengentasan kemiskinan menjebak wilayah 
ini dalam siklus harapan hidup rendah. Sifriyani et al. (2025) membuktikan 
penduduk miskin, tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah, prevalensi 
stunting, dan ASI eksklusif memengaruhi Angka Harapan Hidup secara signifikan. 
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Kondisi geologi Kelurahan Sungai Parit didominasi oleh tanah lunak dan area 
rawa pasang surut. Wilayah ini berbatasan langsung dengan garis pantai dan muara 
sungai serta berlokasi relatif dekat dengan ibu kota kabupaten. Karakteristik 
tersebut menjadikan Kelurahan Sungai Parit sebagai salah satu jalur penghubung 
menuju kawasan pelabuhan (BPS PPU 2024a). Penduduk memanfaatkan sumber 
daya darat dan perairan untuk menghasilkan berbagai komoditas unggulan. Dari 
sektor perikanan, nelayan menangkap ikan laut, udang, dan kepiting bakau yang 
berasal dari ekosistem mangrove Teluk Balikpapan. Masyarakat juga 
mengembangkan budidaya udang windu dan ikan bandeng pada kawasan tambak 
di zona pasang surut. Sementara itu, lahan kering dimanfaatkan untuk 
membudidayakan tanaman kelapa dan berbagai jenis sayuran (BPS PPU 2025a). 
Kelurahan Sungai Parit masuk kategori cukup tahan pangan berkat daya beli warga 
dari hasil panen protein hewani. Capaian ini bertolak belakang dengan tingginya 
prevalensi stunting sebesar 19,15% (Tabel 5). Tabel 5 menunjukkan bahwa 
Kelurahan Sungai Parit memiliki rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan 
penduduk sebesar 0,19, persentase rumah tangga tanpa akses listrik sebesar 2,79%, 
rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk sebesar 0,02, dan tingkat 
kemiskinan sebesar 7,27%. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik yang rendah 
serta rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk yang rendah 
menunjukkan ketersediaan layanan dasar yang relatif baik. Di sisi lain, rasio luas 
lahan pertanian terhadap jumlah penduduk yang hanya sebesar 0,02 
menggambarkan terbatasnya ketersediaan lahan pertanian per penduduk. Meskipun 
demikian, prevalensi stunting di Kelurahan Sungai Parit masih tergolong tinggi, 
yaitu sebesar 19,15%, dengan angka harapan hidup sebesar 58,99 tahun. Suhadah 
et al. (2023) melaporkan bahwa tingkat pengetahuan (p=0,000), dukungan suami 
(p=0,002), dan dukungan tenaga kesehatan (p=0,000) berhubungan signifikan 
dengan kunjungan Antenatal Care (ANC). Selain itu, Has et al. (2025) menemukan 
bahwa kejadian penyakit menular (p=0,037), asupan protein (p<0,001), 
pengetahuan ibu (p=0,001), dan kelaikan sanitasi (p=0,036) berhubungan dengan 
kejadian stunting pada masyarakat pesisir. Nursilmi et al. (2017) juga melaporkan 
bahwa status gizi berhubungan dengan kualitas hidup, terutama pada aspek fisik 
dan lingkungan. 

Dinamika pasang surut Teluk Balikpapan memengaruhi geografis Kelurahan 
Sesumpu secara dominan. Mayoritas penduduk memegang profesi sebagai nelayan, 
petani tambak, dan petani padi. Kedekatan lokasi dengan kawasan perkotaan 
mendorong sebagian warga bekerja sebagai buruh, pedagang, dan pegawai (BPS 
PPU 2023c). Lahan basah, rawa, tanah aluvial, dan gambut tipis menyusun struktur 
geologis dataran pesisir ini. Kelurahan Sesumpu meraih status cukup tahan pangan 
(Tabel 7). Kemandirian warga dalam mengelola sawah pasang surut, tangkapan 
nelayan, dan tambak udang menjamin pemenuhan pangan keluarga. Sari (2026) 
menyatakan bahwa ketahanan pangan di wilayah pesisir memerlukan kolaborasi 
berbagai pihak untuk menjaga produktivitas sumber daya perairan. Tabel 5 
menunjukkan prevalensi stunting di Kelurahan Sesumpu sebesar 17,46%. Rasio 
luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk sebesar 0,02 menunjukkan 
terbatasnya ketersediaan lahan pertanian per penduduk. Kepadatan permukiman 
juga dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko penularan penyakit infeksi yang 
berpotensi memengaruhi status gizi balita (Mariana dan Lestari 2022). Sejalan 
dengan hal tersebut, Tarigan dan Heryanti (2021) melaporkan bahwa kepadatan 
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hunian berhubungan signifikan dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA) (p=0,001). Tabel 5 juga menunjukkan bahwa sebesar 3,17% rumah tangga 
belum memiliki akses listrik. Keterbatasan akses listrik dapat memengaruhi 
penyimpanan bahan pangan yang memerlukan pendinginan serta pemanfaatan 
peralatan rumah tangga tertentu. Rediansyah et al. (2023) melaporkan bahwa 
ketersediaan infrastruktur listrik berhubungan dengan penguatan kondisi ekonomi 
rumah tangga. 

Desa Sebakung Jaya mencatat angka stunting 17,05% (Tabel 5). Dataran 
rendah aluvial dengan hamparan persawahan mendominasi topografi desa ini. 
Transmigran asal Lamongan mendiami wilayah ini sebagai petani padi utama. 
Sistem irigasi teknis mengairi lahan pertanian secara optimal. Petani memelihara 
sapi untuk menghasilkan pupuk organik dan memanfaatkan jerami sebagai pakan. 
Penduduk mengelola perkebunan sawit dan hortikultura sebagai sumber 
pendapatan tambahan. Kemandirian ini menempatkan Desa Sebakung Jaya ke 
dalam kategori cukup tahan pangan (BPS PPU 2023b). Tabel 5 mencatat 24,68% 
warga Desa Sebakung Jaya tidak memiliki akses listrik. Ketiadaan sarana listrik 
merampas kemampuan teknis keluarga dalam menyimpan bahan makanan segar 
berprotein tinggi (Fujii et al. 2018). Keterbatasan ini memaksa warga mengonsumsi 
makanan olahan bergizi rendah. Defisit gizi meningkatkan kerentanan balita 
terhadap serangan penyakit menular (Asiah et al. 2020). Penyakit infeksi dapat 
menghambat proses pertumbuhan linear anak. Subroto et al. (2021) membuktikan 
riwayat penyakit menular memiliki hubungan signifikan dengan kejadian stunting 
melalui nilai p=<0,001. Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di desa 
tersebut mencapai 17,55% dengan rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan 
penduduk sebesar 0,58. Nilai rasio tersebut mengindikasikan ketersediaan tenaga 
kesehatan yang relatif lebih terbatas dibandingkan desa dengan nilai rasio yang 
lebih rendah. Hasan et al. (2023) melaporkan bahwa peran petugas kesehatan 
berhubungan signifikan dengan pemanfaatan pelayanan penatalaksanaan stunting 
(p=0,021), termasuk dalam mendukung edukasi pada periode 1.000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK). 

Tabel 5 mencatat sepuluh desa berstatus cukup tahan pangan dengan angka 
prevalensi stunting di bawah 14%. Sepuluh desa tersebut mencakup Giri Purwa 
(1,02%), Gunung Makmur (6,87%), Gunung Intan (12,94%), Tanjung Tengah 
(1,16%), Salo Loang (2,78%), Api-Api (7,55%), Bangun Mulia (3,76%), Lawe-
Lawe (1,05%), Babulu Darat (9,85%), dan Giri Mukti (2,89%). Kelurahan Giri 
Mukti, Desa Giri Purwa, dan Kelurahan Lawe-Lawe menempati jalur silang 
aktivitas komersial. Warga aktif menjalankan profesi sebagai ASN, pedagang, dan 
karyawan industri migas (PEMKAB PPU 2021). Sultan et al. (2026) membuktikan 
keberadaan industri migas meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendapatan 
rutin menjamin stabilitas daya beli warga dalam memperoleh bahan pangan bergizi. 
Tabel 5 mencatat tingkat kemiskinan wilayah ini relatif rendah dibandingkan 
dengan desa/kelurahan PPU lainnya (3,06% hingga 11,93%). Ananda dan Dalilah 
(2025) menyimpulkan tingkat pendapatan mengurangi stunting secara tidak 
langsung melalui peningkatan kualitas gizi dan sanitasi. 

Desa Giri Purwa dan Gunung Intan merupakan daerah eks-transmigrasi 
dengan warisan tata ruang serupa Desa Sidorejo. Penduduk memanfaatkan lahan 
usaha dan pekarangan untuk mencapai swasembada pangan (KEMENDESA PDTT 
2015). Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga tanpa akses air 
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minum layak di Desa Giri Purwa sebesar 0%, yang mengindikasikan seluruh rumah 
tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak. Akses terhadap air minum 
layak berkaitan erat dengan ketersediaan sumber air bersih dan praktik sanitasi yang 
baik. Nisa et al. (2021) melaporkan bahwa praktik sanitasi yang baik dapat 
menurunkan risiko penyakit diare pada anak. Sejalan dengan itu, Nadif et al. (2025) 
menemukan bahwa ketersediaan sumber air bersih berhubungan signifikan dengan 
kejadian stunting pada balita (p=0,037). 

Desa Babulu Darat dan Gunung Intan merupakan sentra produksi padi di 
Kabupaten Penajam Paser Utara. Masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk 
membudidayakan sayuran, buah-buahan, ayam ras, dan ikan kolam sebagai sumber 
pangan rumah tangga. Yasin dan Kasim (2018) serta Nurnaningsih et al. (2025) 
melaporkan bahwa pemanfaatan pekarangan berhubungan dengan peningkatan 
ketahanan pangan keluarga. Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga 
dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% berada pada kisaran 6,78%–
12,01%. Selain itu, desa ini didukung oleh akses jalan yang menghubungkan 
wilayah permukiman dengan pusat distribusi pangan (BPS PPU 2024b). 

Desa Tanjung Tengah dan Salo Loang merupakan wilayah yang memadukan 
kawasan daratan dan pesisir. Tabel 5 menunjukkan rasio luas lahan pertanian 
terhadap jumlah penduduk sebesar 0,05 dan 0,02 hektar per kapita. Masyarakat 
memanfaatkan lahan untuk membudidayakan palawija dan buah-buahan, serta 
menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan (BPS PPU 2025a). Kurniawan 
et al. (2020) melaporkan bahwa usaha budi daya rumput laut memberikan manfaat 
ekonomi bagi rumah tangga nelayan pesisir. Hasanah et al. (2025) juga 
mendeskripsikan pelatihan pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai 
tambah, seperti empek-empek dan odeng, bagi istri nelayan. Di Salo Loang, 
Kelompok Usaha Wanita (KUW) Lestari memproduksi berbagai olahan hasil laut 
sebagai sumber tambahan pendapatan rumah tangga (Fadri 2021). Selain itu, 
pemerintah telah menyediakan teknologi pengolahan air gambut serta fasilitas 
pelayanan kesehatan di kawasan tersebut (Setiadi dan Kristyawan 2018; BPS PPU 
2025a). Tambaip et al. (2023) melaporkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan 
berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Desa Bangun Mulia merupakan salah satu kawasan pertanian di Kabupaten 
Penajam Paser Utara dengan komoditas utama berupa karet, kelapa sawit, tanaman 
pangan, dan palawija (BPS PPU 2022a; PEMKAB PPU 2023). Keragaman 
komoditas tersebut mendukung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga (BPS 
PPU 2023a). Tabel 5 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Desa Bangun 
Mulia sebesar 3,76%, dengan persentase rumah tangga yang memiliki proporsi 
pengeluaran pangan lebih dari 65% sebesar 6,09%. Selain sektor pertanian, 
masyarakat juga mengembangkan UMKM Sentra Batik Sekar Buen sebagai salah 
satu produk unggulan daerah (Aka et al. 2022). Desa Api-Api di Kecamatan Waru 
memiliki karakteristik wilayah agraris yang dipadukan dengan ekosistem pesisir 
mangrove (BPS PPU 2023a). Tabel 5 menunjukkan prevalensi stunting di Desa 
Api-Api sebesar 7,55%. Masyarakat memanfaatkan kebun jagung, terong, serta 
hasil tangkapan ikan rawa sebagai sumber pangan rumah tangga. Oktaviasari et al. 
(2024) melaporkan bahwa asupan protein ikan berhubungan signifikan dengan 
kejadian stunting pada masyarakat pesisir (p=0,002). Desa Gunung Makmur 
merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Paser (BPS PPU 
2024b). Tabel 5 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 6,87%, tingkat 
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kemiskinan 10,32%, dan persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran 
pangan lebih dari 65% sebesar 11,11%. Lermating et al. (2024) melaporkan bahwa 
ketersediaan pangan lokal berhubungan dengan penguatan ketahanan pangan 
wilayah. 

Tabel 5 mendata empat desa (Giri Mukti, Giri Purwa, Lawe-Lawe, dan 
Gunung Makmur) mencapai angka 0% pada ketiadaan akses air bersih. Nisa et al. 
(2021) membuktikan penyediaan sanitasi air bersih berhubungan signifikan dengan 
kejadian stunting (p=0,047; OR=2,705). Sopianti et al. (2024) dan Herdinda (2024) 
mengonfirmasi akses air bersih dan jamban sehat memengaruhi prevalensi stunting. 
Pemeliharaan lingkungan bersih menjamin proses penyerapan asupan gizi balita 
berjalan maksimal (Mariana dan Lestari 2022). Tabel 5 mencatat Desa Salo Loang 
mencapai angka 0% ketiadaan akses listrik. Infrastruktur energi memfasilitasi 
rumah tangga dalam mengoperasikan lemari pendingin bahan makanan segar. 
Kepemilikan akses listrik tingkat rumah tangga mendongkrak asupan gizi hingga 
187 kkal per hari (Hassen dan Gebrehiwot 2022). Chrisnahutama (2023) 
membuktikan ketersediaan listrik, air minum, dan sanitasi memengaruhi tingkat 
kesejahteraan masyarakat. 

 
d) Hubungan desa/kelurahan agak rentan pangan dengan prevalensi stunting 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat tiga belas desa/kelurahan yang 
termasuk dalam kategori agak rentan dengan skor IKP berkisar antara 51,63 hingga 
59,12. Desa-desa tersebut meliputi Desa Petung, Labangka, Rintik, Rawa Mulia, 
Sesulu, Pejala, Sotek, Nipah-Nipah, Kampung Baru, Labangka Barat, Nenang, 
Gunung Seteleng, dan Waru (BPS PPU 2024a). Ketiga belas desa tersebut tersebar 
di Kecamatan Waru, Babulu, dan Penajam, dengan prevalensi stunting berkisar 
antara 0% hingga 20,49%. Kelurahan Pejala merupakan salah satu wilayah 
administratif di Kecamatan Penajam yang termasuk dalam kawasan penyangga Ibu 
Kota Nusantara. Kelurahan ini berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan di 
bagian timur dan didominasi oleh bentang alam pesisir berupa dataran rendah. 
Karakteristik wilayah tersebut mendukung kegiatan perikanan sebagai salah satu 
mata pencaharian utama masyarakat. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai 
nelayan, sedangkan sebagian lainnya mengembangkan usaha pengolahan hasil 
perikanan, seperti ikan asin dan kerupuk ikan, sebagai kegiatan ekonomi rumah 
tangga (BPS PPU 2023c). 

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kelurahan Pejala memiliki prevalensi stunting 
sebesar 0%, dengan persentase rumah tangga tanpa akses listrik sebesar 0% dan 
persentase rumah tangga tanpa akses air minum layak sebesar 0%. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga telah memiliki akses terhadap kedua 
layanan dasar tersebut. Ketersediaan listrik mendukung rumah tangga dalam 
memanfaatkan berbagai peralatan yang berkaitan dengan penyimpanan dan 
pengolahan bahan pangan, termasuk lemari pendingin untuk menjaga kualitas 
pangan yang mudah rusak. Selain itu, akses listrik juga mendukung pemanfaatan 
sarana komunikasi, penerangan, serta peralatan rumah tangga yang menunjang 
aktivitas sehari-hari. Samuda (2023) melaporkan bahwa kapasitas terpasang 
pembangkit listrik berhubungan positif dengan indeks ketahanan pangan di 
Indonesia. Ketersediaan listrik juga mendukung pengoperasian pompa air dan 
berbagai fasilitas yang berkaitan dengan penyediaan air bagi rumah tangga. Sejalan 
dengan itu, Singrapati dan Astuti (2024) menemukan adanya pengaruh spasial 
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persentase rumah tangga tanpa akses listrik terhadap prevalensi stunting pada anak 
di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. 

Akses terhadap air minum layak berkaitan dengan kondisi sanitasi yang 
mendukung kesehatan anak dan pencegahan stunting. Lingkungan dengan sanitasi 
yang baik dapat mengurangi paparan mikroorganisme penyebab penyakit infeksi 
sehingga mendukung penyerapan zat gizi pada anak. Infeksi saluran pencernaan 
yang terjadi secara berulang diketahui berhubungan dengan gangguan pertumbuhan 
anak. Ketersediaan air yang memadai juga mendukung aktivitas rumah tangga dan 
kegiatan ekonomi masyarakat karena mengurangi waktu serta biaya yang 
diperlukan untuk memperoleh air dan penanganan penyakit yang berkaitan dengan 
sanitasi. Air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar dalam menjaga 
kesehatan masyarakat serta menurunkan risiko penularan penyakit berbasis 
lingkungan. Sebaliknya, konsumsi air yang tidak memenuhi standar kesehatan 
berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit, seperti diare, kolera, dan tifus, 
yang dapat memengaruhi status gizi anak. Bagu et al. (2024) melaporkan bahwa 
konsumsi air di bawah standar kesehatan berhubungan signifikan dengan risiko 
kejadian stunting (p=0,003). 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat enam desa/kelurahan dengan prevalensi 
stunting di bawah 14%, yaitu Kelurahan Petung (2,25%), Kelurahan Waru (3,32%), 
Kelurahan Kampung Baru (5,13%), Desa Rintik (5,43%), Desa Labangka (7,33%), 
dan Desa Rawa Mulia (13,08%). Kelurahan Petung merupakan kawasan dataran 
yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa di 
Kabupaten Penajam Paser Utara (BPS PPU 2025c). Perkembangan aktivitas 
perdagangan di wilayah tersebut diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk 
sehingga kebutuhan lahan permukiman semakin meningkat (Sitorus et al. 2021). 
Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 
di Kelurahan Petung sebesar 0,00 ha per kapita, yang menggambarkan sangat 
terbatasnya ketersediaan lahan pertanian. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian 
besar kebutuhan pangan rumah tangga lebih bergantung pada pasokan pangan dari 
pasar dibandingkan dengan hasil produksi sendiri. 

Posisi Kelurahan Petung sebagai salah satu sentra perdagangan di Kabupaten 
Penajam Paser Utara menjadikan wilayah ini memiliki aktivitas ekonomi yang 
relatif tinggi. Keberadaan pusat perdagangan memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam memperoleh berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk bahan 
pangan (BPS PPU 2025c). Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga 
dengan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% di Kelurahan Petung sebesar 
12,19%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga tidak 
termasuk dalam kelompok dengan proporsi pengeluaran pangan yang tinggi. 
Aktivitas perdagangan juga menyediakan berbagai pilihan sumber mata 
pencaharian di sektor jasa dan perdagangan yang berpotensi meningkatkan 
pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memengaruhi struktur 
pengeluaran rumah tangga sehingga pengeluaran non-pangan menjadi lebih 
beragam. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kelurahan 
Petung sebesar 2,25%. Purwaningsih et al. (2015) melaporkan bahwa rumah tangga 
di wilayah perkotaan memiliki proporsi pengeluaran pangan yang lebih rendah 
dibandingkan rumah tangga di wilayah pedesaan. 
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Kelurahan Waru merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi di 
Kecamatan Waru. Jalur utama Trans Kalimantan melintasi wilayah ini sehingga 
mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kelurahan Waru memiliki 
karakteristik kawasan perkotaan skala kecil yang didominasi oleh sektor 
perdagangan dan jasa, namun masyarakat masih mempertahankan aktivitas 
pertanian. Mata pencaharian penduduk cukup beragam, meliputi pedagang, petani, 
buruh tani, pekerja tambang, dan penyedia jasa angkutan (BPS PPU 2022a). Tabel 
5 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kelurahan Waru sebesar 3,32%. 
Sebagai ibu kota kecamatan, wilayah ini didukung oleh berbagai fasilitas pelayanan 
publik. Tabel 5 juga menunjukkan rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan 
penduduk sebesar 5,6. Nilai tersebut menunjukkan ketersediaan tenaga kesehatan 
berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Azarine et al. (2023) 
melaporkan bahwa peran petugas kesehatan berhubungan signifikan dengan upaya 
pencegahan stunting pada ibu hamil (p=0,001). 

Kelurahan Kampung Baru berada di wilayah administratif Kecamatan 
Penajam, sedangkan Desa Labangka, Rawa Mulia, dan Rintik berada di Kecamatan 
Babulu. Ketiga desa di Kecamatan Babulu tersebut didominasi oleh topografi 
dataran rendah dengan sistem drainase yang mendukung kegiatan pertanian. 
Kondisi tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan lahan pertanian, 
dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun kelapa sawit 
(PEMKAB PPU 2023). Sektor pertanian di Desa Labangka dan Rintik juga 
didominasi oleh budi daya padi tadah hujan yang bergantung pada curah hujan 
musiman (PROKAL 2020). Tabel 5 menunjukkan bahwa keempat wilayah tersebut 
memiliki persentase rumah tangga tanpa akses air minum layak sebesar 0%. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga telah memiliki akses 
terhadap air minum layak. Tabel 5 juga menunjukkan rasio tenaga kesehatan 
terhadap kepadatan penduduk sebesar 5,35 di Desa Labangka dan 5,76 di Desa 
Rintik. Ketersediaan akses air minum layak dan pelayanan kesehatan merupakan 
komponen yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Ketersediaan akses air minum layak merupakan salah satu komponen yang 
berkaitan dengan upaya pencegahan stunting melalui perbaikan kondisi sanitasi. 
Akses terhadap sumber air yang layak mendukung penerapan perilaku hidup bersih 
dan sehat di tingkat rumah tangga. Praktik tersebut mencakup kebiasaan mencuci 
tangan menggunakan sabun serta pengolahan makanan dengan memperhatikan 
kebersihan. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dapat mengurangi risiko 
penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pencernaan yang berhubungan dengan 
gangguan pertumbuhan anak. Akses air minum layak yang didukung sanitasi yang 
baik juga berkontribusi terhadap terjaganya status kesehatan balita sehingga 
penyerapan zat gizi berlangsung lebih optimal (Nisa et al. 2021; Sopianti et al. 
2024). Nuryanti et al. (2024) melaporkan bahwa sanitasi air bersih berhubungan 
signifikan dengan kejadian stunting (p=0,000). Sejalan dengan itu, Olo et al. (2020) 
melaporkan bahwa ketersediaan air dan sanitasi berhubungan dengan kejadian 
stunting pada balita di Indonesia. 

Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Penajam merupakan kawasan 
pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan. Posisi tersebut 
mendukung konektivitas transportasi laut antara Kabupaten Penajam Paser Utara 
dan Kota Balikpapan. Transportasi laut, seperti kapal kelotok dan speedboat, 
dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas penumpang maupun distribusi barang. 
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Kondisi geografis Kelurahan Kampung Baru didominasi oleh permukiman pesisir 
yang berkembang di kawasan perairan dan dataran rendah. Karakteristik wilayah 
tersebut membentuk aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang berkaitan 
dengan kawasan pesisir. Selain itu, konektivitas transportasi laut turut mendukung 
kegiatan ekonomi dan mobilitas penduduk. Sebagian besar masyarakat bekerja 
pada sektor perikanan, perdagangan, dan jasa transportasi laut (BPS PPU 2024a). 

Sektor pertanian di Desa Labangka dan Desa Rintik bergantung pada sistem 
budi daya musiman berupa padi tadah hujan (PROKAL 2020). Ketergantungan 
terhadap curah hujan menyebabkan hasil produksi pertanian dipengaruhi oleh 
variasi kondisi iklim setiap musim. Kondisi tersebut dapat memengaruhi 
ketersediaan pangan rumah tangga, sehingga kedua desa termasuk dalam kategori 
agak rentan berdasarkan skor IKP. Tabel 5 menunjukkan rasio tenaga kesehatan 
terhadap kepadatan penduduk sebesar 5,75 di Desa Labangka dan 5,76 di Desa 
Rintik. Ketersediaan tenaga kesehatan mendukung pelaksanaan pelayanan 
kesehatan, termasuk kegiatan edukasi mengenai pencegahan stunting. Pelayanan 
kesehatan di wilayah tersebut juga didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan 
rujukan yang tersedia (DISKOMINFO PPU 2024). Vriarindani (2023) melaporkan 
bahwa promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan gizi 
berhubungan dengan upaya pencegahan stunting. Peran tenaga kesehatan dalam 
kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang ditujukan 
kepada remaja, pasangan usia subur, keluarga, ibu hamil, dan ibu balita. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat enam wilayah dengan prevalensi 
stunting di atas 14%, yaitu Kelurahan Nipah-Nipah, Kelurahan Nenang, Kelurahan 
Gunung Seteleng, Kelurahan Sotek, Desa Sesulu, dan Desa Labangka Barat (Tabel 
5). Kelurahan Nenang, Kelurahan Gunung Seteleng, Desa Sesulu, dan Desa 
Labangka Barat didominasi oleh bentang alam dataran rendah aluvial. Kawasan 
Kelurahan Nenang dan Kelurahan Gunung Seteleng memiliki topografi yang relatif 
datar dengan kemiringan lereng yang rendah, sedangkan Desa Labangka Barat 
memiliki karakteristik lahan yang serupa. Kondisi fisiografis tersebut mendukung 
pengembangan lahan pertanian, termasuk sistem irigasi persawahan di Desa 
Labangka Barat. Sebagian besar masyarakat Desa Labangka Barat bekerja sebagai 
petani, sedangkan penduduk Kelurahan Nenang dan Kelurahan Gunung Seteleng 
didominasi oleh karyawan dan buruh. Di Desa Sesulu, sebagian besar masyarakat 
bermata pencaharian sebagai nelayan (BPS PPU 2024a). 

Kelurahan Nipah-Nipah merupakan pusat administrasi pemerintahan di 
Kecamatan Penajam sekaligus kawasan pesisir yang berbatasan dengan Teluk 
Balikpapan. Wilayah ini didukung oleh berbagai infrastruktur pemerintahan, 
dengan deretan kantor administrasi yang berada di sepanjang jalan utama (BPS PPU 
2023c). Seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kelurahan Nipah-Nipah 
mengalami perkembangan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya 
usaha akomodasi, pusat kuliner, dan jasa yang melayani penduduk maupun pekerja 
proyek. Tabel 5 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kelurahan Nipah-Nipah 
sebesar 29,23% dengan tingkat kemiskinan mencapai 25,81%. Kondisi tersebut 
menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi wilayah belum diikuti oleh 
pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat.  

Nilan (2025) melaporkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara 
memberikan dampak ekonomi, termasuk perubahan harga dan aktivitas ekonomi di 
wilayah sekitarnya. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa persentase rumah tangga 
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tanpa akses listrik sebesar 8,67% dan rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan 
penduduk sebesar 0,28. Akses terhadap listrik dan ketersediaan tenaga kesehatan 
merupakan komponen penting dalam mendukung pelayanan kesehatan dan 
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejalan dengan itu, Bate’e dan Wahyu 
(2024) melaporkan bahwa peran kader posyandu (p<0,001), peran petugas 
kesehatan (p<0,001), dan kunjungan ibu balita ke posyandu (p<0,001) berhubungan 
signifikan dengan kejadian stunting. 

Desa Sesulu merupakan wilayah yang berada pada kawasan transisi antara 
daratan perkebunan dan pesisir di Kecamatan Waru. Jalan poros provinsi melintasi 
desa ini dan menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten 
Paser. Wilayah Desa Sesulu didominasi oleh dataran rendah yang berbatasan 
dengan ekosistem mangrove di bagian timur. Karakteristik wilayah tersebut 
memengaruhi pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian masyarakat. Penduduk 
bekerja pada berbagai sektor, meliputi perkebunan kelapa sawit dan karet, 
perikanan tambak, perikanan tangkap, perdagangan, serta industri pengolahan kayu 
(BPS PPU 2023a). Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio luas lahan pertanian terhadap 
jumlah penduduk di Desa Sesulu sebesar 0,01, yang menggambarkan terbatasnya 
ketersediaan lahan pertanian per penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
peluang rumah tangga untuk memproduksi pangan dari lahan sendiri relatif 
terbatas. Luthfiya et al. (2023) melaporkan bahwa pemanfaatan pekarangan 
berhubungan dengan peningkatan keragaman pangan dan pemenuhan gizi balita. 
Selain itu, (Aryani et al. 2024) melaporkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan 
meningkatnya risiko kejadian stunting, salah satunya melalui keterbatasan 
kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. 

Kelurahan Sotek di Kecamatan Penajam memiliki topografi perbukitan landai 
yang didominasi oleh lahan kering. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk 
pengembangan komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet, serta 
kegiatan industri perkayuan. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor 
kehutanan, perkebunan, dan industri pengolahan kayu (BPS PPU 2025b). Tabel 5 
menunjukkan bahwa rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk di 
Kelurahan Sotek sebesar 0,08, yang menggambarkan terbatasnya ketersediaan 
lahan pertanian per penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan 
lahan lebih banyak didominasi oleh komoditas perkebunan dibandingkan tanaman 
pangan. Kahar et al. (2022) melaporkan bahwa pengelolaan lahan pada kondisi 
tanah tertentu memerlukan tambahan input, seperti kapur dan pupuk, sehingga 
meningkatkan biaya produksi. Selain itu, Mulyanto et al. (2023) melaporkan bahwa 
aktivitas perkebunan kelapa sawit berpotensi memengaruhi kualitas air permukaan 
dan air tanah di sekitarnya. Penurunan kualitas sumber air tersebut dapat berkaitan 
dengan kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu 
faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. 

Desa Labangka Barat di Kecamatan Babulu merupakan kawasan dataran 
rendah agraris dengan pola permukiman eks-transmigrasi. Wilayah ini didominasi 
oleh hamparan persawahan dan perkebunan hortikultura yang didukung oleh 
jaringan irigasi serta infrastruktur jalan (BPS PPU 2024b). Sebagian besar 
masyarakat bekerja sebagai petani padi sawah, pekebun, dan buruh tani musiman 
sehingga pendapatan rumah tangga berkaitan dengan hasil produksi pertanian dan 
harga komoditas. Meskipun menjadi salah satu sentra produksi pangan, 
kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi tetap 
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dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan daya beli. Ariyanto et al. (2019) melaporkan 
bahwa fluktuasi harga karet berhubungan dengan perubahan pendapatan petani dan 
menjelaskan 72,7% variasi konsumsi rumah tangga petani di Kabupaten Bungo. 
Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Desa Labangka Barat mencapai 
17,42%, dengan prevalensi stunting sebesar 17,35%. Kemiskinan dapat membatasi 
kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang beragam, terutama 
sumber protein hewani. Sejalan dengan itu, Susilowati et al. (2025) melaporkan 
bahwa pemenuhan gizi pada anak usia dini berhubungan dengan kejadian stunting, 
perkembangan kognitif, dan produktivitas pada masa mendatang. 

Kelurahan Nipah-Nipah merupakan pusat administrasi pemerintahan 
sekaligus kawasan perkotaan pesisir di Kecamatan Penajam. Tabel 5 menunjukkan 
bahwa rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk di kelurahan ini sebesar 
0,00, yang menggambarkan sangat terbatasnya ketersediaan lahan pertanian. 
Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh 
kawasan permukiman, perkantoran, dan infrastruktur perkotaan (BPS PPU 2023c) 
. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mencapai 23,92% dengan 
persentase rumah tangga tanpa akses listrik sebesar 8,67%. Keterbatasan 
kepemilikan lahan menyebabkan rumah tangga lebih bergantung pada pasokan 
pangan dari luar wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Istyawan 
(2025) melaporkan bahwa ketidakseimbangan antara sumber daya dan 
pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan berhubungan dengan peningkatan 
harga kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian pendapatan masyarakat. Tabel 5 
menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kelurahan Nipah-Nipah mencapai 
29,23% dengan rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk sebesar 0,28 
baik dari rata-rata 40 desa/kelurahan PPU. Ketersediaan tenaga kesehatan 
merupakan salah satu komponen yang mendukung pelayanan kesehatan dan 
edukasi gizi kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Item et al. (2023) melaporkan 
bahwa peran tenaga kesehatan berhubungan signifikan dengan upaya pencegahan 
stunting (p=0,002). 

Kelurahan Nenang merupakan kawasan transisi antara pusat perkotaan dan 
pesisir di Kecamatan Penajam. Wilayah ini didominasi oleh topografi dataran 
rendah yang berbatasan dengan Teluk Balikpapan sehingga mendukung aktivitas 
darat dan pesisir (BPS PPU 2025b). Sebagian besar permukiman berkembang di 
kawasan pesisir, sedangkan Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio luas lahan pertanian 
terhadap jumlah penduduk sebesar 0,00, yang menggambarkan sangat terbatasnya 
ketersediaan lahan pertanian. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik wilayah 
yang didominasi oleh kawasan permukiman dan kegiatan nonpertanian. Masyarakat 
bekerja pada berbagai sektor, antara lain buruh industri, pedagang kecil, dan 
penyedia jasa informal. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa sebesar 21,33% 
penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan 3,58% rumah tangga belum 
memiliki akses listrik. Ketersediaan listrik mendukung pemanfaatan peralatan 
rumah tangga, termasuk lemari pendingin untuk penyimpanan bahan pangan yang 
mudah rusak. Zakharia et al. (2023) melaporkan bahwa penggunaan lemari 
pendingin membantu mempertahankan kualitas, kesegaran, dan kandungan gizi 
bahan pangan. Tabel 5 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kelurahan 
Nenang mencapai 20%. Habibi et al. (2026) melaporkan bahwa konsumsi energi 
listrik, pembangunan infrastruktur, dan alokasi anggaran kesehatan berhubungan 
dengan peningkatan kualitas hidup serta pembangunan manusia. 
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Kelurahan Gunung Seteleng memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas 

dataran rendah, perbukitan, dan sebagian kawasan mangrove di Kecamatan 
Penajam. Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah 
penduduk sebesar 0,00, yang menggambarkan sangat terbatasnya ketersediaan 
lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh bangunan, 
nelayan, karyawan, dan pedagang kecil sehingga mata pencaharian didominasi oleh 
sektor non-pertanian. Ningsih dan Prasodjo (2024) melaporkan bahwa rumah 
tangga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam 
memenuhi kebutuhan pangan bergizi serta memiliki cadangan keuangan yang 
terbatas. Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kelurahan Gunung 
Seteleng mencapai 23,92%, sedangkan rasio tenaga kesehatan terhadap kepadatan 
penduduk sebesar 0,25. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dari sisi 
sosial ekonomi meskipun ketersediaan layanan kesehatan termasuk baik. Fitriyah 
et al. (2019) melaporkan bahwa peran tenaga kesehatan berhubungan dengan 
perilaku kunjungan ibu ke posyandu, sedangkan Desmita et al. (2025) 
menunjukkan bahwa program edukasi gizi dan pelatihan tenaga kesehatan 
mendukung upaya pencegahan stunting. Rahmawati et al. (2024) juga melaporkan 
bahwa keterlibatan tenaga kesehatan dalam pemberian suplementasi zat besi dan 
konseling gizi berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting sebesar 8,8% di 
wilayah kerja Puskesmas Puuwatu. Tabel 5 menunjukkan bahwa prevalensi 
stunting di Kelurahan Gunung Seteleng mencapai 20,49%. Sejalan dengan itu, 
Nasution et al. (2025) melaporkan bahwa pemenuhan zat gizi makro dan mikro 
yang memadai mendukung pertumbuhan fisik balita dan berperan dalam 
pencegahan stunting. 
 
e) Hubungan desa/kelurahan rentan pangan dengan prevalensi stunting 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kelompok desa rentan terdiri atas Desa Sri 
Raharja, Babulu Laut, Maridan, serta Kelurahan Buluminung, Jenebora, dan Gersik 
yang tersebar di Kecamatan Penajam, Sepaku, dan Babulu. Kelurahan Buluminung, 
Jenebora, Gersik, dan Desa Maridan berada di bagian timur Kabupaten Penajam 
Paser Utara yang berbatasan dengan Teluk Balikpapan. Letak geografis tersebut 
mendukung berkembangnya aktivitas pelabuhan, industri, dan sektor kelautan di 
kawasan pesisir. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah, rawa pasang surut, 
dan ekosistem mangrove, sementara mata pencaharian masyarakat beragam, 
meliputi perikanan, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya (BPS PPU 2024a). Tabel 
5 menunjukkan bahwa skor IKP pada kelompok desa ini berada pada kisaran 43,67–
50,96. Seluruh wilayah tersebut memiliki prevalensi stunting di atas target 
penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 14%, dengan prevalensi tertinggi 
terdapat di Kelurahan Buluminung (36,17%), sedangkan Desa Maridan mencatat 
prevalensi sebesar 14,77%. 

Mumtaza (2024) melaporkan bahwa balita stunting lebih banyak berasal dari 
rumah tangga dengan tingkat kelaparan sedang (53,6%) dan pola konsumsi 
makanan yang tidak beragam (64,3%). Penelitian tersebut juga menunjukkan 
bahwa ketahanan pangan rumah tangga berhubungan signifikan dengan kejadian 
stunting (p=0,001), sedangkan keragaman makanan juga memiliki hubungan yang 
signifikan (p=0,016). Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Putri dan Rokhaidah 
(2023) yang melaporkan adanya hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga 
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dan kejadian stunting (p=0,010). Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase penduduk 
miskin pada kelompok desa rentan berada pada kisaran 18,59% hingga 43,06%, 
dengan prevalensi stunting yang seluruhnya berada di atas target penurunan 
prevalensi stunting nasional sebesar 14%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 
kemiskinan masih menjadi salah satu karakteristik yang menyertai desa-desa 
dengan status ketahanan pangan rentan. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kelurahan Jenebora memiliki tingkat 
kemiskinan sebesar 18,59% dengan prevalensi stunting 27,54%, sedangkan 
Kelurahan Gersik memiliki tingkat kemiskinan sebesar 20,36% dengan prevalensi 
stunting 19,78%. Kedua wilayah tersebut berada di pesisir Teluk Balikpapan 
dengan karakteristik geografis yang relatif terpisah dari pusat kegiatan perkotaan. 
Kondisi tersebut dapat memengaruhi akses terhadap distribusi pangan dan layanan 
dasar. Selain itu, kawasan pesisir didominasi oleh ekosistem mangrove dengan 
kondisi tanah yang kurang sesuai untuk budidaya sebagian tanaman pangan. 
Nurholis dan Mokodompit (2024) melaporkan bahwa sebagian besar masyarakat 
pesisir bekerja sebagai nelayan tradisional dan buruh nelayan, sehingga pendapatan 
rumah tangga dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, dan biaya operasional 
melaut. Fluktuasi pendapatan tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan 
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara berkelanjutan, 
yang pada akhirnya berkaitan dengan tingginya prevalensi stunting di kedua 
wilayah tersebut. 

Desa Babulu Laut berada di kawasan pesisir Kabupaten Penajam Paser Utara 
yang berbatasan dengan Selat Makassar. Wilayah ini didominasi oleh kawasan 
tambak dan hutan mangrove, sedangkan sebagian masyarakat bermata pencaharian 
pada sektor perikanan tangkap dan budi daya tambak (BPS PPU 2024b). 
Karakteristik lahan pesisir yang didominasi tanah masam dan payau membatasi 
pengembangan sebagian komoditas pertanian. Tabel 5 menunjukkan bahwa rasio 
luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk di Desa Babulu Laut sebesar 0,00. 
Selain itu, sebagian permukiman berada pada kawasan pasang surut yang memiliki 
kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan (BPS PPU 
2024b). 

Karakteristik wilayah pesisir juga dapat memengaruhi akses masyarakat 
terhadap berbagai layanan dan infrastruktur dibandingkan wilayah yang lebih dekat 
dengan pusat kegiatan. Tabel 5 menunjukkan bahwa 8,71% rumah tangga di Desa 
Babulu Laut belum memiliki akses listrik, sedangkan persentase penduduk miskin 
mencapai 23,04%. Kondisi tersebut menggambarkan masih adanya keterbatasan 
akses terhadap infrastruktur dasar pada sebagian rumah tangga. Apriliani et al. 
(2014) melaporkan bahwa masyarakat miskin di wilayah pesisir Nusa Penida, 
Kabupaten Klungkung, didominasi oleh petani (54,60%), buruh tani (20,12%), 
nelayan (4,02%), dan pekerja sampingan (19,54%), dengan sebagian besar 
memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp500.000. Keterbatasan pendapatan dapat 
memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan 
bergizi dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, kondisi lingkungan dan sanitasi 
yang kurang memadai juga dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada 
balita. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tabel 5 menunjukkan bahwa prevalensi 
stunting di Desa Babulu Laut mencapai 26,36%, lebih tinggi dibandingkan target 
penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 14%. Meskipun demikian, hasil 
penelitian ini tidak menunjukkan bahwa rendahnya akses listrik atau kemiskinan 
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merupakan penyebab langsung stunting, melainkan menggambarkan karakteristik 
desa dengan status ketahanan pangan yang rentan. 

Desa Maridan berada di kawasan pesisir Teluk Balikpapan di Kecamatan 
Sepaku. Wilayah ini berkembang sebagai kawasan industri perkayuan dan galangan 
kapal serta menjadi salah satu jalur distribusi logistik menuju kawasan Ibu Kota 
Nusantara (BPS PPU 2024c). Sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai 
nelayan dan pekerja pada sektor distribusi logistik perairan. Tabel 5 menunjukkan 
bahwa persentase penduduk miskin di Desa Maridan mencapai 23,63%, sedangkan 
11,36% rumah tangga belum memiliki akses air minum layak. Karakteristik 
wilayah pesisir dengan kondisi tanah payau dapat membatasi ketersediaan sumber 
air tawar, sehingga sebagian masyarakat memanfaatkan air hujan atau sumber air 
dari luar wilayah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Keterbatasan akses terhadap air minum layak dapat meningkatkan risiko 
terjadinya penyakit berbasis lingkungan, termasuk diare, yang berpotensi 
memengaruhi status gizi balita. Choiroh et al. (2020) melaporkan bahwa durasi 
kejadian diare berhubungan signifikan dengan prevalensi stunting (p=0,030). Diare 
yang terjadi secara berulang dapat menurunkan penyerapan zat gizi dan 
menghambat pertumbuhan anak. Sejalan dengan temuan tersebut, Desa Maridan 
memiliki prevalensi stunting sebesar 14,77%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 
target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 14%. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa tingginya persentase penduduk miskin dan masih terbatasnya 
akses terhadap air minum layak merupakan karakteristik yang menyertai Desa 
Maridan sebagai desa dengan status ketahanan pangan rentan. 

Karakteristik lahan sulfat masam di kawasan pesisir dapat membatasi 
pengembangan sebagian komoditas pertanian, sehingga pilihan mata pencaharian 
masyarakat menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian 
masyarakat Desa Maridan bekerja pada sektor perikanan dan kegiatan ekonomi 
pesisir. Pendapatan rumah tangga di sektor ini dapat dipengaruhi oleh musim, 
kondisi cuaca, serta biaya operasional melaut, sehingga berpotensi memengaruhi 
stabilitas ekonomi keluarga. Najib et al. (2024) melaporkan bahwa 13,3% 
masyarakat Desa Kuranji Dalang, Kabupaten Lombok Barat, hidup dalam kondisi 
miskin meskipun berada di wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya laut. 
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, 
keterampilan, modal ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta perubahan 
cuaca merupakan faktor yang berkaitan dengan kemiskinan pada masyarakat 
pesisir. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase 
penduduk miskin di Desa Maridan mencapai 23,63%. 

Keterbatasan pengembangan pertanian di wilayah pesisir juga dapat 
memengaruhi keragaman pangan yang tersedia bagi rumah tangga. Meskipun 
sumber protein hewani dari hasil perikanan relatif tersedia, pemenuhan kebutuhan 
gizi yang seimbang tetap memerlukan konsumsi pangan yang beragam, termasuk 
sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Asiah et al. (2020) melaporkan 
bahwa asupan vitamin A, vitamin C, zat besi, zink, dan tembaga berhubungan 
dengan kejadian infeksi pada balita stunting (p<0,05). Selain itu, Hawani et al. 
(2024) juga menemukan bahwa asupan zink dan zat besi berhubungan signifikan 
dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sawah Lebar, 
Kota Bengkulu. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan pentingnya 
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pemenuhan zat gizi makro dan mikro secara seimbang dalam mendukung 
pertumbuhan anak. 

Kekurangan asupan mikronutrien dapat menurunkan daya tahan tubuh anak 
sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi. Infeksi yang terjadi 
secara berulang dapat mengganggu penyerapan zat gizi dan pertumbuhan balita. 
Himawati dan Fitria (2020) melaporkan bahwa kejadian Infeksi Saluran Pernapasan 
Akut (ISPA) berhubungan signifikan dengan kejadian stunting (p=0,029), dengan 
nilai OR sebesar 3,115 (95% CI:1,079–8,994). Sejalan dengan temuan tersebut, 
prevalensi stunting di Desa Maridan mencapai 14,77%, sedikit lebih tinggi 
dibandingkan target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 14%. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa karakteristik wilayah pesisir, tingginya tingkat 
kemiskinan, dan masih terbatasnya akses terhadap air minum layak merupakan 
faktor-faktor yang dapat berkaitan dengan tingginya prevalensi stunting di Desa 
Maridan. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kelurahan Buluminung memiliki skor IKP 
sebesar 49,94 dengan prevalensi stunting sebesar 36,17%. Berdasarkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Buluminung ditetapkan 
sebagai kawasan industri (PEMKAB PPU 2014b). Perkembangan kawasan tersebut 
diikuti dengan perubahan pemanfaatan lahan yang mengurangi proporsi lahan 
pertanian, sehingga sebagian kebutuhan pangan masyarakat semakin bergantung 
pada pasokan dari luar wilayah. Kelurahan Buluminung juga berkembang sebagai 
kawasan pelabuhan dan pusat kegiatan industri, dengan mata pencaharian 
masyarakat yang didominasi oleh buruh, pekerja pelabuhan, nelayan, serta sebagian 
kecil petani. Syamsul et al. (2021) melaporkan bahwa pengembangan Kawasan 
Industri Buluminung memiliki potensi strategis karena didukung oleh lokasi yang 
strategis dan ketersediaan bahan baku, meskipun masih diperlukan pembenahan 
infrastruktur dan pengelolaan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal. 

Perkembangan kawasan industri tidak selalu diikuti oleh peningkatan 
kesejahteraan seluruh masyarakat. Perbedaan tingkat pendidikan, keterampilan, dan 
kapasitas tenaga kerja dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam 
memanfaatkan peluang kerja yang tersedia. Selain itu, berkurangnya lahan 
pertanian juga dapat mengurangi kesempatan sebagian rumah tangga untuk 
memproduksi pangan secara mandiri. Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase 
penduduk miskin di Kelurahan Buluminung mencapai 23,23%, yang 
mengindikasikan masih tingginya tingkat kerentanan ekonomi masyarakat. Manaf 
et al. (2022) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk, kelengkapan 
imunisasi dasar, dan kelayakan tempat pengelolaan makanan berhubungan dengan 
kejadian stunting di Provinsi Jawa Barat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
kondisi sosial ekonomi dan lingkungan berperan dalam mendukung status gizi 
balita. 

Kesenjangan pembangunan di Kelurahan Buluminung juga tercermin pada 
indikator pendidikan dan infrastruktur dasar. Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata 
lama sekolah perempuan mencapai 7,53 tahun, sedangkan 6,03% rumah tangga 
belum memiliki akses listrik. Rata-rata lama sekolah yang relatif rendah dapat 
berkaitan dengan kemampuan dalam mengakses informasi, termasuk informasi 
mengenai kesehatan dan gizi. Sementara itu, keterbatasan akses listrik dapat 
memengaruhi pemanfaatan berbagai fasilitas rumah tangga yang mendukung 
penyimpanan dan pengolahan pangan. Sejalan dengan kondisi tersebut, prevalensi 
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stunting di Kelurahan Buluminung mencapai 36,17%, merupakan yang tertinggi di 
antara seluruh desa dan kelurahan dalam penelitian ini. Nuraisyah et al. (2025) 
melaporkan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap ibu, pendapatan, dan 
faktor sosial budaya berhubungan signifikan dengan pemanfaatan layanan 
kesehatan (p<0,05). Dalam penelitian tersebut, tingkat pendidikan merupakan 
faktor yang paling berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan kesehatan (p<0,001; 
OR=10,000). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting 
dalam meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan yang pada akhirnya dapat 
mendukung upaya pencegahan stunting. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa Desa Sri Raharja memiliki persentase penduduk 
miskin sebesar 43,06% dengan prevalensi stunting sebesar 17,19%. Desa ini berada 
di kawasan perbukitan rendah dan dataran pedalaman yang didominasi oleh sawah 
tadah hujan serta perkebunan kelapa sawit (BPS PPU 2024b). Sebagian besar 
masyarakat bermata pencaharian pada sektor pertanian, sehingga kondisi ekonomi 
desa sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor agraris. Pemerintah Kabupaten 
Penajam Paser Utara juga menetapkan Desa Sri Raharja sebagai salah satu kawasan 
lumbung pangan penyangga Ibu Kota Nusantara. Meskipun demikian, 
produktivitas pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain 
keterbatasan jaringan irigasi, ketergantungan pada curah hujan, serta fluktuasi harga 
komoditas pertanian. 

Ketergantungan pada sistem sawah tadah hujan menyebabkan produktivitas 
pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Putra et al. (2019) melaporkan 
bahwa budidaya padi pada lahan sawah tadah hujan di Nagari Pasar Bukit umumnya 
hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun karena keterbatasan ketersediaan air. 
Selain itu, Mariyani et al. (2019) menjelaskan bahwa ketidakpastian musim tanam 
dan perubahan iklim dapat meningkatkan risiko gagal panen yang pada akhirnya 
memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa keberlanjutan produksi pangan di wilayah yang bergantung 
pada sawah tadah hujan memerlukan dukungan infrastruktur irigasi serta 
pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Sejalan dengan kondisi tersebut, 
Tabel 5 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Desa Sri Raharja 
merupakan yang tertinggi di antara seluruh desa dan kelurahan dalam penelitian ini. 

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa 34,62% rumah tangga di Desa Sri Raharja 
belum memiliki akses listrik. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar dapat 
memengaruhi aktivitas ekonomi rumah tangga dan kualitas hidup masyarakat. 
Harahap et al. (2025) melaporkan bahwa ketersediaan infrastruktur dasar, seperti 
listrik, air bersih, dan jalan, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur 
dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan akses 
terhadap berbagai layanan dasar. 

Tingginya tingkat kemiskinan dan masih terbatasnya infrastruktur dasar juga 
dapat berkaitan dengan status gizi masyarakat. Keterbatasan ekonomi berpotensi 
memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan 
bergizi, sedangkan akses terhadap infrastruktur dasar dapat mendukung 
penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan pangan di tingkat rumah tangga. 
Wardani et al. (2025) melaporkan bahwa status gizi ibu hamil dengan Kekurangan 
Energi Kronis (KEK) berhubungan signifikan dengan kejadian stunting (p<0,001). 
Hidayat (2022) juga menunjukkan bahwa status gizi pada awal kehamilan 
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(p=0,047), status KEK ibu hamil (p=0,018), dan frekuensi pemantauan 
pertumbuhan (p=0,08) berhubungan dengan prevalensi stunting. Sejalan dengan 
temuan tersebut, prevalensi stunting di Desa Sri Raharja mencapai 17,19%, lebih 
tinggi dibandingkan target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 14%. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan, 
ketergantungan pada sektor pertanian tadah hujan, dan masih terbatasnya 
infrastruktur dasar merupakan karakteristik yang menyertai Desa Sri Raharja 
sebagai desa dengan status ketahanan pangan rentan. 
 
f) Hubungan desa/kelurahan sangat rentan pangan dengan prevalensi stunting 

Tabel 5 menunjukkan bahwa Kelurahan Penajam dan Kelurahan Pantai 
Lango termasuk dalam kategori sangat rentan pangan. Kelurahan Penajam memiliki 
skor IKP sebesar 35,21 dengan prevalensi stunting sebesar 28,38%, sedangkan 
Kelurahan Pantai Lango memiliki skor IKP sebesar 33,41 dengan prevalensi 
stunting sebesar 26,50%. Kedua wilayah tersebut berada di kawasan pesisir Teluk 
Balikpapan, Kecamatan Penajam (BPS PPU 2025a). 

Kelurahan Penajam merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan 
ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara. Berbagai fasilitas pelayanan publik, 
seperti rumah sakit, pusat pendidikan, kawasan perdagangan, dan pelabuhan, 
terpusat di wilayah ini sehingga menarik mobilitas penduduk dari berbagai 
kecamatan (BPS PPU 2025b). Sebagian masyarakat bekerja sebagai pedagang, 
buruh pelabuhan, operator transportasi laut, aparatur sipil negara, dan pekerja sektor 
jasa lainnya. Meskipun memiliki aktivitas ekonomi yang relatif tinggi, Tabel 5 
menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kelurahan Penajam mencapai 
63,22%, merupakan yang tertinggi di antara seluruh desa dan kelurahan dalam 
penelitian ini. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kerentanan sosial 
ekonomi pada sebagian masyarakat di kawasan perkotaan. 

Karakteristik kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi 
juga memerlukan dukungan infrastruktur lingkungan yang memadai untuk menjaga 
kualitas kesehatan masyarakat. Tabel 5 menunjukkan bahwa 0,41% rumah tangga 
di Kelurahan Penajam belum memiliki akses air minum layak. Meskipun 
persentasenya relatif kecil, akses terhadap air minum layak tetap menjadi salah satu 
komponen penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Wardita et al. (2023) 
melaporkan bahwa sumber air minum (p=0,047) dan pengolahan air minum 
(p=0,038) berhubungan signifikan dengan kejadian stunting. Selain itu, Yustati 
(2020) melaporkan bahwa kepadatan hunian (p<0,001), ventilasi (p<0,001), dan 
pencahayaan (p<0,001) berhubungan signifikan dengan kejadian Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut (ISPA) pada balita. Kondisi lingkungan permukiman yang kurang 
memadai dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi yang pada akhirnya 
berpotensi memengaruhi status gizi anak. 

Sejalan dengan karakteristik tersebut, prevalensi stunting di Kelurahan 
Penajam mencapai 28,38%, lebih tinggi dibandingkan target penurunan prevalensi 
stunting nasional sebesar 14%. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat 
kemiskinan serta karakteristik kawasan perkotaan yang padat merupakan kondisi 
yang menyertai rendahnya status ketahanan pangan di Kelurahan Penajam. Upaya 
penurunan stunting di wilayah perkotaan tidak hanya memerlukan peningkatan 
akses terhadap pangan bergizi, tetapi juga perbaikan kondisi sosial ekonomi dan 
lingkungan permukiman sebagai bagian dari intervensi yang saling mendukung. 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa 33,41% penduduk di Kelurahan Pantai Lango 

hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan 35,81% rumah tangga 
mengalokasikan lebih dari 65% total pengeluarannya untuk kebutuhan pangan. 
Tingginya proporsi pengeluaran pangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian 
besar pendapatan rumah tangga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
pangan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat Pantai Lango bermata pencaharian 
sebagai nelayan dan menggantungkan sumber pendapatan pada sektor perikanan 
(Asmiyati dan Tanjung 2021). Teluk Balikpapan merupakan kawasan estuari yang 
memiliki karakteristik perairan semi tertutup sehingga sirkulasi massa air relatif 
terbatas dibandingkan perairan terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai 
aktivitas di kawasan pesisir berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan perairan 
apabila tidak dikelola dengan baik (FWI 2020; saputra et al. 2020). 

Kualitas lingkungan pesisir berperan penting dalam mendukung 
keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi mata pencaharian utama 
masyarakat. Telaumbanua et al. (2025) melaporkan bahwa aktivitas penambangan 
pasir, alih fungsi lahan tambak, dan ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat 
menyebabkan degradasi ekosistem mangrove. Kerusakan ekosistem mangrove 
berpotensi memengaruhi produktivitas sumber daya perikanan yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat pesisir. Apabila pendapatan rumah tangga menurun, kemampuan 
keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi juga dapat ikut terpengaruh. 
Sejalan dengan kondisi tersebut, Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan 
di Kelurahan Pantai Lango masih relatif tinggi. 

Keterbatasan kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi kemampuan rumah 
tangga dalam menyediakan pangan yang beragam dan bergizi. Kharisma et al. 
(2026) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan berkorelasi positif dengan prevalensi 
stunting di Kota Cirebon. Selain itu, Maria et al. (2020) juga menemukan bahwa 
kemiskinan berhubungan signifikan dengan kejadian stunting di Indonesia 
(p=0,011). Tabel 5 juga menunjukkan bahwa 16,89% rumah tangga di Kelurahan 
Pantai Lango belum memiliki akses listrik. Keterbatasan akses terhadap 
infrastruktur dasar dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk 
pemanfaatan fasilitas rumah tangga yang mendukung penyimpanan dan pengolahan 
pangan. 

Sejalan dengan karakteristik tersebut, prevalensi stunting di Kelurahan Pantai 
Lango mencapai 26,50%, lebih tinggi dibandingkan target penurunan prevalensi 
stunting nasional sebesar 14%. Qoyyimah et al. (2020) melaporkan bahwa kejadian 
stunting berhubungan signifikan dengan perkembangan anak usia 23–59 bulan di 
Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo (p=0,024). Temuan tersebut menunjukkan 
bahwa tingginya tingkat kemiskinan, besarnya proporsi pengeluaran pangan rumah 
tangga, serta karakteristik wilayah pesisir yang bergantung pada sumber daya 
perikanan merupakan kondisi yang menyertai rendahnya status ketahanan pangan 
di Kelurahan Pantai Lango. 

5.5 Hubungan Indikator IKP dengan Prevalensi Stunting Desa 

Berdasarkan indikator-indikator yang telah diuraikan pada Tabel 5, langkah 
selanjutnya adalah mengevaluasi keterkaitannya dengan masalah stunting. Tujuan 
utama dari analisis bivariat ini adalah untuk melihat secara spesifik indikator 
ketahanan pangan mana saja yang memiliki korelasi signifikan terhadap tinggi 
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rendahnya prevalensi stunting di tingkat desa. Hasil uji korelasi Spearman untuk 
menjawab tujuan tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8  Hasil uji korelasi spearman pada indikator IKP terhadap prevalensi 
stunting 

Indikator Indeks Ketahanan Pangan dan IKP Koefisien Korelasi Spearman 
(r) p-value 

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 
(ha/kapita) −0,002 0,992 

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%) 0,529 <0,001* 
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran 
untuk pangan lebih dari 65% (%) 0,420 0,007* 

Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun 
(tahun) −0,356 0,024* 

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air minum layak 
(%) 0,053 0,745 

Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap 
tingkat kepadatan penduduk (𝑘𝑚ଶ/nakes) −0,016 0,922 

Persentase rumah tangga tanpa akses listrik (%) 0,427 0,006* 
Angka harapan hidup (tahun) -0,233 0,148 

IKP −0,464 0,003* 

Keterangan: *: Signifikan pada nilai p-value <0,05 (2-tailed), IKP: indeks ketahanan pangan 
 
Analisis korelasi Spearman menunjukkan adanya hubungan antara IKP dan 

prevalensi stunting di tingkat desa. IKP secara keseluruhan memiliki korelasi 
negatif yang signifikan terhadap prevalensi stunting (r=−0,464; p=0,003). Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa peningkatan skor ketahanan pangan di desa berkaitan 
dengan penurunan prevalensi stunting. Hasil ini merefleksikan hubungan asosiasi, 
bukan hubungan kausal langsung. Temuan penelitian ini sejalan dengan FAO et al. 
(2023) dan Badan Pangan Nasional (2023) yang menegaskan peran ketahanan 
pangan sebagai salah satu determinan penting dalam pencegahan malnutrisi kronis, 
termasuk stunting. Peneliti mengelompokkan indikator penyusun IKP ke dalam tiga 
aspek utama, yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, untuk 
menganalisis kontribusi masing-masing dimensi terhadap variasi stunting di tingkat 
desa (BAPANAS 2023; FAO et al. 2023).  
 
a) Hubungan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk dengan 

stunting 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rasio luas lahan pertanian terhadap 

jumlah penduduk tidak berhubungan signifikan dengan prevalensi stunting, dengan 
nilai p=0,992. Hasil tersebut menunjukkan bahwa luas lahan pertanian per 
penduduk belum tentu berkaitan dengan variasi prevalensi stunting antar desa dan 
kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tabel 5 menunjukkan bahwa desa 
dan kelurahan dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi umumnya juga 
memiliki tingkat kemiskinan dan proporsi pengeluaran pangan rumah tangga yang 
tinggi. Rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara 
mencapai 20,98%, sedangkan Kelurahan Penajam memiliki persentase tertinggi 
sebesar 63,22%. Selain itu, rata-rata proporsi rumah tangga dengan pengeluaran 
pangan lebih dari 65% sebesar 15,63%, sementara Kelurahan Penajam mencapai 
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41,18%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan rumah 
tangga masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sehingga 
mencerminkan adanya keterbatasan kemampuan ekonomi dalam memenuhi 
kebutuhan dasar keluarga. 

Penetapan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara 
(IKN) membawa perubahan pada struktur perekonomian wilayah. Perkembangan 
kawasan IKN mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi, seperti 
konstruksi, perdagangan, transportasi, dan jasa, yang semakin melengkapi peran 
sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi tersebut 
menyebabkan sumber pendapatan rumah tangga menjadi lebih beragam dan tidak 
lagi hanya bergantung pada kepemilikan atau penguasaan lahan pertanian. 
Perubahan ini dapat menjelaskan mengapa rasio luas lahan pertanian terhadap 
jumlah penduduk tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan prevalensi 
stunting. Pada kondisi tersebut, kemampuan rumah tangga dalam memperoleh 
pendapatan serta memenuhi kebutuhan pangan diduga lebih dipengaruhi oleh akses 
terhadap kesempatan kerja dan kondisi sosial ekonomi dibandingkan oleh luas 
lahan pertanian yang dimiliki. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di 
Kabupaten Penajam Paser Utara semakin dipengaruhi oleh berbagai aktivitas 
ekonomi di luar sektor pertanian. Rumah tangga dapat memperoleh sumber 
pendapatan dari sektor perdagangan, jasa, konstruksi, maupun usaha mikro yang 
berkembang seiring pembangunan kawasan IKN. Ulum et al. (2024) melaporkan 
bahwa pemindahan IKN memberikan dampak terhadap aspek ekonomi, sosial, dan 
lingkungan di wilayah sekitarnya. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya 
perubahan pemanfaatan lahan dan berkembangnya aktivitas ekonomi baru sebagai 
konsekuensi pembangunan IKN. Dengan demikian, kepemilikan lahan pertanian 
tidak lagi menjadi satu-satunya indikator yang mencerminkan kemampuan 
ekonomi rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
menunjukkan bahwa indikator akses ekonomi, terutama tingkat kemiskinan, 
memiliki hubungan yang lebih kuat dengan prevalensi stunting dibandingkan rasio 
luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk. 
 
b) Hubungan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dengan prevalensi 

stunting 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk di bawah garis 

kemiskinan memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan prevalensi stunting 
(p<0,001). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berkaitan dengan 
variasi prevalensi stunting antar desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser 
Utara. Berbagai penelitian juga melaporkan bahwa kemiskinan merupakan salah 
satu faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting. Keterbatasan daya beli 
pada rumah tangga berpendapatan rendah dapat memengaruhi kemampuan 
keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi dan kebutuhan dasar lainnya, 
sehingga berpotensi menurunkan ketahanan pangan rumah tangga (Nurahadiyatika 
et al. 2022). Agustin dan Rahmawati (2021) melaporkan bahwa 76% keluarga yang 
memiliki balita stunting berada pada kelompok pendapatan di bawah Upah 
Minimum Regional (UMR). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kharisma 
et al. (2026) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat kemiskinan 
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dan prevalensi stunting di Kota Cirebon berdasarkan data e-PPGBM dan BPS 
periode 2013–2023. 

Hubungan antara kemiskinan dan stunting dapat dijelaskan melalui berbagai 
mekanisme yang saling berkaitan. Keterbatasan kondisi ekonomi dapat membatasi 
kemampuan keluarga dalam menyediakan pangan yang beragam, terutama sumber 
protein hewani seperti ikan, telur, susu, dan daging. Protein hewani merupakan 
salah satu sumber zat gizi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan anak, 
termasuk melalui pembentukan hormon Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1). 
Hormon ini berperan dalam proses pertumbuhan linear dengan merangsang 
aktivitas lempeng pertumbuhan pada tulang panjang. Oleh karena itu, asupan 
protein hewani yang tidak memadai dalam jangka waktu panjang dapat berkaitan 
dengan rendahnya kadar IGF-1 sehingga berpotensi memengaruhi pertumbuhan 
tinggi badan anak. Meskipun demikian, mekanisme tersebut tidak diukur secara 
langsung dalam penelitian ini sehingga hanya digunakan sebagai penjelasan 
biologis yang didukung oleh literatur. 

Growth Hormone (GH) dan IGF-1 merupakan komponen penting dalam 
regulasi pertumbuhan tulang selama masa anak-anak. IGF-1 berfungsi sebagai 
mediator utama kerja GH pada berbagai jaringan tubuh dan berperan dalam 
merangsang proliferasi serta diferensiasi sel pembentuk tulang. Headey et al. 
(2018) menjelaskan bahwa IGF-1 merupakan salah satu indikator biologis yang 
berkaitan dengan pertumbuhan linear anak. Sejalan dengan hal tersebut, 
Pandanwangi et al. (2024) melaporkan bahwa anak usia 24–60 bulan yang 
mengalami stunting di Kota Cirebon memiliki kadar IGF-1 yang lebih rendah 
dibandingkan nilai normal. Temuan tersebut mendukung pentingnya pemenuhan 
kebutuhan protein dan zat gizi lainnya selama masa pertumbuhan untuk menunjang 
perkembangan linear anak. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan 
merupakan salah satu faktor yang berhubungan erat dengan prevalensi stunting di 
Kabupaten Penajam Paser Utara. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang 
terbatas cenderung memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam memenuhi 
kebutuhan pangan bergizi dan mengakses berbagai layanan yang mendukung 
kesehatan ibu dan anak. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan terhadap 
terjadinya gangguan pertumbuhan apabila berlangsung dalam jangka waktu 
panjang. Oleh karena itu, upaya penurunan prevalensi stunting tidak hanya 
memerlukan intervensi gizi, tetapi juga perlu didukung oleh strategi pengentasan 
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari 
pendekatan yang terintegrasi. 

 
c) Hubungan Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik dengan Prevalensi 

Stunting 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa persentase rumah tangga tanpa akses 

listrik memiliki hubungan yang signifikan dengan prevalensi stunting (p=0,006). 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan akses listrik berkaitan dengan 
variasi prevalensi stunting antar desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser 
Utara. Berbagai penelitian juga melaporkan bahwa akses terhadap infrastruktur 
dasar, termasuk listrik, berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Fujii et al. (2018) melaporkan bahwa kualitas penyediaan listrik 
berkaitan dengan peningkatan aset ekonomi rumah tangga serta perluasan akses 
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terhadap informasi melalui media elektronik. Selain itu, Samuda (2023) 
menunjukkan bahwa akses listrik berhubungan dengan peningkatan ketahanan 
pangan rumah tangga di Indonesia. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa 
listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga mendukung 
berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan 
masyarakat. 

Akses listrik merupakan salah satu infrastruktur dasar yang mendukung 
berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Ketersediaan listrik memungkinkan 
penggunaan pompa air untuk mendukung penyediaan air bersih, pemanfaatan 
lemari pendingin untuk membantu penyimpanan bahan pangan, serta operasional 
berbagai fasilitas kesehatan dan pelayanan publik. Selain itu, listrik juga 
memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai kesehatan, gizi, dan 
pola pengasuhan melalui media elektronik maupun media digital. Damanik et al. 
(2024) melaporkan bahwa ketersediaan infrastruktur listrik berhubungan positif 
dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar. Sejalan dengan temuan 
tersebut, Chrisnahutama (2023) menunjukkan bahwa akses listrik berkaitan dengan 
peningkatan kualitas modal manusia dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai 
manfaat tersebut menunjukkan bahwa listrik merupakan salah satu komponen 
penting yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. 

Ketersediaan akses listrik juga dapat mendukung aktivitas ekonomi rumah 
tangga melalui berkembangnya berbagai usaha produktif serta peningkatan 
pemanfaatan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, keberadaan listrik 
memungkinkan penyimpanan bahan pangan segar dalam jangka waktu yang lebih 
lama serta mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai praktik gizi 
dan kesehatan. Kondisi tersebut dapat mendukung kemampuan rumah tangga 
dalam memenuhi kebutuhan pangan yang aman, beragam, dan bergizi. Meskipun 
demikian, hubungan antara akses listrik dan stunting kemungkinan tidak terjadi 
secara langsung, melainkan melalui berbagai faktor perantara, seperti kondisi sosial 
ekonomi, ketahanan pangan rumah tangga, akses terhadap pelayanan kesehatan, 
dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa akses listrik merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan 
prevalensi stunting, namun perlu dipahami bersama faktor-faktor lain yang turut 
memengaruhi status gizi balita. 
 
d) Hubungan persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan 

lebih dari 65% dengan prevalensi stunting 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan 

proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% memiliki hubungan yang signifikan 
dengan prevalensi stunting (p=0,007). Hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya 
proporsi pengeluaran pangan rumah tangga berkaitan dengan variasi prevalensi 
stunting antar desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jannah et al. 
(2025) juga melaporkan bahwa proporsi pengeluaran pangan di atas 65% 
berhubungan secara signifikan dengan prevalensi stunting, dengan koefisien 
sebesar 0,149 (p=0,001). Purwanti et al. (2024) menemukan bahwa kelompok 
balita dengan kondisi wasted-stunted (WaSt) memiliki proporsi pengeluaran 
pangan tertinggi, yaitu mencapai 77,8%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 
tingginya proporsi pengeluaran pangan belum tentu mencerminkan kualitas 
konsumsi pangan yang baik, tetapi dapat menggambarkan keterbatasan daya beli 
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rumah tangga. Kondisi tersebut sejalan dengan Hukum Engel yang menyatakan 
bahwa semakin rendah tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, semakin besar 
proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. 
Fedriansyah et al. (2020) juga melaporkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk 
pangan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting 
(OR = 3,75; 95% CI: 1,91–7,35). 

Hubungan antara besarnya proporsi pengeluaran pangan dan stunting tidak 
terlepas dari berbagai faktor sosial ekonomi yang saling berkaitan. Rumah tangga 
dengan kondisi ekonomi yang terbatas cenderung memiliki ruang yang lebih kecil 
untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan 
sanitasi. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam 
menyediakan pola makan yang beragam serta mengakses pelayanan kesehatan bagi 
ibu dan balita. Nurhayati et al. (2025) melaporkan bahwa kerentanan ekonomi, 
rendahnya literasi gizi, kualitas sanitasi yang kurang memadai, serta rendahnya 
pemanfaatan layanan kesehatan merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan 
meningkatnya risiko stunting. Hasil tersebut menunjukkan bahwa stunting 
merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai determinan yang saling 
berinteraksi, bukan hanya oleh besarnya pengeluaran pangan rumah tangga. 

Korelasi antara proporsi pengeluaran pangan dan prevalensi stunting juga 
dipengaruhi oleh kualitas pangan yang dikonsumsi rumah tangga. Konsumsi 
pangan sumber protein hewani, seperti telur, ikan, daging, dan susu, berperan 
penting dalam mendukung pertumbuhan linear anak (Headey et al. 2018; Aritonang 
et al. 2020). Pemenuhan kebutuhan zat gizi makro dan mikro secara berkelanjutan 
merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan 
anak yang optimal (UNICEF 2020). Rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi 
sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan konsumsi pangan yang 
beragam, terutama ketika terjadi perubahan harga pangan atau penurunan 
pendapatan (FAO 2019). Kondisi tersebut dapat menyebabkan proporsi 
pengeluaran pangan menjadi semakin besar, sementara kemampuan rumah tangga 
untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pelayanan kesehatan, air minum 
layak, dan sanitasi, menjadi lebih terbatas. Kombinasi berbagai kondisi tersebut 
dapat meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya stunting pada balita. 
 
e) Hubungan rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun dengan 

prevalensi stunting 
Hasil uji statistik membuktikan rata-rata lama sekolah perempuan berusia di 

atas 15 tahun berhubungan secara signifikan dengan prevalensi stunting (p=0,024). 
Penelitian menunjukkan keberadaan korelasi kuat antara tingkat pendidikan ibu 
(p=0,040), pola asuh orang tua (p=0,000), dan jumlah anggota keluarga (p=0,000) 
terhadap kejadian stunting pada balita di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten 
Kupang (Lemaking et al. 2022). Temuan penelitian menegaskan tingkat pendidikan 
ibu merupakan determinan signifikan yang menentukan status gizi balita. 
Pencapaian jenjang pendidikan ibu yang lebih tinggi selalu berbanding lurus 
dengan optimalnya pertumbuhan anak dan rendahnya prevalensi malnutrisi. 
Keterbatasan latar belakang pendidikan ibu cenderung memberikan dampak negatif 
pada capaian target gizi anak. Fakta ini membuktikan korelasi yang sangat kuat 
antara rendahnya tingkat pendidikan formal ibu dengan peningkatan persentase 
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risiko stunting pada kelompok usia di bawah lima tahun (Willyanto dan Ramadhani 
2023). 

Pendidikan formal di sekolah memberikan asahan keterampilan kognitif yang 
memungkinkan ibu mencari solusi kreatif dalam mengasuh anak di tengah kondisi 
ekonomi yang serba terbatas. Rata-rata lama bersekolah bagi perempuan menjadi 
indikator kunci keberhasilan gizi balita. Pendidikan tidak sekadar selembar ijazah 
kelulusan, melainkan sebuah proses perombakan perilaku pengasuhan dari yang 
bersifat tradisional-reaktif menjadi ilmiah-preventif. Pola asuh ilmiah ini 
memastikan anak mendapatkan hak pemenuhan gizi yang berkualitas untuk 
menopang pertumbuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Temuan riset di kawasan lokus stunting wilayah Puskesmas Paron, 
Kabupaten Ngawi, menegaskan keberadaan hubungan signifikan antara beberapa 
determinan dengan kejadian gagal tumbuh. Tingkat pendidikan ibu mencatat 
hubungan signifikan dengan kejadian stunting (p=0,002), diiringi oleh kualitas 
sanitasi lingkungan permukiman (p=0,042) (Ainin et al. 2023). Penelitian lain 
mendukung premis ini dengan membuktikan hubungan yang signifikan antara 
pencapaian pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada anak balita di Provinsi 
Kalimantan Tengah tahun 2019 (Handayani et al. 2022). Pendidikan ibu terbukti 
memberikan efek langsung pada manajemen praktik pemberian makan balita. Ibu 
berpendidikan akan tampil lebih proaktif dalam mempelajari dan mencari informasi 
penyediaan makanan yang sesuai dengan tahapan tingkat perkembangan usia anak. 
Kemampuan literasi ini memberikan dampak positif yang sangat masif dalam upaya 
mencegah kegagalan pertumbuhan fisik balita. 

Pendidikan ibu memengaruhi praktik pemberian makan balita secara 
langsung. Ibu berpendidikan mencari informasi penyediaan makanan sesuai tahap 
perkembangan anak. Literasi mencegah kegagalan pertumbuhan fisik balita. 
Pendidikan ibu menurunkan risiko stunting (Laksono et al. 2022). Kapasitas 
intelektual meningkatkan literasi gizi dan pengetahuan pengasuhan. Ibu 
berpendidikan menguasai praktik pemenuhan gizi selama 1.000 HPK. Ibu 
menerapkan pemberian ASI eksklusif, pengenalan Makanan Pendamping ASI 
(MPASI) tepat waktu, dan konsumsi protein hewani harian (Victora et al. 2010; 
Headey et al. 2018). Pendidikan formal membentuk nalar kritis perempuan dalam 
menyaring informasi kesehatan. Nalar kritis menjauhkan ibu dari praktik 
pengasuhan tradisional penghambat pertumbuhan anak (Beal et al. 2018). 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan 
berusia di atas 15 tahun memiliki hubungan yang signifikan dengan prevalensi 
stunting (p=0,024). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
perempuan berkaitan dengan variasi prevalensi stunting antar desa dan kelurahan 
di Kabupaten Penajam Paser Utara. Lemaking et al. (2022) melaporkan bahwa 
tingkat pendidikan ibu (p=0,040), pola asuh orang tua (p<0,001), dan jumlah 
anggota keluarga (p <0,001) berhubungan signifikan dengan kejadian stunting pada 
balita di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Willyanto dan 
Ramadhani (2023) juga melaporkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan ibu 
berhubungan dengan meningkatnya prevalensi stunting pada balita. Berbagai 
temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang 
berkaitan dengan praktik pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan gizi anak. 

Pendidikan formal memberikan kesempatan bagi perempuan untuk 
meningkatkan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan 
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informasi mengenai kesehatan dan gizi. Rata-rata lama sekolah perempuan juga 
mencerminkan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah yang dapat 
mendukung pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Perempuan dengan 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih 
baik dalam memahami informasi kesehatan, memilih sumber informasi yang 
terpercaya, serta menerapkan praktik pengasuhan yang sesuai dengan rekomendasi 
kesehatan. Kemampuan tersebut dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi 
anak, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang 
merupakan fase penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. 

Tingkat pendidikan ibu (p=0,002) dan kualitas sanitasi lingkungan (p=0,042) 
berhubungan signifikan dengan kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas 
Paron, Kabupaten Ngawi (Ainin et al. 2023). Handayani et al. (2022) juga 
menemukan hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dan kejadian 
stunting pada balita di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil-hasil tersebut 
menunjukkan bahwa pendidikan ibu berperan dalam mendukung kemampuan 
keluarga untuk mengakses informasi kesehatan, memanfaatkan pelayanan 
kesehatan, serta menerapkan praktik pemberian makan yang sesuai dengan 
kebutuhan anak. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan 
salah satu faktor yang dapat mendukung upaya pencegahan stunting, meskipun 
tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi dan lingkungan lainnya. 

Pendidikan juga berkaitan dengan kemampuan ibu dalam menerapkan praktik 
pemberian makan yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan anak. Laksono et al. 
(2022) melaporkan bahwa tingkat pendidikan ibu berhubungan dengan kejadian 
stunting pada balita. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan literasi gizi 
serta kemampuan dalam memahami informasi mengenai pemberian ASI eksklusif, 
pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) pada waktu yang tepat, serta 
pentingnya konsumsi pangan bergizi, termasuk protein hewani (Victora et al. 2010; 
Headey et al. 2018). Pendidikan membantu meningkatkan kemampuan individu 
dalam mengevaluasi informasi kesehatan sehingga praktik pengasuhan dapat lebih 
sesuai dengan rekomendasi ilmiah (Beal et al. 2018). Temuan tersebut mendukung 
hasil penelitian ini bahwa rata-rata lama sekolah perempuan merupakan salah satu 
indikator yang berkaitan dengan prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser 
Utara. 
 
f) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan 

penduduk dengan stunting 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rasio jumlah penduduk per tenaga 

kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan prevalensi stunting 
(p=0,922). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan pada 
tingkat desa dan kelurahan belum tentu berkaitan dengan variasi prevalensi stunting 
di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata rasio luas 
wilayah yang dilayani oleh setiap tenaga kesehatan di tingkat kabupaten sebesar 
1,06 km² per tenaga kesehatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi 
tenaga kesehatan bukan merupakan satu-satunya faktor yang berkaitan dengan 
status gizi balita. Kondisi sosial ekonomi, lingkungan rumah tangga, serta praktik 
pengasuhan memiliki peran penting dalam menentukan status gizi anak (Torlesse 
et al. 2016). Anggraini et al. (2023) juga menemukan bahwa kelembapan rumah 
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(p=0,024), kepadatan hunian (p=0,046), dan pola asuh (p=0,024) berhubungan 
signifikan dengan kejadian stunting. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa Desa Bukit Subur memiliki rasio luas wilayah 
per tenaga kesehatan sebesar 2,51 km² per tenaga kesehatan, lebih tinggi 
dibandingkan rata-rata kabupaten. Desa tersebut juga mencatat prevalensi stunting 
sebesar 26,53%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga 
kesehatan belum tentu diikuti oleh prevalensi stunting yang lebih rendah. Bhutta et 
al. (2013) menjelaskan bahwa intervensi tenaga kesehatan akan lebih efektif apabila 
didukung oleh perbaikan kondisi sosial ekonomi, ketahanan pangan, sanitasi, serta 
infrastruktur dasar. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa 8,94% rumah tangga di Desa 
Bukit Subur belum memiliki akses listrik. Keterbatasan infrastruktur dasar tersebut 
dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat serta mendukung berbagai faktor 
yang berkaitan dengan status gizi balita. Cumming dan Cairncross (2016) juga 
melaporkan bahwa kondisi lingkungan yang kurang memadai berhubungan dengan 
meningkatnya risiko penyakit infeksi yang dapat memengaruhi pertumbuhan anak. 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi efektivitas 
berbagai program kesehatan. Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata persentase 
penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 20,98%, sedangkan 
proporsi rumah tangga dengan pengeluaran pangan lebih dari 65% mencapai 
15,63%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih 
menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan 
kebutuhan dasar lainnya. Beal et al. (2018) menjelaskan bahwa kondisi sosial 
ekonomi berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dalam menerapkan 
praktik pemberian makan dan rekomendasi kesehatan yang diberikan oleh tenaga 
kesehatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan prevalensi 
stunting memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan pelayanan 
kesehatan, peningkatan ketahanan pangan, perbaikan infrastruktur dasar, serta 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
 
g) Hubungan persentase rumah tangga tanpa akses ke air minum layak dengan 

stunting 
Hasil uji statistik menunjukkan ketiadaan akses air minum layak tidak 

berhubungan secara signifikan dengan prevalensi stunting (p=0,745). Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa akses air minum layak secara tunggal belum tentu berkaitan 
dengan variasi prevalensi stunting di Kabupaten PPU. Tabel 5 mencatat Desa 
Buluminung, Babulu Laut, Nenang, Nipah-Nipah, Riko, dan Sepan memiliki nilai 
0% pada indikator rumah tangga tanpa akses air minum layak. Seluruh rumah 
tangga di wilayah tersebut telah memiliki akses air minum layak, namun prevalensi 
stunting masih berada pada kisaran 20,00% hingga 36,17%. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa keberadaan akses air minum layak saja belum cukup untuk 
mendukung penurunan prevalensi stunting. Tabel 5 juga menunjukkan rata-rata 
lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun sebesar 9,44 tahun atau setara 
dengan jenjang SMP, sehingga tingkat pendidikan dapat menjadi salah satu faktor 
yang turut berkaitan dengan kondisi tersebut. 

Tingkat pendidikan perempuan berhubungan dengan kemampuan ibu dalam 
memahami informasi kesehatan dan gizi. Laksono et al. (2022) menyatakan bahwa 
pendidikan berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan sehingga ibu lebih 
mampu menerapkan praktik pengasuhan dan pemberian makan yang sesuai dengan 



95 
 

 

kebutuhan anak. Willyanto dan Ramadhani (2023) membuktikan adanya hubungan 
antara tingkat pendidikan ibu dan kejadian stunting. Tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi umumnya berkaitan dengan kemampuan yang lebih baik dalam memahami 
pentingnya pemberian protein hewani, praktik higiene, sanitasi, serta pemanfaatan 
pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat akses air 
minum layak dapat dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk tingkat pendidikan dan 
pemahaman ibu mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Tabel 5 juga mencatat 
Kelurahan Penajam memiliki persentase penduduk miskin sebesar 63,22%, 
sehingga kondisi sosial ekonomi kemungkinan turut berkontribusi terhadap variasi 
prevalensi stunting di wilayah tersebut. 

Ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk akses listrik, juga dapat 
mendukung pemanfaatan air minum layak dan penerapan perilaku hidup bersih dan 
sehat. Cumming dan Cairncross (2016) menyatakan bahwa kualitas lingkungan dan 
sanitasi yang kurang memadai berhubungan dengan meningkatnya risiko penyakit 
infeksi pada anak, yang selanjutnya dapat memengaruhi pertumbuhan. Faujan dan 
Agustina (2023) membuktikan bahwa penyediaan akses listrik berhubungan dengan 
peningkatan kesejahteraan keluarga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 
perbaikan infrastruktur dasar berpotensi memberikan manfaat yang lebih optimal 
apabila disertai peningkatan kondisi sosial ekonomi dan perilaku kesehatan 
masyarakat. 

Perubahan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan IKN juga dapat 
memengaruhi kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Peralihan sebagian tenaga 
kerja dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian berpotensi mengubah pola mata 
pencaharian dan sumber pendapatan rumah tangga. Kondisi tersebut tidak selalu 
diikuti oleh peningkatan kemampuan ekonomi maupun kualitas konsumsi pangan. 
Baker et al. (2020) menyatakan bahwa keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi 
pilihan konsumsi rumah tangga terhadap pangan yang lebih terjangkau, meskipun 
kualitas gizinya lebih rendah. Julianti (2018) membuktikan bahwa rendahnya 
kunjungan ke posyandu berhubungan dengan tingkat pengetahuan ibu (46,4%) dan 
pendidikan (33,0%), serta terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 
pendidikan ibu (p<0,001) dan kunjungan balita ke posyandu. Temuan-temuan 
tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting memerlukan pendekatan yang 
mencakup perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan pendidikan dan literasi 
kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
h) Hubungan Angka harapan hidup dengan stunting 

Hasil uji statistik menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) tidak 
berhubungan secara signifikan dengan prevalensi stunting di Kabupaten Penajam 
Paser Utara (p=0,148). Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator AHH pada 
tingkat desa belum mampu menjelaskan variasi prevalensi stunting antar desa. 
Indikator AHH dalam penelitian ini mencakup rata-rata usia penduduk, tingkat 
kejadian penyakit serius, dan persentase kepesertaan BPJS Kesehatan. Ketiga 
komponen tersebut menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum 
sebagai akumulasi pembangunan kesehatan dalam jangka panjang pada seluruh 
kelompok umur. Sebaliknya, stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang 
terjadi terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Beal et al. 
(2018) menyatakan bahwa perbaikan indikator kesehatan secara umum belum tentu 
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diikuti oleh penurunan prevalensi stunting apabila faktor-faktor spesifik yang 
memengaruhi pertumbuhan anak belum dapat diatasi. 

Stunting merupakan permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 
selama periode 1.000 HPK, sehingga tidak selalu berkaitan dengan peningkatan 
usia harapan hidup penduduk. Stunting dipengaruhi oleh berbagai determinan yang 
saling berinteraksi sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak (Vaivada et 
al. 2020). Yanti et al. (2020a) menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan ibu, pola 
pengasuhan, asupan gizi, kejadian BBLR, dan kondisi sosial ekonomi berhubungan 
dengan kejadian stunting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator AHH 
belum mampu menggambarkan kondisi yang secara langsung berkaitan dengan 
faktor risiko stunting pada tingkat rumah tangga. Tabel 5 juga menunjukkan bahwa 
persentase penduduk miskin di Kabupaten PPU mencapai 20,98%, rumah tangga 
tanpa akses listrik sebesar 8,94%, dan rata-rata lama sekolah perempuan berusia di 
atas 15 tahun sebesar 9,44 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial 
ekonomi dan karakteristik rumah tangga kemungkinan lebih berkaitan dengan 
variasi prevalensi stunting dibandingkan indikator kesehatan makro. Pertiwi et al. 
(2021) juga membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara faktor sosial 
ekonomi dan kejadian stunting pada balita. 

Tabel 5 mencatat rata-rata lama sekolah perempuan di Kabupaten PPU berada 
pada rentang 7,17 hingga 11,23 tahun dengan rata-rata 9,44 tahun. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa sebagian perempuan di Kabupaten PPU belum menyelesaikan 
pendidikan menengah atas. Laksono et al. (2022) menyatakan bahwa tingkat 
pendidikan ibu berkaitan dengan kemampuan dalam memahami informasi 
kesehatan, praktik pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Nurhayani 
(2025) juga membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat 
pendidikan ibu dan kejadian stunting (p<0,05). Temuan tersebut menunjukkan 
bahwa pendidikan ibu merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung 
penerapan praktik pengasuhan dan pemberian makan yang sesuai pada masa 
pertumbuhan anak. 

Infrastruktur dasar juga berperan dalam mendukung kualitas hidup 
masyarakat. BPS (2023a) menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup nasional 
mencapai 73,93 tahun, namun indikator tersebut tidak secara langsung 
menggambarkan kondisi gizi balita pada tingkat lokal. Ketersediaan akses listrik 
dan air minum layak merupakan bagian dari infrastruktur yang dapat mendukung 
perilaku hidup bersih dan sehat. Infrastruktur dasar berkontribusi terhadap 
peningkatan kualitas hidup masyarakat (Fujii et al. 2018). Torlesse et al. (2016) 
juga menjelaskan bahwa kondisi lingkungan, sanitasi, dan faktor sosial ekonomi 
merupakan bagian dari determinan yang berkaitan dengan status gizi anak. Temuan 
tersebut menunjukkan bahwa interpretasi AHH perlu dilengkapi dengan indikator 
lain yang lebih spesifik dalam menjelaskan variasi prevalensi stunting pada tingkat 
desa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kesehatan makro seperti 
AHH memiliki cakupan yang berbeda dengan indikator yang secara khusus 
menggambarkan kondisi pertumbuhan balita. Stunting memerlukan pendekatan 
yang berfokus pada periode 1.000 HPK melalui intervensi gizi spesifik dan gizi 
sensitif. Upaya penurunan stunting memerlukan kombinasi intervensi pada sektor 
kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial (Keats 
et al. 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di 
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Kabupaten PPU perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut secara terpadu, 
sehingga tidak hanya berfokus pada peningkatan indikator kesehatan masyarakat 
secara umum, tetapi juga pada faktor-faktor yang secara lebih langsung berkaitan 
dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. 
 
i) Hubungan IKP dengan prevalensi stunting 

Hasil uji statistik menunjukkan korelasi signifikan antara skor rata-rata 
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tingkat desa dan prevalensi stunting melalui nilai 
p=0,003. Indikator IKP menunjukkan korelasi negatif yang signifikan terhadap 
prevalensi stunting dengan koefisien sebesar r=−0,464. Nilai korelasi negatif 
tersebut menunjukkan bahwa peningkatan skor ketahanan pangan di tingkat desa 
berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting. Hasil pengujian ini 
merepresentasikan adanya hubungan asosiasi antarvariabel. Temuan penelitian ini 
sejalan dengan konsep ketahanan pangan yang dikemukakan oleh BAPANAS dan 
FAO yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu determinan penting 
dalam pencegahan malnutrisi kronis (BAPANAS 2023; FAO et al. 2023). 

Aritonang et al. (2020) membuktikan status kerawanan pangan rumah tangga 
(79,2%) merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting pada 
kelompok anak bawah dua tahun (baduta) usia 6–24 bulan. Rahmatika et al. (2024) 
juga membuktikan bahwa ketahanan pangan berhubungan dengan kejadian stunting 
pada balita di wilayah kerja Puskesmas Dawe, Kabupaten Kudus (p=0,006). 
Wilayah tersebut memiliki ketersediaan pangan lokal yang cukup, namun hambatan 
ekonomi dan kondisi topografi memengaruhi akses masyarakat terhadap pangan. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan saja belum tentu diikuti 
oleh akses pangan yang merata. Febriyanti et al. (2022) menyimpulkan bahwa 
hubungan antara ketahanan pangan rumah tangga dan stunting menunjukkan 
pentingnya penyelenggaraan edukasi gizi, terutama pada masyarakat dengan 
kondisi rawan pangan. Raharja et al. (2019) juga membuktikan bahwa status 
ekonomi orang tua (p=0,002) dan ketahanan pangan keluarga (p=0,007) 
berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di Desa Beriharjo. Rambadeta et 
al. (2024) mengonfirmasi temuan serupa melalui hubungan antara ketahanan 
pangan (p=0,004; OR=5,67) dan prevalensi stunting pada balita di Kelurahan 
Naioni. 

Skor IKP tingkat desa menunjukkan hubungan dengan prevalensi stunting 
karena menggambarkan berbagai aspek ketahanan pangan, meliputi ketersediaan, 
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan pada tingkat wilayah. Skor tersebut 
memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan tempat masyarakat 
memperoleh dan memanfaatkan pangan. Desa dengan skor IKP yang rendah 
umumnya menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kondisi sosial ekonomi yang 
kurang mendukung, keterjangkauan pangan yang lebih rendah, maupun 
keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan 
rumah tangga dalam memperoleh pangan yang beragam dan bergizi. Beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pangan bergizi dapat 
berkaitan dengan rendahnya konsumsi sumber protein hewani dan zat gizi esensial 
yang dibutuhkan selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga 
berpotensi meningkatkan risiko stunting. 

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berkembang akibat 
kekurangan asupan gizi dan berbagai faktor lain sejak masa kehamilan hingga awal 
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kehidupan anak. Manifestasi gangguan pertumbuhan tersebut umumnya mulai 
terlihat ketika anak memasuki usia dua tahun. Kondisi ini mencerminkan akumulasi 
berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan anak dalam jangka panjang, 
termasuk asupan gizi, penyakit infeksi, pola pengasuhan, dan kondisi lingkungan. 
Anugrahini et al. (2024) menegaskan pentingnya pemenuhan gizi yang optimal 
sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun untuk mendukung pertumbuhan pada 
periode 1.000 HPK. 

Indikator IKP tingkat desa juga mengintegrasikan aspek pemanfaatan pangan 
melalui indikator akses air minum layak, sanitasi, serta indikator lain yang berkaitan 
dengan kondisi lingkungan. Desa dengan status ketahanan pangan yang rendah 
umumnya memiliki keterbatasan pada satu atau lebih dimensi ketahanan pangan 
sehingga dapat memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Cumming dan 
Cairncross (2016) menjelaskan bahwa sanitasi yang kurang memadai berkaitan 
dengan meningkatnya risiko penyakit infeksi yang dapat memengaruhi status gizi 
anak. Oleh karena itu, skor IKP tingkat desa dapat digunakan sebagai indikator 
komposit yang menggambarkan kapasitas suatu wilayah dalam mendukung 
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin baik kondisi ketahanan pangan suatu desa, semakin 
rendah kecenderungan prevalensi stunting pada wilayah tersebut. 

5.6 Pengaruh Indikator IKP dengan Prevalensi Stunting Desa 

Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui indikator ketahanan pangan 
tingkat desa mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap angka 
prevalensi stunting. Pengujian ini menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda dengan pendekatan eliminasi mundur (backward elimination) dari 
variabel yang memiliki nilai p-value <0,25 pada hasil bivariat (Solikhah dan 
Amyati 2022). Tabel 9 menyajikan tahapan proses eliminasi variabel hingga 
mendapatkan model regresi yang paling optimal. 

Tabel 9 Hasil uji multivariat metode regresi linear berganda 

Model Indikator 
Koefisien tidak 

terstandar 
Koefisien 

terstandar Nilai t Nilai p 
90% CI nilai B 

B SE β BB BA 
1 (Konstanta) 62,496 27,148   2,302 0,028 16,591 108,401  

Indikator 2 0,292 0,197 0,353 1,485 0,147 -0,040 0,624  
Indikator 3 0,001 0,295 0,001 0,005 0,996 -0,498 0,500  
Indikator 9 -0,627 0,407 -0,218 -1,541 0,133 -1,315 0,061  
Indikator 5 -1,813 1,390 -0,198 -1,304 0,201 -4,164 0,538  
Indikator 4 0,147 0,183 0,121 0,800 0,429 -0,163 0,456 

2 (Konstanta) 62,497 26,757   2,336 0,025 17,290 107,704  
Indikator 2 0,293 0,125 0,354 2,343 0,025 0,082 0,504  
Indikator 9 -0,627 0,400 -0,218 -1,568 0,126 -1,302 0,049  
Indikator 5 -1,814 1,365 -0,198 -1,329 0,193 -4,120 0,493  
Indikator 4 0,147 0,175 0,121 0,841 0,406 -0,148 0,442 
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Tabel 9 Hasil uji multivariat metode regresi linear berganda (lanjutan) 

Model Indikator 
Koefisien tidak 

terstandar 
Koefisien 
terstandar Nilai t Nilai p 

90% CI nilai B 

B SE β BB BA 
3 (Konstanta) 64,165 26,574   2,415 0,021 19,299 109,030  

Indikator 2 0,319 0,120 0,386 2,651 0,012 0,116 0,522  
Indikator 9 -0,624 0,398 -0,218 -1,568 0,126 -1,296 0,048  
Indikator 5 -1,927 1,353 -0,211 -1,424 0,163 -4,211 0,358 

4 (Konstanta) 50,840 25,216   2,016 0,051 8,299 93,381 
 Indikator 2 0,379 0,114 0,458 3,309 0,002 0,186 0,572 
 Indikator 9 -0,722 0,397 -0,252 -1,817 0,077 -1,393 -0,052 

Indikator 2 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%); Indikator 3 Persentase rumah 
tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran (%); 
Indikator 4 Persentase rumah tangga tanpa akses listrik (%); Indikator 5 Rata-rata lama sekolah 
perempuan berusia di atas 15 tahun (tahun); Indikator 9 Angka harapan hidup (Tahun). R2 = 0,302; 
Adjusted R2= 0,261, CI: confidence interval B: Nilai B, SE: Standar error, β: Nilai β, BB: batas 
bawah, BA: batas atas. 

 
Berdasarkan Tabel 9, proses analisis regresi metode backward bermula 

dengan memasukkan variabel yang memiliki nilai p-value <0,25 dari hasil korelasi 
(Tabel 8) ke dalam Model 1. Variabel tersebut meliputi tingkat kemiskinan 
(Indikator 2), pengeluaran pangan (Indikator 3), angka harapan hidup (Indikator 9), 
lama sekolah perempuan (Indikator 5), dan akses listrik (Indikator 4). Sistem 
melakukan eliminasi secara bertahap terhadap variabel yang memiliki nilai 
signifikansi (p-value) tertinggi atau tidak memenuhi kriteria. Variabel pengeluaran 
pangan (Indikator 3) menjadi variabel pertama yang dikeluarkan dari model. Proses 
eliminasi ini berlanjut berturut-turut pada variabel akses listrik dan lama sekolah 
perempuan hingga terbentuk model akhir yang paling optimal. 

Model 4 tampil sebagai model regresi akhir yang paling mewakili pola data. 
Model akhir ini menyisakan dua variabel independen utama, yaitu persentase  
penduduk di bawah garis kemiskinan (POV) dan angka harapan hidup (LIFE). 
Berdasarkan nilai koefisien tidak standar (B) pada Model 4, peneliti menyusun 
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 
𝑌 = 50,840 + 0,379(𝑃𝑂𝑉) − 0,722(𝐿𝐼𝐹𝐸) 

 
Persamaan regresi tersebut memiliki makna interpretatif matematis yang 

kuat. Nilai konstanta sebesar 50,840 menunjukkan apabila variabel kemiskinan dan 
lama sekolah bernilai nol, tingkat prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser 
Utara diprediksi berada pada angka 50,840%. Nilai koefisien kemiskinan sebesar 
0,379 bernilai positif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% 
angka kemiskinan akan meningkatkan prevalensi stunting sebesar 0,379 %, dengan 
asumsi variabel lain konstan. Sebaliknya, nilai koefisien lama sekolah sebesar 
−0,722 bernilai negatif. Fakta ini membuktikan bahwa setiap peningkatan angka 
harapan hidup sebesar 1 tahun akan menekan atau menurunkan angka prevalensi 
stunting sebesar 0,722%. 

Uji statistik terhadap Model 4 memberikan nilai Adjusted R Square sebesar 
0,261 (26,1%). Nilai determinasi ini menegaskan bahwa kombinasi variabel 
kemiskinan dan angka harapan hidup secara bersama-sama mampu menjelaskan 
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26,1% variasi atau fluktuasi kejadian stunting tingkat desa di wilayah tersebut. Sisa 
persentase sebesar 73,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak 
diteliti dalam model persamaan ini. 
 
a) Hubungan penduduk dibawah garis kemiskinan dengan prevalensi stunting 

Hasil analisis regresi linier berganda membuktikan variabel penduduk di 
bawah garis kemiskinan memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap 
kejadian stunting (p=0,002). Nilai koefisien regresi sebesar 0,379 menegaskan 
setiap peningkatan tingkat kemiskinan akan selalu diikuti oleh lonjakan angka 
prevalensi stunting, dengan asumsi variabel rata-rata lama sekolah perempuan 
bernilai tetap. Temuan ini menegaskan faktor kemiskinan bertindak sebagai 
determinan fundamental atau akar penyebab (root cause) paling dominan dalam 
memicu stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemiskinan menciptakan 
rantai keterbatasan yang sangat menyeluruh bagi sebuah keluarga. Keterbatasan 
kapasitas pada satu aspek akses kehidupan akan langsung memicu kegagalan pada 
pemenuhan kebutuhan dasar anak lainnya. 

Rumah tangga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki keterbatasan mutlak 
dalam memenuhi standar kebutuhan dasar hidup. Keterbatasan ini mencakup aspek 
pemenuhan konsumsi pangan bergizi, ketersediaan fasilitas sanitasi layak, dan 
akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Penurunan kualitas asupan gizi 
anak dalam jangka panjang akibat himpitan ekonomi ini secara drastis 
meningkatkan risiko terjadinya hambatan pertumbuhan. Penelitian terdahulu 
memberikan dukungan kuat dengan membuktikan kemiskinan berhubungan erat 
dengan tingginya kejadian stunting (p=0,023). Tingkat kemiskinan keluarga dan 
kelayakan kecukupan gizi balita terbukti valid sebagai indikator utama dalam 
menganalisis permasalahan stunting (Sihite dan Chaidir 2022). Jumlah penduduk 
miskin, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan jenjang pendidikan secara bersama-
sama berkontribusi terhadap tingginya kejadian stunting di sepuluh wilayah 
prioritas Indonesia (Karyati dan Julia 2021). Anak-anak dari keluarga prasejahtera 
cenderung gagal mendapatkan gizi yang layak akibat ketidakmampuan keluarga 
menyediakan makanan bergizi (Doloksaribu et al. 2022). 

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, termasuk kemiskinan sebagai salah satu determinan sosial yang penting. 
Keterbatasan ekonomi rumah tangga berkaitan dengan rendahnya kemampuan 
memperoleh pangan bergizi, keterbatasan infrastruktur sanitasi, serta akses 
terhadap listrik dan informasi. Tingkat kesejahteraan rumah tangga dan pendidikan 
orang tua merupakan faktor yang berhubungan dengan risiko stunting. Anak yang 
tumbuh di lingkungan dengan keterbatasan akses air minum layak, sanitasi, dan 
kebersihan memiliki risiko stunting yang lebih tinggi (Mulyaningsih et al. 2021; 
Aryani et al. 2024). Olo et al. (2020) juga melaporkan adanya hubungan antara 
akses air minum layak dan ketersediaan fasilitas jamban dengan kejadian stunting 
pada balita di Indonesia. 

Penanganan stunting tidak dapat mengandalkan intervensi medis semata. 
Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan perbaikan secara 
menyeluruh pada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kejadian stunting. 
Status sosial ekonomi keluarga, kelayakan sanitasi rumah tangga, kualitas akses air 
bersih, dan pengetahuan gizi ibu secara kolektif berhubungan dengan prevalensi 
stunting (Oktaviani et al. 2026). Variabel tingkat pendapatan dan pendidikan 
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keluarga terbukti berhubungan secara signifikan dengan kejadian stunting (p<0,05) 
(Wahyuni dan Fithriyana 2020; Oktavia 2021). Faktor ekonomi berkaitan dengan 
kejadian stunting dan didukung oleh peran tingkat pendidikan ibu dalam 
membentuk praktik pengasuhan dan pemenuhan gizi anak. Kejadian stunting 
berkembang akibat akumulasi berbagai faktor tersebut, terutama pada periode 1.000 
HPK. Program intervensi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan orang tua 
dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung penurunan prevalensi stunting. 
Intervensi tersebut mencakup pelayanan antenatal, pemenuhan gizi ibu selama 
masa kehamilan, perbaikan asupan gizi anak, dan edukasi pola pengasuhan (Yanti 
et al. 2020b). 

Kemiskinan merupakan faktor yang paling berhubungan dengan tingginya 
prevalensi stunting karena berkaitan dengan berbagai dimensi kesejahteraan rumah 
tangga. Keterbatasan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan rendahnya 
kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga dapat 
memengaruhi akses terhadap pendidikan, sanitasi, dan pelayanan kesehatan. 
Berbagai keterbatasan tersebut dapat saling berinteraksi sehingga memengaruhi 
kondisi gizi dan kesehatan anak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penurunan prevalensi stunting di 
Kabupaten Penajam Paser Utara perlu didukung oleh strategi pengentasan 
kemiskinan yang disertai dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, 
pelayanan kesehatan, sanitasi, dan pemenuhan pangan bergizi. 
 
b) Hubungan AHH dengan prevalensi stunting 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel Angka Harapan 
Hidup (AHH) memiliki koefisien regresi negatif dan tidak signifikan pada taraf 
nyata 5% (p=0,077), namun signifikan pada taraf nyata 10%. Nilai koefisien regresi 
sebesar −0,722 menunjukkan bahwa setiap peningkatan AHH sebesar satu tahun 
cenderung diikuti oleh penurunan prevalensi stunting. Secara statistik, hubungan 
tersebut belum signifikan pada taraf alfa = 5%, tetapi menunjukkan signifikansi 
pada taraf nyata 10%. Hasil ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Penajam 
Paser Utara, peningkatan AHH yang merepresentasikan perbaikan kualitas hidup 
masyarakat secara umum belum tentu diikuti oleh penurunan prevalensi stunting. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor lain masih berperan dalam 
menjelaskan variasi prevalensi stunting. Tabel 5 mencatat Desa Sepan memiliki 
prevalensi stunting sebesar 23,64% dengan persentase penduduk miskin sebesar 
39,19%. Kevin et al. (2022) membuktikan bahwa Angka Harapan Hidup dan rata-
rata lama sekolah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat 
kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut 
menunjukkan bahwa AHH lebih menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat 
secara umum dan tidak secara langsung berkaitan dengan prevalensi stunting. 

Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan Angka 
Harapan Hidup (AHH) belum tentu diikuti oleh penurunan prevalensi stunting. 
Rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang terbatas cenderung memiliki 
keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi serta kebutuhan dasar 
lainnya. Nilai koefisien regresi negatif sebesar −0,722 menunjukkan 
kecenderungan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting, meskipun hubungan 
tersebut belum signifikan pada taraf nyata 5%. Tabel 5 menunjukkan bahwa 
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Kelurahan Penajam memiliki proporsi rumah tangga dengan pengeluaran pangan 
lebih dari 65% sebesar 41,18%, yang mengindikasikan masih adanya keterbatasan 
kondisi ekonomi pada sebagian rumah tangga. Rata-rata persentase penduduk 
miskin sebesar 20,98% dan rata-rata AHH sebesar 62,42 tahun menggambarkan 
bahwa kondisi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi merupakan dua 
aspek yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan dalam menjelaskan variasi 
prevalensi stunting di Kabupaten Penajam Paser Utara. Putri dan Setiawina (2013) 
membuktikan bahwa jenis pekerjaan, usia, dan pendidikan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di Desa Bebandem, 
Kabupaten Karangasem. Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara yang 
didominasi wilayah pesisir dan dataran rendah menyebabkan sebagian masyarakat 
bekerja sebagai nelayan, buruh tani, dan pekebun. Karakteristik mata pencaharian 
tersebut dapat memengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga sehingga berpotensi 
berkaitan dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan Angka 
Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih berada di 
bawah rata-rata nasional (laki-laki 73,21 tahun dan perempuan 76,90 tahun) (BPS 
2024). Tabel 5 mencatat rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten PPU 
sebesar 20,98%, dengan nilai tertinggi di Kelurahan Penajam sebesar 63,22%. 
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses 
pangan bergizi, pelayanan kesehatan, serta lingkungan tempat tinggal yang layak. 
Keterbatasan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat 
secara umum. Tabel 5 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan 
pengeluaran pangan lebih dari 65% rata-rata sebesar 15,63%, dengan nilai tertinggi 
di Kelurahan Penajam (41,18%) dan Pantai Lango (35,81%). Tingginya proporsi 
pengeluaran pangan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian rumah tangga masih 
menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya. 
Tabel 5 juga mencatat prevalensi stunting tertinggi terdapat di Kelurahan 
Buluminung sebesar 36,17%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya 
kemiskinan dan besarnya proporsi pengeluaran pangan dapat menjadi faktor yang 
berkaitan dengan tingginya prevalensi stunting, meskipun hubungan tersebut 
dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain. Handayani dan Yulistiyono (2023) 
membuktikan bahwa pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan 
berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten 
Banyuwangi. 

Hubungan negatif sebesar −0,722 pada analisis regresi menunjukkan bahwa 
peningkatan AHH cenderung diikuti oleh penurunan prevalensi stunting, meskipun 
hubungan tersebut belum signifikan pada taraf alfa 5%. Hasil tersebut 
mengindikasikan bahwa AHH sebagai indikator kesehatan masyarakat secara 
umum belum mampu menjelaskan variasi prevalensi stunting tanpa 
mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga. 
Kondisi sosial ekonomi dan ketersediaan infrastruktur dasar diduga turut 
memengaruhi hubungan tersebut. Tabel 5 mencatat 34,62% rumah tangga di Desa 
Sri Raharja belum memiliki akses listrik dengan persentase penduduk miskin 
sebesar 43,06%. Kelurahan Sepan juga mencatat 23,64% rumah tangga tanpa akses 
listrik dengan persentase penduduk miskin sebesar 39,19%. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih menghadapi keterbatasan 
infrastruktur dasar dan kondisi ekonomi. Keterbatasan akses listrik dapat 
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memengaruhi berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk penyimpanan 
pangan, akses informasi, serta pemanfaatan sarana penunjang kesehatan dan 
sanitasi. (Faujan dan Agustina 2023) membuktikan bahwa ketersediaan akses listrik 
berhubungan dengan penurunan kemiskinan rumah tangga dan peningkatan 
kesejahteraan keluarga. Tripena et al. (2023) juga membuktikan bahwa 
ketersediaan listrik berpengaruh signifikan terhadap kondisi rumah tangga miskin 
di Desa Kotayasa. 

Tingkat pendidikan ibu berhubungan dengan kemampuan dalam memahami 
informasi kesehatan pada tingkat keluarga. Tabel 5 mencatat rata-rata lama 
pendidikan perempuan di Desa Pantai Lango sebesar 7,17 tahun dan di Desa Giri 
Purwa sebesar 11,23 tahun, dengan rata-rata kabupaten 9,44 tahun. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di Kabupaten PPU masih 
berada pada jenjang pendidikan menengah pertama. Keterbatasan latar belakang 
pendidikan dapat memengaruhi kemampuan ibu dalam menerima, memahami, dan 
menerapkan informasi kesehatan untuk perawatan balita. Kondisi tersebut juga 
dapat memengaruhi penerapan praktik pencegahan stunting di tingkat rumah 
tangga. Supri dan Zulfira (2024) membuktikan adanya pengaruh antara status 
pendidikan (p=0,000), latar belakang pekerjaan (p=0,002), tingkat pengetahuan 
(p=0,000), sikap ibu balita (p=0,000), dan peran kader (p=0,000) terhadap tingkat 
kunjungan kesehatan reguler di Posyandu Puskesmas Kana Maseha Batusuya. 

Rendahnya literasi gizi dapat memengaruhi kemampuan ibu dalam 
menerapkan praktik pengasuhan yang sesuai dengan rekomendasi kesehatan, 
meskipun berbagai program intervensi gizi telah tersedia. Keterbatasan pemahaman 
tersebut juga dapat memengaruhi pemenuhan kebutuhan protein hewani pada 
periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ibu dengan literasi kesehatan yang 
terbatas cenderung memiliki pemahaman yang lebih rendah mengenai hubungan 
antara sanitasi lingkungan, penyakit infeksi, dan pertumbuhan anak. Penyakit 
infeksi yang terjadi secara berulang dapat memengaruhi status gizi serta 
pertumbuhan dan perkembangan anak. (Soeracmad 2019) membuktikan bahwa 
praktik mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir berhubungan 
secara signifikan dengan kejadian stunting (p=0,000). Pengelolaan sampah rumah 
tangga juga berhubungan secara signifikan dengan kejadian stunting (p=0,000). 
Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai kebersihan diri 
(personal hygiene) dan sanitasi merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan 
upaya pencegahan stunting. 

Kondisi multidimensi tersebut menunjukkan bahwa prevalensi stunting tidak 
dapat diatasi hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah daerah 
perlu mendorong sinergi kebijakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
edukasi kesehatan yang berkelanjutan, dan pemerataan infrastruktur serta layanan 
publik. Keterpaduan berbagai program tersebut diharapkan dapat mendukung 
peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk Angka Harapan Hidup (AHH), 
serta berkontribusi terhadap upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten 
Penajam Paser Utara. 

 

5.7 Perbedaan Metode IKP Bapanas dan IKP Desa 

Berdasarkan BAPANAS (2023), Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri 
atas 54 desa memiliki skor IKP sebesar 87,40 pada tahun 2023 dan termasuk dalam 
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kategori sangat tahan pangan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh perhitungan 
IKP berbasis data desa. Berdasarkan penelitian yang menggunakan Data Desa 
Presisi (DDP) tahun 2023 dan data e-PPGBM Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam 
Paser Utara, rata-rata skor IKP pada 40 desa hanya mencapai 57,81. Nilai tersebut 
menempatkan ketahanan pangan pada kategori agak rentan. Perbedaan yang cukup 
besar antara nilai IKP BAPANAS dan IKP tingkat desa diduga berkaitan dengan 
perbedaan metode pengumpulan data. BAPANAS menghitung indikator ketahanan 
pangan pada tingkat makro menggunakan metode sampel untuk memperkirakan 
karakteristik populasi pada wilayah yang lebih luas (PRI 1997). Metode tersebut 
menggunakan rumah tangga sampel yang dipilih untuk mewakili kondisi penduduk 
pada tingkat kabupaten. Hasil perhitungan tersebut menggambarkan kondisi 
ketahanan pangan pada tingkat kabupaten secara agregat, sehingga belum mampu 
merepresentasikan variasi kondisi ketahanan pangan pada setiap desa secara lebih 
spesifik. 

Pelaksanaan sensus desa dalam skema Sustainable Development Goals 
(SDGs) Desa menerapkan metode total sampling. Metode ini mendata seluruh 
warga menggunakan pendekatan by name, by address (berdasarkan nama dan 
alamat). Pendekatan sensus secara menyeluruh memberikan gambaran kondisi 
setiap individu pada tingkat wilayah perdesaan secara lebih lengkap sesuai 
karakteristik masing-masing desa (KEMENDESA PDTT 2020b). Data mikro hasil 
sensus desa memiliki tingkat kedalaman yang lebih baik, akurat, spesifik, dan rinci 
dibandingkan data berbasis sampel. Sjaf et al. (2022) menyatakan bahwa 
pendekatan sensus mampu menghasilkan data yang lebih tajam dan spesifik pada 
tingkat desa dibandingkan data makro berbasis sampel, sehingga lebih mampu 
menggambarkan variasi kondisi antarwilayah. 

Data IKP yang diterbitkan BAPANAS hanya tersedia hingga tingkat 
kabupaten/kota (BAPANAS 2023). Peneliti melakukan penyesuaian indikator 
untuk menganalisis hubungan ketahanan pangan tingkat desa dengan prevalensi 
stunting. Perhitungan IKP pada tingkat desa dilakukan terlebih dahulu sebelum 
analisis hubungan dengan prevalensi stunting. Penyesuaian indikator tingkat 
kabupaten dilakukan agar sesuai dengan struktur data DDP sehingga dapat 
diintegrasikan ke dalam perhitungan IKP tingkat desa. Perhitungan IKP tingkat 
desa tetap berpedoman pada tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, akses atau 
keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan (BAPANAS 2023). Ketiga aspek 
tersebut dapat dianalisis pada tingkat desa dengan menyesuaikan ketersediaan serta 
karakteristik data wilayah perdesaan yang tersedia dalam DDP. Aspek ketersediaan 
pangan menggunakan proksi rasio luas lahan pertanian per kapita. Aspek akses 
pangan mengadopsi indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 
berbasis sensus. Aspek pemanfaatan pangan menggunakan indikator persentase 
rumah tangga tanpa akses air minum layak dan Angka Harapan Hidup (AHH), 
sebagaimana disajikan pada Tabel 10. 
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Tabel 10 Perbedaan indikator IKP BAPANAS dan IKP desa 

Aspek 
Indikator Bapanas 
(Kabupaten) 

Indikator 
(Desa) 

Ketersediaan pangan - Rasio konsumsi 
normatif terhadap 
produksi (surplus 
Produksi wilayah) 

- Rasio luas lahan pertanian terhadap 
jumlah penduduk (Drone & Sensus) 
adaptasi dari FSVA indonesia 

Akses/keterjangkauan 
pangan 

- Persentase penduduk 
di bawah garis 
kemiskinan (Data 
BPS dan Susenas) 

- Persentase penduduk di bawah garis 
kemiskinan (sensus pengeluaran pangan 
dan non-pangan per RT atau basic 
needs), adaptasi data DDP metode 
sensus bukan survei 

Pemanfaatan pangan - Persentase rumah 
tangga tanpa akses air 
bersih (Data BPS) 

- Angka harapan hidup 
saat lahir 

- Persentase rumah tangga tanpa akses ke 
air minum layak (Verifikasi door to 
door) adaptasi dari SDGs air minum 
layak 

- Angka harapan hidup dengan data 
sensus RT DDP, adaptasi dari 
komponen IPM 

IKP: indeks ketahanan pangan, BAPANAS: badan pangan nasional, SDGs: sustainable 
development goals, IKP: indeks ketahanan pangan, FSVA: food security and vulnerablity atlas, 
IPM: indeks pembangunan manusia. 
 

Adaptasi indikator dilakukan agar pengukuran IKP tetap dapat diterapkan 
pada tingkat desa dengan memanfaatkan ketersediaan data dalam DDP, tanpa 
mengubah konsep dasar penyusunan IKP Badan Pangan Nasional. Pada dimensi 
ketersediaan pangan, indikator rasio konsumsi normatif terhadap produksi pangan 
diadaptasi menjadi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk sebagai 
proksi potensi ketersediaan pangan wilayah, mengacu pada pendekatan Food 
Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Indonesia. Pada dimensi akses pangan, 
indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan tetap dipertahankan, 
namun dihitung menggunakan data sensus DDP berdasarkan pendekatan basic 
needs melalui pengeluaran pangan dan non-pangan rumah tangga dan 
menggunakan garis kemiskinan kabupaten dari BPS PPU 2023, sehingga 
mencerminkan kondisi pada tingkat desa. Sementara itu, pada dimensi pemanfaatan 
pangan, indikator persentase rumah tangga tanpa akses air bersih diadaptasi 
menjadi persentase rumah tangga tanpa akses air minum layak sesuai indikator 
SDGs pada goal 6 target 6.1 yaitu safe and affordable drinking water yang 
diperoleh melalui verifikasi door-to-door (BAPPENAS 2026), sedangkan indikator 
angka harapan hidup diestimasi menggunakan data sensus rumah tangga DDP 
dengan mengacu pada komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adaptasi 
tersebut dilakukan untuk mempertahankan keterwakilan setiap dimensi ketahanan 
pangan sekaligus menyesuaikan indikator dengan karakteristik dan ketersediaan 
data pada tingkat desa. 
 
a) Aspek Ketersediaan Pangan 

Aspek ketersediaan pangan menunjukkan perbedaan pendekatan yang 
mendasar antara instrumen IKP BAPANAS dan indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini. IKP BAPANAS mengukur rasio konsumsi normatif terhadap 
produksi untuk menggambarkan keseimbangan antara kebutuhan pangan penduduk 
dan kapasitas produksi wilayah pada tingkat kabupaten. Pendekatan makro tersebut 
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lebih menekankan pada kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan 
secara agregat melalui produksi domestik (BAPANAS 2023). 

Penggunaan rasio konsumsi normatif terhadap produksi pada tingkat 
kabupaten berfungsi sebagai indikator makro untuk memetakan status swasembada 
fisik suatu wilayah. Indikator ini membandingkan standar kebutuhan konsumsi 
penduduk dengan total hasil panen bersih yang tersedia (BKP 2020). Pendekatan 
tersebut efektif untuk mengidentifikasi potensi surplus atau defisit pangan sebagai 
dasar pengelolaan logistik dan penyusunan kebijakan perlindungan lahan (Suryana 
2014). Meskipun demikian, indikator ini belum sepenuhnya mempertimbangkan 
aspek aksesibilitas ekonomi, daya beli masyarakat, distribusi pangan antarwilayah, 
maupun kehilangan pangan (food loss) yang dapat memengaruhi kondisi ketahanan 
pangan pada tingkat rumah tangga (Maxwell 1996; FAO 2011). Braun dalam 
Lantarsih et al. (2016) menjelaskan bahwa ketahanan pangan pada tingkat nasional 
atau regional tidak selalu diikuti oleh ketahanan pangan rumah tangga, meskipun 
kondisi makro tetap menjadi prasyarat penting bagi pencapaiannya. Ketahanan 
pangan juga merupakan hasil interaksi antara subsistem ketersediaan, distribusi, 
dan konsumsi pangan (Sutrisno 2022). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa luas lahan pertanian memiliki 
hubungan yang erat dengan kapasitas produksi pangan. Rasio luas lahan 
berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat produksi dan pendapatan usaha 
tani padi di Desa Jelat, Kecamatan Baregbeg (Andrias et al. 2018). Defriyanti 
(2019) juga melaporkan bahwa luas lahan sawah dan luas tanam berhubungan 
positif dan signifikan dengan produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan dengan 
tingkat korelasi sebesar 94%. Sejalan dengan itu, Noviwiyanah dan Yudhistira 
(2024) menunjukkan bahwa peningkatan luas lahan sawah sebesar 10 hektare 
berkaitan dengan peningkatan produksi padi sebesar 4,52% serta penurunan rasio 
konsumsi normatif serealia per kapita sebesar 0,0208. 

IKP Nasional membatasi penilaian hingga tingkat kabupaten. Penilaian pada 
tingkat makro tersebut berfokus pada perbandingan hasil panen bersih dengan 
standar kebutuhan gizi penduduk. Sebaliknya, penilaian IKP tingkat desa 
memerlukan pendekatan yang berbeda melalui pengukuran rasio luas lahan 
pertanian terhadap jumlah penduduk. Indikator ini memanfaatkan data luas lahan 
hasil pemetaan menggunakan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau drone yang 
dipadukan dengan data sensus desa. Kim et al. (2019) menunjukkan bahwa 
integrasi data UAV dan sensus mampu menghasilkan informasi spasial dengan 
tingkat presisi yang baik. 

Teknologi UAV menjadi salah satu alternatif dalam pemetaan wilayah karena 
memiliki fleksibilitas operasional serta mampu menghasilkan citra beresolusi 
spasial tinggi yang sesuai untuk kebutuhan pemetaan presisi. Selain meningkatkan 
efisiensi waktu, penggunaan drone juga relatif lebih ekonomis dibandingkan 
pengadaan citra satelit beresolusi tinggi (Kim et al. 2019; Andrew 2020). Data 
spasial tersebut kemudian diintegrasikan dengan hasil Sensus Desa yang mencakup 
proses pengumpulan dan validasi data Sustainable Development Goals (SDGs) 
Desa untuk menggambarkan kondisi kewilayahan, kependudukan, serta berbagai 
potensi dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Informasi tersebut 
menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan 
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah (KEMENDESA 
PDTT 2020b). 
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Kombinasi data pemetaan drone dan sensus desa menghasilkan informasi 
luas lahan pertanian yang lebih rinci pada tingkat desa (Sjaf et al. 2022). Data 
tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan rasio luas lahan pertanian terhadap 
jumlah penduduk sebagai indikator aspek ketersediaan pangan dalam penelitian ini. 
Pendekatan ini menekankan pada ketersediaan sumber daya lahan sebagai salah 
satu komponen yang mendukung penyediaan pangan di tingkat desa. Penggunaan 
data spasial dan sensus secara terpadu juga memberikan dasar pengukuran yang 
lebih sesuai dengan karakteristik wilayah perdesaan dibandingkan penggunaan 
indikator makro pada tingkat kabupaten. 

 
b) Aspek keterjangkauan pangan 

Instrumen IKP BAPANAS menggunakan indikator persentase penduduk di 
bawah garis kemiskinan untuk mengukur aspek akses atau keterjangkauan pangan. 
Pengukuran pada tingkat makro ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 
dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diperoleh melalui 
pendekatan sampel pada tingkat kabupaten (BAPANAS 2023). Kemiskinan 
menggambarkan kondisi keterbatasan kapasitas ekonomi masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan dasar pangan maupun nonpangan (BPS JABAR 2023). 

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan 
keterjangkauan pangan (Nurahadiyatika et al. 2022). Keterbatasan daya beli dapat 
memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan yang beragam 
dan bergizi. Oleh karena itu, suatu wilayah dapat memiliki ketersediaan pangan 
yang memadai, tetapi masih menghadapi prevalensi stunting yang tinggi apabila 
sebagian rumah tangga mengalami keterbatasan akses ekonomi terhadap pangan 
bergizi (Sen 2010; FAO et al. 2023). Sen (2010) menjelaskan bahwa ketahanan 
pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh 
kemampuan individu atau rumah tangga untuk mengakses pangan tersebut. 
Penelitian di Kecamatan Padasuka menunjukkan bahwa peningkatan akses pangan 
berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan rumah tangga (Nurjanah et al. 
2021). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik kemampuan rumah 
tangga dalam mengakses pangan, semakin rendah tingkat kerentanan ekonomi yang 
dihadapi. 

Penelitian ini menghitung persentase penduduk miskin menggunakan data 
sensus by name, by address melalui pendekatan proporsi pengeluaran pangan dan 
nonpangan pada tingkat rumah tangga. Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga 
yang melebihi 65% menjadi salah satu indikator rendahnya kemampuan ekonomi 
dalam mengakses pangan bergizi sekaligus mencerminkan kerentanan ekonomi 
rumah tangga (BAPANAS 2023). Pamungkasih (2023) menunjukkan bahwa 
pengeluaran pangan per kapita bulanan berkorelasi dengan persentase penduduk 
miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian di Kota Langsa juga 
menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pola 
pengeluaran rumah tangga miskin (p=0,000) Iskandar (2017). Selain tingkat 
pendapatan, jenjang pendidikan ibu rumah tangga, jumlah tanggungan keluarga, 
dan penerimaan bantuan sosial turut memengaruhi besarnya pengeluaran pangan 
rumah tangga miskin (Fikriman et al. 2020). 

Proporsi pengeluaran pangan di atas 65% menunjukkan bahwa sebagian besar 
pendapatan rumah tangga dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan 
(Fikriman et al. 2020). Kondisi tersebut menyebabkan ruang pengeluaran untuk 
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kebutuhan non-pangan, seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi, menjadi lebih 
terbatas. Pola pengeluaran ini mencerminkan kerentanan ekonomi rumah tangga 
dalam memenuhi kebutuhan dasar secara seimbang. Analisis proporsi pengeluaran 
pangan pada tingkat desa memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai akses 
atau keterjangkauan pangan dibandingkan indikator makro pada tingkat kabupaten. 
Besarnya pengeluaran pangan rumah tangga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
termasuk jumlah anggota keluarga dan tingkat pendapatan (Rungkat et al. 2020). 

 
c) Aspek pemanfaatan pangan 

Aspek pemanfaatan pangan juga menunjukkan perbedaan indikator antara 
pengukuran makro dan mikro. IKP BAPANAS menggunakan indikator persentase 
rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). 
Indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan cakupan layanan air bersih 
pada tingkat kabupaten secara agregat (BAPANAS 2023). Data BPS memberikan 
gambaran kondisi pada tingkat makro sehingga belum sepenuhnya menggambarkan 
variasi akses air pada tingkat rumah tangga. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa ketersediaan akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi dan air minum 
berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia 
(Febriawati et al. 2021). Siswantoro (2024) juga melaporkan bahwa peningkatan 
akses air bersih dan infrastruktur dasar berhubungan positif dengan tingkat 
kemakmuran masyarakat di Indonesia. Chrisnahutama (2023) menunjukkan bahwa 
pemenuhan kebutuhan air minum, fasilitas sanitasi, dan jaringan listrik berkaitan 
dengan peningkatan modal manusia. Ketiga komponen infrastruktur dasar tersebut 
merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan akses air yang memadai menjadi salah 
satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung pemanfaatan pangan. 

Data makro IKP BAPANAS memiliki keterbatasan dalam menggambarkan 
kondisi akses air pada tingkat rumah tangga secara lebih rinci. Keterbatasan akses 
air yang layak dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi yang berulang 
sehingga berpotensi memengaruhi status gizi anak. Nisa et al. (2021) menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara kualitas sanitasi dan penyediaan air bersih 
dengan kejadian stunting (p=0,047). Karakteristik data BPS yang bersifat agregat 
menyebabkan variasi kondisi antarwilayah belum sepenuhnya tergambarkan dalam 
satu nilai rata-rata administratif (BAPANAS 2023). Akibatnya, perbedaan kondisi 
antara wilayah perdesaan, perkotaan, maupun kantong-kantong kemiskinan dapat 
kurang terlihat apabila hanya menggunakan indikator pada tingkat kabupaten. 

Pelaksanaan sensus desa mendata persentase rumah tangga yang memiliki 
akses air minum layak melalui proses verifikasi langsung dari rumah ke rumah. 
Pendekatan sensus ini memberikan gambaran kondisi akses air minum layak pada 
tingkat rumah tangga secara lebih rinci (Sjaf et al. 2022). Pengukuran mikro 
tersebut tidak hanya mengacu pada cakupan jaringan layanan air bersih perpipaan, 
tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual rumah tangga. Ketersediaan data 
mikro di tingkat desa memungkinkan peneliti melakukan pengukuran akses air 
minum layak yang lebih rinci untuk menilai aspek pemanfaatan pangan. 

Penelitian ini tidak menggunakan angka konstan AHH tingkat kabupaten 
sebesar 72,39 tahun yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Peneliti 
menghitung AHH secara spesifik menggunakan data sekunder DDP. Instrumen 
DDP memformulasikan AHH pada setiap wilayah administrasi berdasarkan tiga 
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indikator, yaitu rata-rata usia penduduk di tingkat permukiman, jumlah kasus 
penyakit berat, dan tingkat kepesertaan masyarakat dalam program BPJS 
Kesehatan. Penggunaan data tingkat mikro ini memberikan variasi nilai AHH 
antarwilayah sehingga dapat menggambarkan perbedaan kondisi kesehatan antar 
desa maupun kelurahan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi sosial 
ekonomi, tingkat pendapatan, serta ketersediaan layanan kesehatan berkaitan 
dengan variasi angka harapan hidup masyarakat (Sari et al. 2016; Wijaya 2025)  
Kemampuan ekonomi rumah tangga juga memengaruhi kemampuan masyarakat 
dalam memanfaatkan layanan kesehatan preventif maupun kuratif sehingga 
berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan dan angka harapan hidup. 

Peneliti menghitung Angka Harapan Hidup (AHH) secara spesifik 
menggunakan data primer dari instrumen Data Desa Presisi (DDP). Penelitian ini 
tidak menggunakan angka konstan AHH tingkat kabupaten sebesar 72,39 tahun dari 
laporan BPS. Penggunaan satu nilai AHH pada tingkat kabupaten belum dapat 
menggambarkan variasi kondisi kesehatan antar desa. Instrumen DDP 
memformulasikan AHH tingkat desa berdasarkan tiga indikator kuantitatif, yaitu 
rata-rata usia penduduk di tingkat permukiman, jumlah kasus penyakit berat, dan 
tingkat kepesertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan. 

Pendekatan DDP didasarkan pada pelaksanaan sensus langsung dari rumah 
ke rumah (door-to-door) sehingga mampu menghimpun data demografi dan 
kesehatan masyarakat secara lebih rinci. Sjaf et al. (2022) menunjukkan bahwa 
pendekatan sensus partisipatif mampu merekam kondisi demografi dan kesehatan 
setiap individu secara lebih lengkap, termasuk kelompok rentan di wilayah 
perdesaan. Pendekatan mikro ini melengkapi keterbatasan data makro BPS yang 
diperoleh melalui metode estimasi berbasis sampel. Natalia dan Sjaf (2022) juga 
menunjukkan bahwa instrumen Data Desa Presisi menghasilkan informasi yang 
lebih rinci dalam memetakan kualitas pembangunan dan ketimpangan 
kesejahteraan masyarakat desa dibandingkan data agregat tingkat kabupaten. 
Bennett et al. (2015) menjelaskan bahwa penggunaan data agregat dapat 
menyembunyikan variasi kondisi kesehatan pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, 
penggunaan data tingkat mikro memberikan gambaran kondisi kesehatan 
antarwilayah yang lebih spesifik sehingga mendukung perbandingan kondisi 
kesehatan antar desa. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi berkaitan 
dengan variasi angka harapan hidup masyarakat. Hasibuan et al. (2023) 
menunjukkan bahwa status sosial ekonomi, tingkat pendapatan, dan ketersediaan 
layanan kesehatan berhubungan dengan angka harapan hidup. Mulyanto et al. 
(2019) juga menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi rumah tangga memengaruhi 
pemanfaatan layanan kesehatan preventif maupun kuratif yang berkontribusi 
terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini, indikator 
jumlah kasus penyakit berat dan kepesertaan BPJS Kesehatan pada instrumen DDP 
digunakan untuk merepresentasikan salah satu aspek kondisi kesehatan dan akses 
masyarakat terhadap layanan kesehatan pada tingkat desa. 

5.8 Evaluasi Alokasi Anggaran Dana Desa terhadap IKP 

Persentase alokasi Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan gizi 
mencerminkan prioritas pemerintah desa dalam mendukung peningkatan ketahanan 
pangan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
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201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, setiap desa diwajibkan 
mengalokasikan paling sedikit 20% dari pagu Dana Desa untuk program ketahanan 
pangan (PRI 2022b). Ketentuan tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 13 Tahun 
2020, Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri 
Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 yang menjadi pedoman pelaksanaan program 
ketahanan pangan dan gizi di tingkat desa (KEMENDESA PDTT 2020a; 
KEMENDESA PDTT 2022; KEMENDESA PDTT 2023). Oleh karena itu, evaluasi 
terhadap alokasi Dana Desa perlu dilakukan untuk menilai kesesuaian antara 
prioritas penganggaran dan kondisi ketahanan pangan di masing-masing desa. 

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan persentase 
alokasi Dana Desa terhadap skor IKP, yang merepresentasikan kondisi ketahanan 
pangan pada tingkat desa (BAPANAS 2023). Perbandingan tersebut digunakan 
untuk mengidentifikasi apakah desa dengan tingkat ketahanan pangan yang lebih 
rendah telah memperoleh prioritas alokasi anggaran yang lebih besar. Hasil analisis 
disajikan pada Tabel 11 dan mencakup 19 dari 40 desa/kelurahan yang dianalisis 
karena data alokasi Dana Desa yang tersedia pada platform Jaga Desa masih 
terbatas pada sebagian desa (KPK 2026). 

Tabel 11 Anggaran dana desa untuk ketahanan pangan dan capaian IKP desa 
Desa/ 
Kelurahan 

Total (Rp) Alokasi (Rp) 
Anggaran 

(%) 
Skor 
IKP 

Kategori 
IKP 

Sri Raharja 679.801.000 596.858.000 87,8 50,96 Rentan 

Gunung Intan 1.209.597.000 1.050.691.000 86,86 63,68 Cukup tahan 

Bukit Subur 672.906.000 581.945.500 86,48 62,36 Cukup tahan 

Labangka 1.057.272.000 857.338.750 81,09 57,25 Agak rentan 

Giri Mukti 971.005.000 775.835.133 79,9 60,03 Cukup tahan 

Gunung 
Makmur 

1.164.472.000 891.948.885 76,6 65,62 Cukup tahan 

Gunung 
Mulia 

1.080.330.000 795.500.000 73,63 78,68 Sangat tahan 

Sebakung 
Jaya 

742.147.000 543.451.000 73,23 62,39 Cukup tahan 

Babulu Laut 1.514.949.000 1.049.846.420 69,3 48,52 Rentan 

Sumber Sari 917.629.000 613.758.000 66,89 81,04 Sangat tahan 

Rintik 950.571.000 633.674.250 66,66 56,66 Agak rentan 

Rawa Mulia 894.167.000 557.625.000 62,36 56,59 Agak rentan 

Bangun 
Mulya 

954.734.000 570.499.500 59,75 62,65 Cukup tahan 

Labangka 
Barat 

741.008.000 433.672.200 58,52 54,30 Agak rentan 

Giri Purwa 883.617.000 476.486.900 53,92 67,05 Cukup tahan 

Sesulu 1.157.990.000 602.628.250 52,04 56,18 Agak rentan 

Api-Api 1.454.200.000 725.613.700 49,9 60,73 Cukup tahan 

Babulu Darat 1.235.161.000 600.189.900 48,59 65,25 Cukup tahan 

Sidorejo 884.001.000 278.143.568 31,46 63,30 Cukup tahan 

Sumber: (KPK 2026), IKP: indeks ketahanan pangan, Total: total dana desa yang didapatkan dari 
APBN (Rp), Alokasi: alokasi dana desa untuk penanganan gizi sensitif dan spesifik (Rp). 
Anggaran: persentase anggaran untuk penanganan gizi dan pangan dari total dana desa (%) 
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Tabel 11 menunjukkan bahwa hubungan antara persentase alokasi anggaran 
dana desa untuk ketahanan pangan dan capaian IKP membentuk beberapa pola yang 
berbeda. Pola pertama adalah kondisi di mana alokasi anggaran tinggi tidak diikuti 
oleh capaian IKP yang tinggi. Pola ini ditemukan pada enam desa, yaitu Sri Raharja, 
Labangka, Babulu Laut, Gunung Intan, Bukit Subur, dan Giri Mukti. Desa Sri 
Raharja mengalokasikan anggaran sebesar 87,80% namun hanya memiliki skor IKP 
sebesar 50,96 (kategori rentan). Kondisi serupa juga ditemukan pada Desa 
Labangka dengan alokasi 81,09% dan skor IKP 57,25 (kategori agak rentan), serta 
Desa Babulu Laut dengan alokasi 69,30% dan skor IKP sebesar 48,52 (kategori 
rentan). Sementara itu, Desa Gunung Intan (86,86%), Bukit Subur (86,48%), dan 
Giri Mukti (79,90%) berada pada kategori cukup tahan dengan skor IKP masing-
masing sebesar 63,68; 62,36; dan 60,03. Pola ini menunjukkan bahwa tingginya 
alokasi anggaran belum tentu menghasilkan capaian ketahanan pangan yang 
optimal. 

Pola kedua adalah kondisi di mana alokasi anggaran relatif rendah namun 
mampu menghasilkan capaian IKP yang lebih tinggi. Pola ini teridentifikasi pada 
empat desa, yaitu Sidorejo, Babulu Darat, Api-Api, dan Giri Purwa. Desa Sidorejo 
menjadi contoh utama dengan alokasi anggaran sebesar 31,46% namun memiliki 
skor IKP sebesar 63,30 (kategori cukup tahan). Desa Babulu Darat (48,59%) dan 
Api-Api (49,90%) juga menunjukkan capaian yang relatif baik dengan skor IKP 
masing-masing sebesar 65,25 dan 60,73, yang keduanya termasuk dalam kategori 
cukup tahan. Desa Giri Purwa bahkan mencatat skor IKP sebesar 67,05 (kategori 
cukup tahan) dengan alokasi anggaran sebesar 53,92%. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa efektivitas pemanfaatan anggaran dan faktor non-finansial 
memiliki peran penting dalam menentukan capaian ketahanan pangan. 

Pola ketiga menunjukkan kondisi yang relatif sejalan antara besaran anggaran 
dan capaian IKP, baik dalam bentuk anggaran tinggi dengan IKP tinggi maupun 
anggaran menengah dengan IKP yang relatif sepadan. Pola ini dapat ditemui pada 
sembilan desa, yaitu Sumber Sari, Gunung Mulia, Gunung Makmur, Sebakung 
Jaya, Bangun Mulya, Rintik, Rawa Mulia, Labangka Barat, dan Sesulu. Desa 
Sumber Sari dan Gunung Mulia mencerminkan pola anggaran tinggi dengan 
capaian IKP tinggi, masing-masing dengan alokasi sebesar 66,89% dan 73,63% 
serta skor IKP sebesar 81,04 dan 78,68 (kategori sangat tahan). Sementara itu, desa-
desa lain dalam kelompok ini seperti Gunung Makmur (65,62), Sebakung Jaya 
(62,39), dan Bangun Mulya (62,65) berada pada kategori cukup tahan, sedangkan 
Rintik (56,66), Rawa Mulia (56,59), Labangka Barat (54,30), dan Sesulu (56,18) 
termasuk dalam kategori agak rentan. Pola ini menunjukkan bahwa dalam beberapa 
kasus, hubungan antara anggaran dan capaian ketahanan pangan tetap berjalan 
secara proporsional. 

Ketimpangan antara besaran anggaran dan capaian IKP tersebut 
menunjukkan adanya peran faktor non-finansial dalam memengaruhi ketahanan 
pangan (Suryana 2014). Kondisi awal desa menjadi salah satu faktor penentu 
utama, di mana desa dengan alokasi anggaran tinggi seperti Sri Raharja memulai 
dari kondisi infrastruktur dasar yang terbatas, sehingga sebagian besar anggaran 
digunakan untuk perbaikan awal dan belum menghasilkan dampak langsung 
terhadap produksi pangan pada saat pengukuran. Selain itu, faktor geografis dan 
aksesibilitas wilayah juga memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan desa 
dan transformasi ekonomi lokal (Kamaludin dan Qibthiyyah 2022). Variasi dampak 
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program pembangunan desa juga menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana tidak 
selalu menghasilkan peningkatan pembangunan secara langsung karena 
dipengaruhi oleh kondisi awal desa dan kapasitas implementasi program (Sajidin et 
al. 2023). Wilayah pesisir seperti Babulu Laut menghadapi keterbatasan dalam 
produksi pangan akibat keterbatasan lahan pertanian yaitu pada 0,01 ha/kapita 
(Tabel 5). Di sisi lain, efisiensi pelaksanaan program serta kebiasaan masyarakat 
juga berperan penting. Masyarakat Desa Sidorejo, misalnya, telah terbiasa 
memanfaatkan pekarangan untuk kegiatan pertanian mandiri sehingga mampu 
mencapai kondisi ketahanan pangan yang relatif baik meskipun dengan alokasi 
anggaran yang rendah. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya sayuran, 
buah, maupun ternak kecil dapat meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga 
serta mendukung diversifikasi konsumsi pangan keluarga (Ashari et al. 2016). 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan alokasi minimal 20% 
Dana Desa untuk ketahanan pangan belum tentu menghasilkan kondisi ketahanan 
pangan yang lebih baik. Besarnya anggaran perlu dipertimbangkan bersama dengan 
pemanfaatannya, terutama apakah diarahkan pada intervensi gizi spesifik maupun 
intervensi gizi sensitif yang sesuai dengan kebutuhan desa. Kondisi awal dan 
tingkat kerentanan masing-masing desa juga perlu menjadi pertimbangan karena 
setiap desa memiliki permasalahan dan kapasitas yang berbeda dalam 
meningkatkan ketahanan pangan, kesehatan, dan gizi. 

Berdasarkan data pada 19 desa tersebut, besarnya persentase alokasi anggaran 
tidak selalu berkaitan langsung dengan keberhasilan program ketahanan pangan. 
Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap desa yang mengalokasikan 
anggaran pada kisaran 81,09% hingga 87,80% namun masih memiliki skor IKP di 
bawah 60. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi faktor yang memengaruhi 
capaian program di tingkat desa. Perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas 
kelembagaan antar desa juga perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan karena 
karakteristik wilayah dapat memengaruhi hasil pelaksanaan program (Lewis 2015). 
Perencanaan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, kapasitas 
kelembagaan desa, serta potensi sumber daya lokal agar penggunaan dana desa 
mendukung upaya peningkatan kemandirian pangan. 

5.9 Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dari aspek metodologi dan 
kontribusi ilmiah. Penelitian mengadaptasi IKP Badan Pangan Nasional dari tingkat 
kabupaten menjadi tingkat desa dengan memanfaatkan DDP. Pendekatan ini 
memungkinkan pengukuran ketahanan pangan menggunakan indikator dan sumber 
data yang tersedia pada tingkat desa sehingga dapat menggambarkan variasi kondisi 
antar desa yang tidak selalu terlihat pada tingkat kabupaten. Berdasarkan 
penelusuran pustaka yang dilakukan peneliti, belum ditemukan penelitian yang 
mengadaptasi metode IKP Badan Pangan Nasional untuk pengukuran pada tingkat 
desa dengan pendekatan serupa. Oleh karena itu, pengembangan metode ini 
menjadi salah satu kebaruan penelitian. Penelitian juga mengintegrasikan data DDP 
dengan data prevalensi stunting e-PPGBM sehingga analisis hubungan antara 
ketahanan pangan dan prevalensi stunting dapat dilakukan pada tingkat desa. 

Pemanfaatan DDP sebagai sumber data utama memberikan keunggulan 
karena data dikumpulkan pada unit analisis desa dengan cakupan informasi yang 
relatif rinci. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi variasi kondisi 
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ketahanan pangan yang tidak dapat diamati apabila analisis hanya dilakukan pada 
tingkat kabupaten. Hasil pengukuran juga menghasilkan informasi yang lebih 
spesifik sehingga dapat mendukung penyusunan prioritas intervensi sesuai 
karakteristik masing-masing desa. 

Penyesuaian indikator IKP pada tingkat desa dilakukan dengan 
mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat diperoleh secara konsisten. 
Penyesuaian tersebut tetap mempertahankan kerangka konseptual ketahanan 
pangan yang digunakan oleh Badan Pangan Nasional sehingga hasil pengukuran 
masih memiliki keterkaitan dengan konsep IKP yang telah digunakan secara 
nasional. Pendekatan ini memberikan alternatif bagi daerah yang belum memiliki 
data lengkap untuk seluruh indikator IKP tingkat kabupaten, tetapi tetap 
memerlukan pengukuran ketahanan pangan pada wilayah yang lebih kecil. 

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode 
analisis ketahanan pangan pada tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendekatan adaptasi IKP dapat digunakan untuk membedakan tingkat ketahanan 
pangan antar desa serta mengidentifikasi desa yang memerlukan perhatian lebih 
besar. Informasi tersebut berpotensi menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan 
pembangunan desa, khususnya pada perencanaan program yang berkaitan dengan 
ketahanan pangan dan pencegahan stunting. 

Kelebihan lain terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian 
tidak hanya menggambarkan kondisi ketahanan pangan desa melalui analisis 
deskriptif, tetapi juga menguji hubungan antara IKP dan prevalensi stunting 
menggunakan korelasi Spearman serta mengidentifikasi indikator yang paling 
berpengaruh terhadap prevalensi stunting melalui regresi linear berganda. 
Penggunaan indikator yang disesuaikan dengan karakteristik data tingkat desa 
memberikan alternatif pendekatan dalam mengukur ketahanan pangan pada 
wilayah yang memiliki keterbatasan data. 

Kombinasi analisis deskriptif dan inferensial memungkinkan interpretasi 
hasil penelitian dilakukan secara lebih komprehensif. Analisis deskriptif 
memberikan gambaran distribusi ketahanan pangan pada setiap desa, sedangkan 
analisis inferensial memberikan informasi mengenai kekuatan hubungan antar 
variabel serta kontribusi masing-masing indikator terhadap prevalensi stunting. 
Pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang tidak hanya bersifat deskriptif, 
tetapi juga mendukung identifikasi faktor yang berkaitan dengan variasi prevalensi 
stunting pada tingkat desa. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam 
menginterpretasikan hasil penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder dari 
DDP, e-PPGBM, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan sumber resmi 
lainnya sehingga hasil penelitian bergantung pada kualitas, kelengkapan, dan 
cakupan data yang tersedia. Beberapa indikator juga menggunakan pendekatan 
proksi karena keterbatasan data pada tingkat desa. Dimensi ketersediaan pangan, 
misalnya, diwakili oleh rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk karena 
data produksi pangan menurut komoditas belum tersedia secara lengkap pada 
tingkat desa. 

Penggunaan data sekunder juga membatasi fleksibilitas peneliti dalam 
menentukan definisi operasional setiap variabel. Peneliti hanya dapat menggunakan 
variabel yang tersedia pada masing-masing sumber data sehingga beberapa aspek 
ketahanan pangan belum dapat diukur secara langsung. Kondisi tersebut 
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menyebabkan beberapa dimensi direpresentasikan melalui indikator pengganti 
yang dianggap paling sesuai dengan konsep yang diukur. 

Keterbatasan lain berkaitan dengan ruang lingkup penelitian dan penerapan 
hasil penelitian. Sebagai penelitian yang mengeksplorasi adaptasi metode IKP pada 
tingkat desa, kemampuan generalisasi pendekatan ini masih terbatas. Analisis 
dilakukan pada 40 desa di Kabupaten PPU sehingga hasil penelitian lebih tepat 
menggambarkan kondisi wilayah penelitian. Selain itu, indikator ketersediaan 
pangan yang menggunakan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk 
disusun sesuai dengan karakteristik wilayah penelitian dan belum tentu dapat 
diterapkan secara langsung di daerah dengan komoditas pangan utama yang 
berbeda, seperti Maluku, Nusa Tenggara, atau Papua. Oleh karena itu, penerapan 
pendekatan IKP tingkat desa di wilayah lain memerlukan penyesuaian terhadap 
karakteristik lokal, terutama jenis komoditas pangan utama, sistem produksi 
pangan, dan kondisi wilayah agar indikator tetap mampu merepresentasikan 
ketahanan pangan secara tepat. Selain itu, penelitian menggunakan rancangan 
cross-sectional, sehingga hubungan yang diperoleh hanya menunjukkan 
keterkaitan antar variabel pada periode pengamatan dan tidak dapat digunakan 
untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antara ketahanan pangan dan 
prevalensi stunting. 
Jumlah desa yang dianalisis juga membatasi representasi variasi kondisi ketahanan 
pangan pada tingkat nasional. Karakteristik sosial, ekonomi, geografis, serta sistem 
produksi pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara belum tentu mencerminkan 
kondisi daerah lain di Indonesia. Pengujian metode pada wilayah dengan 
karakteristik yang berbeda diperlukan untuk menilai konsistensi hasil pengukuran 
serta meningkatkan validitas eksternal pendekatan yang dikembangkan dalam 
penelitian ini. 
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VI SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tingkat ketahanan pangan 
desa/kelurahan yang bervariasi, mulai dari kategori sangat tahan hingga sangat 
rentan. Berdasarkan distribusi IKP, sebanyak 2 desa/kelurahan (5%) termasuk 
kategori sangat tahan, 2 desa/kelurahan (5%) tahan, 15 desa/kelurahan (37,5%) 
cukup tahan, 13 desa/kelurahan (32,5%) agak rentan, 6 desa/kelurahan (15%) 
rentan, dan 2 desa/kelurahan (5%) sangat rentan. Variasi tersebut dipengaruhi oleh 
kombinasi tingkat kemiskinan, ketersediaan lahan pertanian, akses infrastruktur 
dasar, pendidikan, layanan kesehatan, serta karakteristik wilayah. 

Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara Indeks Ketahanan Pangan 
(IKP) dan prevalensi stunting pada tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Penajam 
Paser Utara. Peningkatan skor IKP cenderung diikuti oleh penurunan prevalensi 
stunting. Analisis terhadap masing-masing indikator menunjukkan bahwa tingkat 
kemiskinan, proporsi pengeluaran pangan rumah tangga, akses listrik, dan rata-rata 
lama sekolah perempuan berhubungan dengan prevalensi stunting. Sebaliknya, 
rasio luas lahan pertanian, akses air minum layak, rasio tenaga kesehatan, dan angka 
harapan hidup tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan ini 
menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek 
kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, pendidikan, dan 
akses infrastruktur dasar. 

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan indikator 
ketahanan pangan yang paling berhubungan positif dengan prevalensi stunting pada 
tingkat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan angka harapan hidup 
menunjukkan hubungan negatif yang marginal. Temuan ini menunjukkan bahwa 
upaya penurunan prevalensi stunting perlu diintegrasikan dengan penguatan 
ketahanan pangan rumah tangga, pengentasan kemiskinan, peningkatan akses 
layanan dasar, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara 
berkelanjutan. 

6.2 Saran 

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pengukuran ketahanan 
pangan tingkat desa dengan menggunakan indikator yang lebih komprehensif, 
terutama pada dimensi ketersediaan pangan, apabila data produksi, cadangan 
pangan, dan konsumsi pangan tingkat desa telah tersedia. Penelitian selanjutnya 
juga perlu mengeksplorasi faktor lain yang belum tercakup dalam penelitian ini, 
seperti pola konsumsi, praktik pemberian makan anak, kondisi sanitasi, serta faktor 
sosial dan budaya yang berpotensi memengaruhi prevalensi stunting. Selain itu, 
penggunaan rancangan longitudinal disarankan untuk menganalisis perubahan 
hubungan antara ketahanan pangan dan stunting dari waktu ke waktu sehingga 
dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan hubungan 
antarvariabel. 

Bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengukuran ketahanan pangan pada tingkat desa dapat memberikan 
gambaran kondisi yang lebih spesifik dibandingkan tingkat kabupaten sehingga 
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dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas 
intervensi. Mengingat kemiskinan merupakan indikator yang paling berhubungan 
dengan prevalensi stunting, upaya peningkatan ketahanan pangan perlu 
diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses 
layanan dasar, serta penguatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program 
ketahanan pangan dan gizi sesuai karakteristik masing-masing desa. Evaluasi 
program juga perlu mempertimbangkan capaian ketahanan pangan di tingkat desa, 
tidak hanya besaran anggaran yang dialokasikan.  
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